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SALTNAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 300 JKME 01 /2022
TENTANG
MANAJEMEN KiNERJA
DI LINGEUNGAN KEMENTERTAN KETANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK [NDONESIA,

Menithang :  a. bahwa unmk mendukung implementasi
reformasi  birokrasi  dan  transformasi
kelembagaan 4i lngkungan Kemsnterian
Keuangan, telabh ditetapkan kebijakan
manajement kinsrja melalui  Keputusan
Menteri Keuangan Womeor 467/EMKE.OL/
2014 tentang Peogelolean Kinetgjia  di
Lingkangan Kementerizn Keuangan
assbapaimana  telah  diubah  dengan
Heputugsern, Menteri  EKeuangan  Nomor
556 /KME.C1 /2015 tentang Perubahan atas
Keputusan Menterd Eevangan Nomor
467 fKMK.01/2014 tentang  Pengelolean
Kinerja di Lingkungan  Kementerian
Kenangan, HKepumsan Menten Keuangan
Nomor 300/ KMEK 01 /2016 tentang Pedoman
Dialog Kincrja di Lingkhungen Kementerian
Keusnpan, Keputusan Mentert Keuangan
Nomer 291/ KME.D1/2017 tentang Pedeman
Penilajan  Kinerja Berdasarkan Kualitas
Kontrak Kinerja di Lingkungsan Kementerian
Keuwangan sebagaimana telah  diubah
dengan  Hoputusan Menteri Keuangan
Nomor  327/KMK.01/2018  temiang
Perubahan gtas  EKeputuzan  Menteri
Kevangan  Nomor 201 /KEME.01/2017
tentang Pedoman  Penilaian  Kinerja
Berdagarkan Kualitas Kontrak Kinerja di
Lingkungan Hementerlan Keuangan, den
Kepabusan  Mentert  Eeunangan  Nomor
1FEME Q1 /2022 tentang Pedonian
Pencipitasn Ide Baru Kaitanmya dengan
Penilaat Kiterja, di Lingkungan
Hementerisn Keuatigann,



Mengingat

G
|l"' -

MENTERI KEUANGAN
AEFUBLIK INOOMESIA

P
bahwa  sehubungan dengan  adanya
perubahan kebijakan nasional mengenai
pengelolaan kinerja Aparatur 3ipil Negara
sehagaimana diatur  dalam  Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pogawal MNegeri Sipal dan
peraturan pelaksanaannya, serta
sehubungan dengan adanya penyesuaian
ketentuan mengenal penerapan manajemen
risiko di lingkungan Kementerian Keuangan,
perlu melakulan penyelarasan,
penyederhanaan, penajamari, dan
penyempuarnaan atas ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

bahwa berdasarkan pertiimbangan
sebagaimana dimaksud dalam hurul a dan
buraf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Keuangan tentang Manajemen
Kinerja di Lingkungan  Kementerian
Keuangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Noemor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4616);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawal Negen
Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 6037) scbagaimana iclah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
&6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawal
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor ¥, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
B340);

A
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o
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021 tentang Disiplin Pegawal Negeri 3Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
&7 18|;

Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun
2019

Peraturan Menten Keuangan  Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031);

Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor
222 /PME.01/202]1 tentang Manajemen
Risiko Pengelolaan Keuangan Negara (Berita
Negara Republk Indonesia Tahun 2021
Nomor 1526);

Keputusan Menteri Keunangan Nomor
105/KMK.01/2022  tentang  Petunjuk
Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan
Keuangan Negarsa;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor BS
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1 569);

Peraturan Menieri Pendayapunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B9
Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja
Instans: Pemernintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

r?_
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7
Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada
Instansi Pemerintah untuk Penvederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 181);

Ln

MEMUTUSEKAN:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

MANAJEMEN  KINERJA DI LINGRKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN.

Menetapkan manajemen kinerja di lingkungan
Kementerian Keuangan yang  merupakan
rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya
untuk meningkatkan kinerja organisasi dan
pegawai dalam rangka mencapai  tujuan
organisasi.

Manajemen kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Dikturn KESATU dilaksanakan berdasarkan

prinsip:

a. objektf;
b. terukur;
c. akuntabel;

d. partisipatif; dan
¢, transparan.

Ruang lingkup manajemen kinerja scbagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

klasifikasi manajemen kinerja;
struktur manajemen kinerja;

¢ EE

kerangka kerja sistern manajemen kinerja, dan
d. mistem informasi manajemen kinerja.

Klasifikasi manajemen kinerja sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a terdin

atas:

B. mmanajemen kinerja  organisasi, Vang
merupaltan manajemen kinerja dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai
tujuan organisasi dalam periode tertentu; dan

k. manajemen kinerja pegawai, yang merupakan
manajemen kinerja dalam rangka pclaksanaan
tugas dan fungsi, penugasan lainnya scsual

rE
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kebutuhan organisasi, serta perilabu kerja
pegawal selama periode tertentu.

Manajemen  kincrja organisasi  scbagaimana

dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a

meliputi
a. Kementerian, yang mencakup:
1. Menteri: dan
2, Wakil Menteri;
b. Unit level I, vang mencakup:
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pimpinan Unitl Organisasi Non Eselon yang

berada di bawah dan bertangpung jawab
kepada Menteri Keuangan;

3. Staf Khusus; dan

4. Tenaga Ahli;

c. Unit level II, yang mencakup:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

2. Pimpinan Unil Organisasi Non Eselon yang
berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada  Menteri Keuangan  melalw
Pimpinan Tinggi Madya; dan

3. Pimpinan Unit Organisasi 1 [satu) tingkat

di bawah Pimpinan Unit Organisasi Non
Esclon sebagaimana dimaksud pada huraf

b angka 2; dan
d. Unit level IlI, yvang mencakup Pimpinan Unit
Orpanizasi yang dipimpin oleh Pejabat
MAdministrator pada kantor pelayanan dan Unat

Pelaksana Teknis Eselon III di lingkungan
Kementerian Keuangan.

Manajemen  kinerja  pegawai | scbagaimana

dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b

meliputi:

a. Pepawai Negeri Sipil (PNS);

b. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah
mempunyai Nomor Induk Pegawai (NIF) yang
memiliki instansi induk di Kementerian

Keuangan;
c. Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Pegawai Negeri Sipil vang ditugaskan di
Kementerian Keuangan; dan
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¢. Pegawai Kementerian Keuangan — yang
ditugaskan pada Instansi Pemerintah Lainnya
atau di Luar Instansi Pemerintah.

Ketentuan mengenai  klasifikasi  manajemen
kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEEMPAT sampai dengan Diktum EKEENAM
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian lidak terpisahkan dari Keputusan Menten
ini.

Struktur mansjemen  kinerja  sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b terdiri
atas:

a. Komite Manajemen Kinerja; dan

b. Unit Pemilik Kinerja yang selanjutnya disebut
UPK.
Komite Manajemen  Kinerja  sebagaimansa

dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN huruf a
terdiri atas:

a. Komite Eksekutif;
b. Komite Pelaksana; dan
o. SBekretariat Komite.

Komite Elkselkutif sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESEMBILAN huruf a terdiri atas:

a. Menteri Keuangan sebagal Ketua;

b. Walkil Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua,
dan

c. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya,
Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang
berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Keunangan, Stal Khusus, dan
Tenaga Ahli sehagai Anggota.

Komite Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESEMBILAN huruf b terdiri atas:

a. Sekretaris Jenderal sebagan Ketus;

b. Staf Ahli Menteri Keuangan yvang membidang
organisasi dan birokrasi sebagai Ketua
Pelaksana Harian; dan

c. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada
masing-masing Unit Organisasi yang dipimpin
olch Prjabat Pimpinan Tinggi Madya dan
Pejabat 1 (satu] tingkat di bawah Pimpinan
Unit Organisasi Non Eselon yvang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menter

I
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Kcuangan vang membidangi manajemen
kinerja sebagai anggota.

Sckretariat Komite schagaimana dimalksud dalam
Diktum KESEMBILAN huruf ¢ 1erdir atas:

a. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat.Jenderal untuk Manajemen Kinerja
COrganisasi; dan

b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretanat
Jenderal untuk Manajemen Kinerja Pegawal.

Dalam pelaksanaan ftugas dan  wewenang,
Sckretaniat Komite dibantu oleh Kepala Biro
Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretanat
Jenderal untuk memberikan pertimbangan dan
masukan manajemen kinerja dan  aspek
organisasi dan tata laksana.

Hetentuan mengenai tugas dan wewenang Komite
Eksekutif, Komite Pelaksana, dan Sekretariat
Komite sehapaimana dimaksud dalam Diktum
KESEPULUH sAmpai dengan Diktum
KETIGABELAS tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.

Dalam rangka pelaksanaan manajemen kinerja
organisasi dapat dibentuk Tim Koordinasi
Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian
Heuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tim Koordinasi Manajemen Kinerja di
Eementerian Keuangan ditctapkan oleh
Menteri Keuangan;

b. kewenangan penetapan Tim sebagaimana
dimaksud pada huruf a dilimpahkan dalam
bentuk mandat kepada Sekretaris Jenderal
untuk dan atas nama Menteri Keuangan; dan

¢. pembentukan Tim sebagaimana dimaksud
pada hurul a dan huruf b, berdasarkan arahan
pimpinan dapat dilakukan secara bersamaan

dan/fatau digabungkan dengan Tim yang
bertugas melakukan  koordinasi  terkail
manajemen risiko dan/atau anggaran.

UPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDELAPAN huruf b terdiri atas:

a. UPK-Orne, yaitu UPK pada tingkat:

1. Unit Organisasi vang dipimpin aleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya; dan
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2. Unit Organisasi Non Eselon yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan;

b. UPK-Twe, vailu UPK pada tingkat:
1. Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat
Pimpinan Tinggl Pratama,
2. Unit Organisasi Non Eselon vang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri Keuangan melalu Pimpinan Tinggl
Madya; dan

3. Unit Organisasi 1 (satu] tingkat di bawah
Unil Organisasi Non Esclon scbagaimana
dimaksud pada huruf a angka 2; dan

c. UPE-Three, vaitu UPK pada tinghkat Unit
Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat
Administrator pada kantor pelayanan dan Unit
Pelaksana Teknis Eselon [I di Lingkungan
Kementerian Keuangan.

Ketentuan mengenai tugas dan wewenang pada
UPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEENAMBELAS tercantum dalam Lampiran I
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.

Kerangka kerja sistem manajemen kinerja
sebagaimana dimaksud dalam Diktum EKETIGA
hurul ¢ dilaksanakan sesual tahapan schagal
berikut:

g. perumusan sistem manajemen kinerja;
b. implementasi manajemen kinerja; dan

c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem
manajemen kinerja.

Perumusan sistem manajemen kinerja
sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDELAPANBELAS huruf a merupakan kebijakan,
prosedur, dan praktik manajemen kinerja vang
bersifat sistematis,

Implementasi manajemen kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDELAPANBELAS
buruf b terdini atas:

a. perencanaan kinerja;

b. pelaksanaan kinerja;
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.
c. evaluasi kinerja; dan
d. pelaporan dan pemanfaatan.

Perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUAPULUH huruf a terdiri atas:

a. perencanaan kinerja organisasi, yang meliputi
penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja
yang selanjuinya disebut PK; dan

b. perencanaan kinerja pegawal, yang meliput
penyvusunan dan penetapan Sasaran Kinerja
Pegawai vang selanjutnya disebut SKP.

Pelaksanaan kinerja sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUAPULUH huruf b merupakan
proses pencapaian target kinerja, pemantauan,
pembinaan dan perubahan perencanaan lknerja
sesuai kesepakatan.

Evaluasi kinerja scbagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUAPULUH huruf ¢ merupakan proses:

a. penilaian kinerja organisasi dengan output:

1. Nilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya
disinghkat NKO;

2. Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan
Kualitas Komitmen Kinerja yang selanjutnya
disebut NKO K3; dan

3. Predikat kinerja organisasi,
b. penilaian kinerja pegawal dengan output
berupa:
1. Nilai Kinerja Pegawai yang selanjuinya
disingkat NKP; dan

2. Predikat kinerja pegawai.

Pelaporan dan pemanfaatan atas hasil penilaian
kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUAPULUH huruf d terdiri atas:
a. pelaporan Kinerja organisasi yang terdiri atas:
1. penetapan NKO dan NKO K3; dan

2. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

b. pelaporan kinerja Pegawai vang terdiri atas:
1. penetapan NKP; dan
2. penetapan Predikat Kinerja Pegawai; dan

é
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c. pemanfaatan hasil penilaian kinerja yang
terdirl atas:

1. penghargaan;
2. pemberian  insentif dan/atau tunjangan
lain; dan/atau

3. sanksi,

yang dapatl diberikan berdasarkan ketentuan
peraturan  perundang-undangan dan/fatau
ketentuan vang berlaku di  lingkungan
Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem
manajemen kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDELAPANBELAS hurul c merupakan
scrangkaian  kegiatan yang bertujuan untuk
menyempurnakan sistem manajemen kmerja di
lingkungan Kementerian Keuangan.,

Ketentuan mengenai keranghka sistem manajemen
kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDELAPANBELAS sampai dengan Diktum
KEDUAPULUHLIMA tercantum dalam Lampiran I1l
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.

Sistem informasi manajemen kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d
dikembangkan untuk mendukung penerapan
manajemen Kinerja.

Sistem informasi manajemen kinerja terdiri atas:
a. aplikasi manajemen kinerja organisasi; dan

b. aplikasi manajemen kinerja pegawal,

yang digunakan sesuai ketentuan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dar Keputusan Menteri
Penjclasan lebih lanjut mengenal pelaksanaan
manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Menteri ini dapat disampaikan dalam

Surat Edaran vang ditandatangani oleh Sekretaris
Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan,

Dalam rangka menjaga komitmen pencapaian
kinerja, Sekretariat Lembaga Non Strukiural yang
kesekretariatannya berada di bawzsh dan
menggunakan anggaran Kementerian Keuangan,
dapat berkeordinasi dan mendorong Lembaga Non
Struktural  berkenaan untuk  menerapkan

o
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manajemen kinerja selaras dengan manajemen
kinerja Kementerian Keuangan.

KETIGAPULUHSATU Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaloa:

a. dokumen manajemen kinerja di lingkungan
Kementerian Keuangan yang telah ditetapkan
sebelum Keputusan Menteri ini mulai berlaku,
dinyatakan tetap sah dan berlaku; dan

b. penerapan manajemen kinerja di hnglungan
Kementerian Keuangan, dapat tetap mengacu
pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor
467 /KME.01 /2014 tentang  Pengelolaan
Kinera di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.01/2015
tentang Perubahan atas Keputusan Menten
Keuangan Nomor 467 /KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan
Kementerian  Keuangan sampal dengan
dilakulkan penyesuaian berdasarkan
Keputusan Menterl ini paling lambat & (enam)
bulan sejak Keputusan Menteri ini mulai
berlaku,

KETIGAPULUHDUA : Pada saat Keputusan Menteri inil mulai berlaloa:

a. Kepumsan Menteri  Keuangan  Nomor
467 /KMEK.01 /2014 tentang  Pengelolaan
Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.01,/2015
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 467 /KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan
Kementerian Keuangamn;

b. Keputusan  Menteri Keuangan  Nomor
519/KMEK.01/2015 tentang Pembentukan
Komite Kinerja Pegawai di Lingkungan
Kementenan Keuangan sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Mentenn Keuangan
Nomor 300/ KMEK.01/2016 tentang Perubahan
atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
S19/KMK.01/2015 tentang Pembentukan
Komite Kinerja Pegawai di Lingkungan
Kementenan Keuangan;

c. Keputusan  Menteri  Keuangan — Nomor
590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog
Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;

A
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Keputusan  Menteri Keuangan — Nomor
291 /KMK.O1/2017 tentang Pedoman

Penilaian  Kinerja Berdasarkan Kualitas
Konirak Kinerja di Lingkungan Kementerian
Keuangan sebagmimansa telah diubah dengan
Keputusan Menten Keuangan — Nomor
327 /KMRK.01/2018 tentang Perubahan atas
Reputusan  Mentern  Keuangan — Nomor
291 /KME.01/2017 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Berdasarkan Kualitas
Kontrak Kinerja di Lingkungan Kementerian
Keuangan; dan

Keputusan  Menteri  Kesuangan  Nomor
1/ EMEK.01 /2022 tentang Pedoman Penciptaan
Ide Baru Kaitannya dengan Penilaian Kinerja
di Lingkungan Kementerian Keuangan,

dicabut dan dinyvatakan tidak berlaku.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetaplkan.

Salinan Keputusan Menteri ini  disampaikan
kepada:

1.
&

10,
11.

12.

Wakil Menteri Keuangan;

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan
para Direlstur Jenderal /Kepala Badan;

Kepala Lembaga National Single Window;

Para Staf Ahli/Stal Khusus/Tenaga Ahli
Menteri Keuangan;

Kepala Bire Umum, Sckretaris Inspektorat
Jenderal/Direktorat Jenderal/Kepala Badan/
Kepala Lembaga di Lingkungan Kementerian
Keuangan;

Direktur Kepatuhan Internal dan Sumber Daya
Aparatur Direktorat Jenderal Pajak;

Direktur Kepatuhan Intermal Dircktorat
Jenderal Bea dan Cukas;

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,
Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
Kepala Biro Hukumn;

Kepala Biro Sumber Daya Manusia;

Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi
Keuangan; [’2
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13. Sckretaris Komite Nasional Ekonomi Syariah;

14. Sekretaris Komite Stabilitas Sistern Keuangan;
dan

15, Para Direktur Utama Badan Layanan Umum di
lingkungan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttel.
SRI MULYANI INDEAWATI
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Kepala Biro Umum
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KLASIFIKASI MANAJEMEN KINERJA

Manajemen kinerja merupakan rangkaian keglatan pemanfaatan sumber daya

untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen
kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan diklasifikasikan menjadi manajemen
kinerja organisasi dan manajemen kinerja pegawai.

A. MANAJEMEN KINERJA ORGANISASI

Manajemen kinerja organisasi merupakan manajemen kinerja dalam

rengka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam
periode tertentu.

Manajemen kinerja organisasi memiliki tujuan sebagai berilaat:

membangun organisasi vang terus menerus melakukan penyempurnaan/
perbaikan (continuous improvement);

membentuk keselarasan antar unit kerja;
mengembangkan semangat kerja tim (teamwork); dan
menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Manajemen kinerja organisasi meliputi:

. Kementerian yang mencaloup:

a. Menteri; dan
b. Wakil Menteri.
Unit level 1, yang mencaloap:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madva yang meliputi:
1} Sekretaris Jenderal;
2) Dircktur Jenderal;
3) Inspektur Jenderal;
4) Kepala Badan, dan
5) Staf Ahli;

b. Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan;

c. Staf Khusus; dan
d. Tenaga Ahli.
Unit level [1, yang mencakup:
a. Pejabat Pimpinan Tinggl Pratama yang meliputi:
1} Kepala Biro;
2] Kepala Pusat;
3) Direktur;
4) Inspektur;
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5 Sekretaris Direktorat Jenderal;
6) Schretaris Inspektorat Jenderal,
7] Sekretariz Badan;

8) Kepala Kantor Wilayah; dan

9) Tenaga Pengkaiji.

b. Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Keuangen melalui Pimpinan Tinggi
Madya; dan

¢. Pimpinan Unit Organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Pimpinan Unit
Organisasi Non Esclon yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Keuangan,

4. Unit level IlIl, yang mencakup:

a. Pimpinan Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada
kantor pelavanan yangg meliputi:

1) Kantor Pelayanan Pajak (KPP);

2] Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukas (KFPBC);
3) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); dan

4] Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang [KPENL).

b, Pimpinan Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada
Unit Pelaksana Teknis Eselon Il yang antara lain meliputi:

1} Kantor Pengelolaan Teknelogi Informasi dan Komunikasi dan Barang
Milikk Negara;

2] Pangkalan Sarana Operasi (Pangsarop);

3) BalaiLaboratorium Bea dan Cukai (BLBC);

4] Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan
5] Balai Pendidiken dan Pelatihan Kepemimpinan.

Tk
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B. MANAJEMEN KINERJA FEGAWAI

Manajemen kinerja pegawai merupakan manajenmn kinerja dalam rangl:a

pelaksanaan tugas dan fungm, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi,
serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

1.

Manajemen kinerja pegawai memiliki tujuan sebagai berikut:

mr:wujudksn pegawai vang memberikan kontribusi maksimal kepada
organisasi dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan/atau
keterampilan yang dimiliki, serta perilalu kerja yang sesuai dengan standar
perilaku Kementerian Keuangan;

membangun komunikasi efektif dan hubungan yang harmonis antara
pegawai dan pimpinan, serta kolaborasi antar pegawai dalam pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi;

mengembangkan iklim kerje yang kondusif dan kompetitif, menghargai
kualitas proses hisnis dan kompetensi pegawai sehingga mampu membernkan
kontribusi, output, dan outcome yang maksimal; dan

menjadi dasar pengembangan pegawai, pemberian penghargaan, dan
pertimbangan karir.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Led.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Eama_p, MMLHIEIIR‘H Kementerian

-
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STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA

Struktur Manajemen Kinerja dibentuk dalam  rangka penerapan
manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang terdiri dari Komite
Manajemen Kinerja dan Unit Pemilik Kinerja (UPE].

A, KOMITE MANAJEMEN KINER.JA

1. Komite Manajemen Kinergja merupakan struktur tertinggr dalam
manajemen kinerja Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan
untukk menentukan kebijakan mangjemen kinerja dan melaksanakan
proses manajemen kinerja Kementerian, Komite Manajemen Kinerja terdiri
atas:

a. Komite Eksclkutif;
b. Komite Pelaksana: dan
c. Seckretarniat Komite,

2. Busunan kcanggotaan, tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen
Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada
angka 1, yakni sebagai berikat:

a. Homite Ekselutif
1] Susunan keanggotaan Komite Eksekutif terdin atas:
a) Menteri Keuangan sebagai Ketua;
b} Wakil Menteri Keuangan sebagai Wakil Kctua; dan

e] Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Unit Organisasi
Non Esclon yang berada di bawah dan bertanpgung jawab kepada
Menteri Keuangan, Stalf Khusus, dan Tenaga Ahli sebagai Anggota.

2| Tugas dan tanggung jawab Komite Ekseloatif melipuri:

a) menvetujui dan/atau menentukan kebijjakan manajemen Kinetja
vang disampaikan oleh Komite Pelaksana;

b} menyetujui:
(1) PK tingkat Kementerian dan/atan SKP Menteri dan Wakil
Menteri; dan

(2) PK UPK-One dan BSKP Pejabat Pimpinan Tinggi Macdvsa,
Pimpinan Unit Organisasi Non Esclon yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, Staf
Khusus, dan Tenaga Ahli, yang disampaikan oleh Komite
Pelaksana; dan

c) melakukan pengawasan dan perbaikan berkelanjutan atas
efektivitas penerapan manajemen kinerja di tingkatl kementerian.

b. Komite Pelaksana
1) Susunan keanggotaan Komite Pelaksana terdiri atas:

a) Sekretaris Jenderal sebagai Ketua;
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bl Stal Ahli Mentent Keuangan yvang membidangl organisasi dan
birokrasi sehagai Ketua Pelaksana Harian; dan

c) Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada masing-masing Unit
Orpanisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
dan Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Pimpinan Unit Organisasi
Non Eselon vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan yang membidangi manajemen kinerja sebagai
anggota.

2) Tupgas dan tanggung jawab Komite Pelaksana meliputi:

a) membantu Komite Eksckutif meramuskan kebijakan manajemen
kinena;
b) menyusun PK tingkat kementerian dan/atau SKP Menteri dan

Wakil Menteri dan menvampaikan kepada Komite Eksekutil
untuk dimintakan persetujuan;

¢) mereviu PK UPK-One dan SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Madya,
Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan
hertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, Staf Khusus, dan
Tenaga Ahli, serta menvampaikan kepada Komite Elksekutif
untuk dimintakan persctujuan;

d) menyampaikar:

(1) PK tingkat Kementerian danj/atau SKF Menteri dan Wakil
Menteri; dan

(2) PK UPK-One dan SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Madya,
Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon vang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, Staf
Khusus dan Tenaga Ahli,

vang telah disetujui oleh Komite Eksekutif kepada Menten
Keuangan untuk ditetapkan;

g] menvampaikan laporan meanajemen kinerja kepada Komite
Eksekutif:

f) membantu Komite Eksekutif melakukan pengawasan dan
evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen kinerja di
linglongan Kementerian; dan

g) menyusun tim koordinasi manajemen kinerja di Kemenierian
Keuangan untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan,

c. Sekretariat Komite
1} Susunan keanggotaan Sekretariat Komite terdiri atas:

a) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal
sebagal Sekretaris |;

b] Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal sebagai
Sekretaris II;

¢) Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional sctara Pejabat
Administrator vang memiliki tugas dan fungsi manajemen kinerja

I
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organisasi di Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat
Jenderal sebagai Administrator Kinerja Orgamsasi Pusat (AKOP);

dan

d} Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional setara Pejabat
Administrator vang memiliki tugas dan fungsi Manajemen Kinerja
Pegawai di Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal
scbagai Administrator Kinerja Pegawai Pusat (AKPP).

2) Tugas dan tangpung jawab Sekretariat Komite meliputi:

a) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai Sekretaris I
sehapaimana dimaksud pada angka 1) huraf a) memiliki tugas
dan tanggung jawab untuk manajemen kinerja organisasi vang
meliputi:

(1) merumuskan konsep kebijakan manajemen Kinerja
oreanisasi di linglkungan Kementerian Keuangan;

(2) melakukan konsolidasi konsep dokumen perencanaan
kinerja vang melipuii PK Kementerian dan/atau SKP
Menteri dan Wakil Menteri, manual IKU, dan matriks
cascading tingkat Kementerian;

(3] membantu Komite Pelaksana mereviu konsep PK dan
manual IKU UPK-0One;

(4] membantu Komite Pelaksana mereviu SKP Pejabat Pimpinan
Tinggi Madva, Pimpinan Unit Orgamisasi Non Eselon vang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Keuangan, Staf Khusus, dan Tenapga Ahli;

(5) mengoordinasikan penyusunan dan penetapan SKP Staf
Ahli Menteri Keuangan, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli;

(5] mengoordinasikan penyusunan dan penetapan PK UPK-
One;

(7) menctapkan 85, IKU, dan/atau IS yang bersifat mandaiory;

(8) melakukan konsolidasi konsep perubshan PK Kementeran
dan/atau perubahan SKP Menteri dan Wakil Menteri scrta
manual IKU tingkat Kementerian;

(9) membantu Komite Pelaksana mereviu konsep perubahan PK
dan manual IKU UPK-One;

(10) mereviu konsep perubahan SKP, Pejabat Pimpinan Tingg
Madvya, Pimpinan Unit Organisasi Non Esclon yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan,
Staf Khusus, dan Tenaga Ahli;

{11} menyusun Laporan Kinerja tingkat Kementeran;

(12) mengoordinasikan pelaksanaan dialog kinerja seluruh
Pimpinan UPK-One, Staf Ahli Menteri Keuangan, Stal
Khusus dan Tenaga Ahli bersama Menteri Keuangan
dan/atau Wakil Menteri Keuangan;

'
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(13) mengoordmasikan reviu Kualitas Komitmen Kinerja (K3}
SKP di lingkungan Kementerian Keuangan;

(14) mereviu K3 untuk PK dan/atau SKP tngkal Kementerian
dan UPK-Ornie;

(15) mereviu K3 SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan
Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, Staf Khusus,
clan Tenaga Ahli;

(16) menghitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tingkat
Kementerian dan/atau Nilai Hasil Kerja Utama Menteri dan
Wakil Menteri;

{17) mereviu hasil penghitungan NKO UFK-COrne,
{18) menyusun konscp Keputusan Menteri Keuangan mengenai

NKO, NKO K3 dan Predikat Kincrja Organisasi tngkat
Kementerian dan UPK-COne;

(19) mereviu hasil penghitungan Nilai Hasil Kerja Utama Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Unit Organisasi Non
Eselon vang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Keuangan, Staf Khusus, dan Tenaga Ahl;

(20) membantu Komite Pelaksana melakukan pengawasan dan
evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen kKinerja
organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;

(21) menatausahakan dokumen tingkat Kementerian yang
meliputi PK, manual KU, matriks cascading, laporan
kinerja, NKO, NKO K3 dan Predikat Kinerja Organisasi;

(22) mengoordinasikan edukasi dan/atau sosialisasi manajemen
kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
dan

(23) mengoordinasikan tindak lanjut hasil reviu, evaluasi
dan/atau audit manajemen kinerja organisasi.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia sebagal Sckretaris 1
schagaimana dimaksud pada angka 1) hwrul b) memiliki tugas
dan tanggung jawab untuk manajemen kinerja pegawal yang
meliputi:

(1) merumuskan konsep kebijakan manajemen kinerja pegawal
di lingkungan Kementerian Keuangan;

(2) merumuskan, mengembangkan, memonitoring dan
mengevaluasi tools penilaian perilaku kerja pegawai di
lingkungan Kementerian keuangan;

(3) melakukan analisa data hasil penilaian kinerja pegawai
sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan
keputusan terkait pegawas;
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melakukan konsolidas: penyusunan konsep SKP dan/atau
perubahan SKP Menteri dan Walkil Menten serta
penetapannya apabila diperhukan;

membantu Komite Pelaksana mereviu SKP Pejabat Fimpinan
Tinggi Madya, Fimpinan Unit Organisasi Non Eselon vang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Keuangan, Staf Khusus, dan Tenaga Ahl;

mengoordinasikan penyusunan dan penetapan SKP Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan UPK-One, dan Fimpinan
Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Keunangan;

membantu Komite Pelaksana mereviu konsep perubshan
SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan UPK-One,
dan Pimpinan Unit Organisasi Noen Eselon yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan;

mengoordinasikan dan memonitor pelaksanaan evaluasi
perilaku kerja para Pejabat Pimpinan Tingg Madya dan
Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah
dan hertangpung jawab kepada Menteri Keuangan;

mengadministrasikan  Nilai Perilaku Kerja (NPK) para
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Unil
Organizasi Non Eselon yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Kenangan;

membanty Sekretaris [ dalam pelaksanaan reviu K3 SKP di
lingkunpgan Kementerian keuangan;

membantu Sckretaris 1 dalam pelaksanaan revia K3 SEP
Pejubatl Pimpinan Tinggl Madya, Pimpinan Unit Organisas
Non Eselon vang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Keuangan, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli;

mereviu penghitungan NKP dan Predikat Kinerja Pegawai
bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Unit
Organisasi MNon Eselon yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Kenangan, Stal Khusus,
dan Tenaga Ahli;

menyusun konsep Keputusan Menteri Keuangan mengenai
NEKP Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan  Unit
Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan
bertangpung jawab kepada Menteri Keuangan, Staf Khusus,
dan Tenaga Ahli;

membantu Komite Pelaksana melakukan pengawasan dan
evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen kinerja
pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan,
menatausahakan seluroh data dan dokumen yang terkait
dengan penilaian kinerja pegawai meliputi SKP, NKP, dan
hasil evaluasi kinerja pegawal bagi Pejabat Pimpinan Tingg
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Madya dan Pimpiman Unit Organisas: Non Eselon yang
berada di bawah dan bertangsung jawab kepada Menteri
Keuangan;

(16) mengoordinasikan edukasi dan /atau sosialisasi manajemen
kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan; dan

(17) mengoordinasikan tindak lanjut hasil reviu, evaluasi
dan/atau audit manajemen kinerja pegawai.

¢l Administrator Kinerja Organisasi Pusat [AKOP) membantu
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris [

d) Administrator Kinerja Pegawai Pusat [AKPP] membantu
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris [1.

B. UNIT PEMILIK KINERJA (UPK)

Unit Pemilik Kinerja terdiri dari UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three.
Struktur manajamen kinerja pada masing-masing UPK sebagai berikut:

1. UPK-OreE
a. Struldur UPK-One terdin atas:

1)
2)

4]

3]

Eksekutil Manajer Kinerja yvaitu Pimpinan UPK-One,

Kourdinator Kinerja Organisasi (KKO) UPK-One yaitu pejabat |
(satu) tingkat di bawah Eksekutif Manajer Kinerja vang memiliki
tugas dan fungsi manajemen kinerja organisasi unil organisasi
vang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimipinan
Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menten Keuangan;

Koordinator Kinerja Pegawai (KKP) UPK-One vaitu pejabat 1 (satu)
tingkat ¢di bawah Ekselutif Manajer Kinerja yang memiliki tugas
dan fungsi manajemen kinerja pegawal unit organisasi yang
dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggli Madya dan Pimpinan Unit
Organisasi Non Eselon vang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Keuangan;

Administrator Kinerja Organisasi (AKQ) UPK-One yaitu pecjabat 1
(satu) tingkat di bawah KKO UPK-One yang memiliki tugas dan
fungsi membantu KKO UPK-One dalam melaksanakan manajemen
kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menten
Keuangan; dan

Administrater Kinerja Pegawai (AKP) UPK-One yaitu pejabat 1 (satu)
tingkat di bawah KKP UPK-One yang mcmiliki tugas dan fungsi
membantu KKP UPK-One dalam melaksanakan manajemen kinerja
pegawal unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya dan Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan,

£



b. Tugas dan tanggung jawab Ekschutil Mangjer Kincrja scbagaimena
dimaksud pada hurul a angka 1) meliput:

L)

2

3)

4]

menetapkan PK UPK-One dan UPK-Two yvang meliputi Peta Strategi,
Indikator Kinerja Utama (IKU), Rincian Anggaran, Rincian Target
Kinerja dan Inisiatif Strategis (I5);

menctapkan SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Pimpinan UPK-
e,

menetapkan SKP Pejabat Pimpinan Tingg Pratama, Pimpinan Unit
Orpanisasi Non Eselon vang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Keuangan melalui Pimpinan Tinggl Madya,
Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Pimpinan Unit Organisasi Non
Eselon vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri  Keuangan, danfatau Pejabat Funpgsional yang
bertanggungjawab kepada Pimpinan UPK-One; dan

melakukan pengawasan atas efektivitas penerapan manajemen
kinerjia di lingkungan UPK-One.

Tugas dan tanggung jawab KKO UPK-One sebagaimana dimaksud pada
huruf a angka 2} meliputi:

L)
<)

3)

4)
5)

&)

7]
8]

9

10} menvusun Laporan Kinerja tingkat UPK-One;

melakukan konsclidasi konzep dokumen perencanaan Kinerja yang
meliputi PK, manual KU, dan matriks eascading tingkat UPK-One;

membantu Eksckutil Manajer Kinerja merevia konsep FK dan
manual [KU UPK-Twe;

mereviu konsep SKP Pejabat Pimpinan Tinggl Pratama, Pimpinan
UPK-Two, Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada di
bawah dan bertanggung jawsab kepacda Menteri Keuangan melalui
Pimpinan Tinggl Madya, danfatau Pejabat 1 {satu) tingkat di bawah
Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon vang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan;

mengoordinasikan penyusunan dan penetapan PK UPK-Tuwe;
mengoordinasikan  penyusunan dan penctapan SKP Tenaga
Pengkaji;

menctapkan 88, IKU, dan/atau IS yvang bersifat mandatory lingkup
UPK-One:

melakukan konsolidasi konsep perubahan PK dan manual IKU
tingkat UPK-One;
membantu Eksekutif Manajer Kinerja mereviu konsep perubahan
PK dan manual IKU UPK-Twg;
mereviu konsep perubahan SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Pimpinan
Tinggi Madya, dan /atau Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Pimpinan
Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menten Keuangan,

¢



11) mengoordinasikan pelaksanaan dialog Kinerja seluruh Pimpinan
UPK-Tweo dan Tenaga Pengkaji bersama Pimpinan UPK-One,

1 2) mengoordinasikan reviu K3 SKP di lingkungan UPK-Crne;

13} menilai K3 PK UPK-Ore dan SKP Pejabat Pimpinan Tingm Madya
dan/atau Pimpinan Unit Organisasi Non Esclon yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan;

14) mereviu K3, PK tingkat UPK-Two, dan K3 SKP Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama, Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yvang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui
Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat 1 {satu) tingkat di bawah Pimpinan
Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Keuangan, dan/fatau Pejabat Fungsional
yang bertanggung jawab kepada Pimpinan UPK-One;

1 5) menghitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tingkat UPK-One,
16) mereviu hasil penghitungan NKO UFPK-Two;

17) menyusun konsep Keputusan Pimpinan UPK-One mengenai NEO,
NKO K3 dan Predikat Kinerja Organisas: UPK-Tuo;

18) mereviu hasil penghitungan Nilai Hasil Kinerja Utama Pejabat
Pimnpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Unit Organisas: Non Eselon
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menten
Keuangan melalui Pimpinan Tinggi Madya, dan/atau Pejabat 1
(satu) tingkat di bawah Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yvang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan,
serta Tenaga Penghkaji;

19) membantu Eksekutif Manajer Kinerja melakukan pengawasan dan
evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen kinerja organisasi
di ingkungan UPK-One;

20) menatausahakan dokumen tingkat UPK-One yvang meliputi PE,
manual IKU, matriks easecading, laporan kinerja, NKO, NKO K32 dan
Fredikat Kincrja Orgamisasi;

21) mengoordinasilkan edulkasi dan/ atau sosialisasi manajemen kinerja
organisasi di lingkungan UPK-Ong; dan

22) mengoordinasikan tindak lamput hasil reviu, evaluasi dan/atau
audit manajemen kinerja organisasi di lingkungan UPK-One.

. Dalam pelaksanaan tugas tersebut KKO UPK-One dibantu oleh

Administrator Kinerja Organisasi (AKO]} UPK-One,

Tugas dan tanggung jawab KKP UPK-One Kinerja sebagaimana

dimaksud pada huruf a angka 3) meliputi:

1) membantu Eksckutif Manajer Kinerja menyusun konscp SKP
Pejabat Fimpinan Tinggi Madya dan/atau Pimpinan Unit Organisasi
Non Eselon yvang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan;

2] mengoordinasikan penyusunan dan penetapan SKP Pejabat
Pimpinan Tinggli Pratama Pimpinan UPK-Two, Pimpinan Unit

{g
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Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri Keuangan melalui Pimpinan Tinggi Madya,

Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Pimpinan Unit Organisasi Non

Eselon vang berada di bawah dan bertangeung jawab lkepada

Menteri Keuangan, dan fatan Pejabat Fungsional vang bertanggung
jawah kepada Pimpinan UPK-One;

membantn Ekselutd Manajemen Kinerja mereviu konsep SKP
Pejabat Pimpinan Tinggl Pratama, Pimpinan Unit Organisasi Non
Esclon vang berada di bawah dan bertangepung jawab kepada
Menteri Kenangan melalui Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat 1 (satu)
tingleat di bawah Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada
di bawah dan bertangpung jawab kepads Menteri Keunangan,
don/atau untuk Pejabat Fungsional yang bertanggung jawab
kepada Pimpinan UPK-One;

membantu Eksekutif Manajer Kinerja menyusun konsep
perubahan SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan /atau Pimpinan
Unit Organisasi Non Eselon yvang berada di bawah dan bertanggung
jawah kepada Menteri Keunangan;

membantu Eksekutiil Manajer Kinerja mereviu konsep perubahan
SKP Pejabat Pimpinan Tinggl Pratama, Pimpinan Unit Organisasi
Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan melalui Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat 1 (satu]
tingkat di bawah Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada
di bawah dan bertangpung jawab kepada Menteri Keuangan,
danfateu untuk Pgjabat Fungsional yang bertanggung jawab
kepada Pimpinan UPK-One;

mengoordinasikan dan memonitor pelaksanaan penilaian perilaka
kerja Pejabat Pimpinan Tingg Pratama, Pimpinan Unit Organisasi
Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan melalui Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat 1 (satu)
tingkat di bawah Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan,
dan/atau Pejabat Fungsional yang bertanggung jawab kepada
Fimpinan UPK-Cne;

mengadministrasikan Nilai Perilaku Kerja [NPK) Pejabat Pimpman
Tings Pratama, Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menten Kenangan melalu
Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Pimpinan
Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Keuangan, dan/atau Pejabat Fungsional
yang bertanggung jawab kepada Fimpinan UPK-One;

membantu KKO UPK-One dalam pelaksanaan reviu K3 SKP di
lingkungan UPK-One;

membantu KKO UPK-One dalam penilaian K3 SKP Pejabat
Pimpinan Tingei Madya dan/atau Pimpinan Unit Organisasi Non
Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Kenangamn;
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10} membantu KKO UPK-COne dalam mereviu K3 SKP Pejabat Pimpinan
Tingpi Pratama, Pimpinan Unit Organisasi Non Esclon yang berada
di bawah dan bertangpung jawab kepada Menteri Keuangan melalui
Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Pimpinan
Unit Organisasi Nan Eselon vang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Keunangan, danfatan Pejabat Fungsional

yvang bertangpung jawab lkepada Pimpinan UPK-Cne

11} mengoordinasikan penghitungan NKP dan Predikat Kinerja Pegawai
bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Unit Organisasi
Mon Esclon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangsn melalui Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat 1 (satu)
tinglkat di bawah Pimpinan Unit Orgamisasi Non Eselon yang berada
di bawah dan bertangpung jawab kepads Mentenn Keuangan,
dan/atau Pejabat Fungsional vang bertanggung jawab kepada
Fimpinan UPK-COne;

12 menyusun konsep Keputusan Pimpinan UPK-One mengenai NKP
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Unit Organisasi Non
Eselon vang berada di bawah dan bertanggpung jawab kepada
Menteri Kenangan melalui Pimpinan Tings Madya, Pejabat 1 (satu)
tingkat di bawah Pimpinan Unit Organisasi Non Esclon yvang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan,
dan/atau Pejabat Fungsional vang bertanggung jawab kepada
Fimpinan UPK-One;

13] membantu Ekselkutil Manajer Kinerja melakulan pengawasan dan
evaluasi atas efelitivitas penerapan manajemen kinerja pegawa: di
linghkungan UPE-Ohee;

14| menatausahakan scluruh data den dokumen vang terkait dengan
penilaian kinerjia pegawai meliputi SKP, NKP, dan hasil evaluas:
kinerja pegawai para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan
Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Kenangan melalui Pimpinan Tingg Madya,
Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Pimpinan Unit Organisasi Nen
Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan, dan/atau Pejabat Fungsional yang bertanggung
jawahb kepada Pimpinan UPK-One;

1 5} mengnordinasilkan edukasi dan /atay sosialieasi manajemen kinerja
pegawai di lingkungan UPK-One; dan

16) menpoordinasikan tindak lanjut hasil reviu, evaluasi, dan/atau
aundit manajemen kinerja pegawal di inglkungan UPK-One.

f. Dalam pelaksanaan tugsas terschut KKP UPK-Cne dibantu oleh AKP
UPK-One.

2, UPK-Two
a. Struktur UPK-Tuss terdin atas:
1] Manajer Kinera yertu Pimpinan UPK- Tiveo;
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Koordinator Kinerja Organisasi [KKO] UPK-Twe yaitu pejabat |1
(satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memliki tugas
mengelola kinerja organisssi unil organisasi yang dipimpin oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pimpman Unit Organisasi
Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

Koordinator Kinerja Pegawai (KKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 [satu)
tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola
kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama dan Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Keuangan melalui Pejabat Pimpinan Tingpi Madya;

Administrator Kinerja Organisasi [AKO} UPK-Twe vaitu pejabat 1
(satu) tingkat di bawah KKO UPK-Two yang memiliki tugas
membantu KKO UPK-Two dalam mengelola kinerja organisasi unit
organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan
Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Pejabat
Pimpinan Tinggi Madva; dan

Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu)
tingkat di bawah KKP UPK-Two vang memiliki tugas membantu
KKP UPK-Two dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi
vang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pimpinan
Unit Organisasi Non Esclon yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Keuangan melalui Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya.

b, Tugas dan tanggung jawab Manajer Kinerja sebagaimana dimaksud
pada huruf a angka 1) meliputi;

L
2]

3)

4

menectapkan PK UPK-Twe dan UPK-Three;

menetapkan SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Unit
Organisasi Non Eselon yvang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Keuangan melalui Pimpinan Tinggi Madya,
atau Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Pimpinan Unit Organisasi
Non Eselon vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menternn Keuangan;

menetapkan SKP para Pejabat  Administrator dan Pejabat
Fungsional yang bertanggung jawab kepada Pimpinan UPK-Twao;
dan

melaltulcan pengawasan atas efektivitas penerapan Manajemen
Kirerja level UPK-Two.

c. Tugas dan tanggung jawab KKO UPK-Two sebagaimana dimaksud pada
huruf a angka 2) meliputi:

L)

melakukan konsolidasi konsep PK, manual IKU dan matnks
cascading tingkat UPK-Twe;

2
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2] membantu Manajer Kinerja mereviu konsep PK, dan manual IKU
UPK-Three;

3) membantu Manajer Kinerja mereviu SKP Pejabat Administrator
Pimpinan UPK-Three,

4] mengoordinasikan penyusunan dan penctapan PK UPK-Three,

5) menetapkan 88, IKU, dan/atau IS yang bersifat mandalory lingkup
UPK-Twg;

6) melakukan konsolidasi konsep perubahan PK dan manual IKU
UPK-Twe;

7) membantu Manajer Kinerja mereviu konsep perubahan PK dan
manual IKU UPK-Three;

#) membantu Manajer Kinerja mereviu konsep perubahan SKP Pejabat
Administrator Pimpinan UPK-Three;

9) menyusun Laporan Kinerja tingkat UPK-Tuo;

10) mengoordinasikan pelaksanaan dialog kinerja seluruh pejabat
administrator bersama Pimpinan UPK-Twe;
11) mengoordinasikan reviu K3 SKP di lingkungan UPK- T,

12) menilai K3 SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Unit
Organisasi Non Esclon yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Keuangan melalui Pimpinan Tinggi Madya,
atau Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Pimpinan Unit Organisasi
Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menter: Keuangan;

13) merevin K3 PK  tingkat UPK-Three dan K3 GSKP Pegjabal
Administrator Pimpinan UPK-Three,

14) mereviu K3 SKP seluruh pejabat/pegawal pada UPK-Two;

15) menghitung Nilai Kinerja Organisasi (NKOQ) tingkat UPK-Two;

16) mereviu hasil penghitungan NKO UPK-Three,

17) menyusun konsep Keputusan Pimpinan UPK-Twe tentang NEO,
NKO K3 dan Predikat Kinerja Organisasi UPK-Three;

18] membantu Manajer Kinerja melakukan pengawasan dan evaluasi
atas efektivitas penerapan manajemen kinerja organisasi di
linglkungan UPK-Twe,

19) menatausahakan dokumen tingkat UPK-Twoyang melipud
dokurmen kinerja, manual IKU, matriks easecading, laporan kinerja,
NKO, NKO K3 dan Predikat Kinerja Orgamsasi;

20) mengkoordinasikan edukasi danfatau sosialisasi manajemen
kinerja organisasi di lingkungan UPK-Tive; dan

21) mengoordinasikan tindak lanjut hasil reviu, cvaluasi dan/atau
audit manajemen Kinerja organisasi di lingkungan UPK-Twe.

. Dalam pelaksanaan tugas terscbut KKO UPK-Two dibantu oleh
Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Two.

A
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e. Tugas dan tangpuang jawab KKP UPK-Two sebagaomana dimaksud pada
huruf a angka 3] meliputs:

1] membantu Manajer Kinerja menyusun konscp SKP  Pojabat
Fimpinan UPK-Two;

2} membantu Manajer Kinerja mereviu konsép SKP Pejabat
Administrator Pimpinan UPK-Thres;

3] mengpordinasikan penyusunan dan penetapan SKP  Pejabat
Administrator Pimpinan UPK-Three;

4) mereviu konsep SKP seluruh pejabat f pegawai pada UPK- Tiwo;

5) mengoordinasikan penyusunan dan penetapan SKP  seluruh
pejabat [ pegawai pada UPK- T

&) membantu Manajer Kinerja menyusun konsep perubahan SKP
Pejabat Pimpinan UFPK-Tio,

7) membantu Manajer Kinerja mereviu konsep perubahan SKP Pejabat
Administrator Pimpinan UPK-Three,

8} mereviu konsep perubahan SKP selurubh pejabal/pegawai pada
UPRK-Tur;

9} mengoordinasikan dan memonitor pelaksanaan penilaian perlaku
kerja SKP Pejabat Administrator Pimpinan UPK-Three;

10| mengoordinasikan dan memonitor pelaksanaan penilaian perilaku
seluruh pejabat /pegawai pada UPK-Twe;

11] mengadministrasikan Nilai Perilaku Kerja [NPK|] Pejabat
Administrator Pimpinan UPK-Thres;

12| mengadministrasikan NPE sclurub pejabat/pegawai pada UPK-

Turo;

2

13) membantu KKO UPK-Two dalam pelaksanaan reviu kualitas K3
SKP di lingkungan UPK-Two;

14 membantu KKO UPK-Tww dalam penilaian K3 SKF FPejabat
Pimpinan Tinggl Pratama, Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Eeuangan melalui Pimpinan Tinggi Madya, atau Pejabat 1 {satu)
tingkat di bawah Pimpinan Unit Organisasi Non Esclon yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan;

15 membantu KEOQ UPE-Twwo dalam merevia K3 SKP Pejabat
Administrator Pimpinan UPK-Thres;

16) membantu KKO UPK-Twe dalam merevia K3 SKP seluruh
pojabat fpegawail pada UPK-Trwo;

17) mengoordinasikan penghitungan NKP dan Predikat Kinerja Pegawai
Pejabat Administrator Pimpinan UPK-Three;

18) mengoordinasikan penghitungan NKFP dan Predikat Kinerja Pegawai
seluruh pejabat/pegawal pada UPK-Tusg;

£
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19) menyusun konsep Keputusan Pimpinan UPK-Twe mengenan NKP
seluruh pejabat/pegawai pada UPK-Tuwo;

20} membantu Manajer Kinerja melakukan pengawasan dan evaluasi
atas efektivitas penerapan manajemen kinerja pegawai di tingkat
UPK-Tuwa;

21) menatausahakan seluruh data dan dokumen yang terkait dengan
penilaian kinerja pegawai meliputi SKP, NKP, dan hasil evaluasi
kinerja pegawai seluruh pejabat/ pegawai pada UPK- Thre;

22) mengoordinasikan edukasi dan fatau sosialisasi manajemen kinerja
pegawai di lingkungan UPK-Two; dan
23) mengoordinasikan tindak lanjut hasil reviu, evaluasi dan/atau
enidit manajemen kinerja pegawai di lingkungan UPRK-Twe.
. Dalam pelaksanaan tugas terscbut KKP UPK-Twe dibantu olch AKP
UPK- T,

3. UPK-Three
a. Strultur UPK-Three terdiri atas:

1} Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;

2) Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat |
(satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang
memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola Kinerja
organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator
pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Esclon I di
Linglungan Kementerian Keuangan;

3] Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three vaitu pejabat 1
(satu) tingkat di bawah di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three
vang memilili tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola
kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat
Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis
Eselon Il di Lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Tugas dan tanggpung jawab Submanajer Kinerja scbagaimana
dimaksud pada huruf a angka 1) meliputi:

1] menetapkan PK UPK-Thres;
2] menetapkan SKP Pejabat Administrator;
3) menetapkan SKP Para Pejabat Pegawas; dan

4) melakukan pengawasan atas efcktivitas penerapan Manajemen
Kinerja level UPK-Three.

¢. Tugas dan tanggung jawab Administrator Kinerja Organmisasi (AKO)
UPK-Three scbagaimana dimaksud pada huruf a angka 2] melipuii:

1) menyusun konsep PK, manual TKU dan matriks eascading tingkat
UPK-Three;

2} membantu Submanajer Kinerja mereviu SKP Pejabat Pengawas
pada UPK-Three;



3) menyusun konsep perubahan PK dan manual IKU tingkat UPK-
Three;

4) membantu Submanajer Kinerja mereviu konsep perubahan SKP
Pejabat Pengawas pada UPK-Thres;

5) menyusun Laporan Kinerja tingkat UPK-Thresg;

6] menpkoordinasikan pelaksanaan dialog lkinerja seluruh pejabat
pengawas bersama Pimpinan UPK-Thres

7] menpghitung K3 PK tingkat UPK-Three dan GSKP Pejabat
Administrator;

8) mereviu K3 SKP seluruh pejabat/ pegawail pada UPK-Three,

9) menghitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tingkat UPK-Three;

10) membantu  Submanajer Kinerja melakukan pengawasan dan

evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen kinerja organisasi
UPK-Three;

1l1l)menatausahakan dokumen tmgkat UPK-Three vang meliputi
dokuamen kincrja, manual IKU, matriks cascading, laporan kinerja,
NKO, NKO K3 dan Predikat Kinerja Organisasi;

12) mengkoordinasikan odukasi dan/atan  sosialisasi manajemen
kinerjn organisasi di lingkungan UPK-Three; dan

13) mengoordmasikan tindak lanjut hasil reviu, evaluasi dan/atau
audit manajemen kinerja organisasi di ingkungan UPK-Three.

. Tugas dan tanggung jawab AKP UPK-Three sebagaimana dimalesud

pada angka huruf a anghka 3) meliputi:

1} membantu Submansjer Kinega menyusun konsep SKP Pejabat
Administrator Pimpinan UPK-Three;

2} mereviu konsep SKP seluruh pejabat) pegawai pada UPK-Three;

3] mengoordinasikan penyusunan dan penetapan SKP seluruh
pejebat/ pegawai pada UPK-Thres;

4] membantu Managjer Kinerja menyusun konsep perubahan SKP
Pejabat Administrator Fimpinan UPK- Three,

5) mereviu konsep perubahan SKP seluruh pejabat/pegawai pada
UPK-Three,

6] mengoordinasikan dan memaonitor pelaksanaan penilaian perilaku
kerja seluruh pejabat/pegawai pada UPK-Three;

71 mengadministrasikan Nilai Perilalu Kerja ([(NPK] seluruh
pejabat/pepawal pada UPK-Three;

8] membantu Administrator Kinerja Organisasi (AKQ) UPK-Three
mereviu K3 SKP seluruh pejabat/ pegawal pada UPK- Three;

0) mengeordinasikan penghitungan NKP dan Predikat Kinerja Pegawai
geluruh pejabat /pegawai pada UPK- Three;

10} menyusun konsep Keputusan Pimpinan UPK-Three mengenal NKP
seluruh pejabat/ pegawai pada UPK-Three;



MENTER! KELANGAN
REPUBLEC INDONESIA

- 16 =

11)membantu Submanajer Kinerja melakukan pengawasan dan:
evaluagi atas efektivitas penerapan manajemen kinerja pegawail
pada UPK-Three,

12} menatausahakan seluruh data dan dekumen vang terkait dengan
penilaian kinerja pegawai meliputi SKP, NKP, dan hasil evaluasi
kinerja pegawai bagi seluruh pejabat/ pegawai pada UPK-Three;

13) mengoordinasikan edukasi dan/atau sosialisasi manajemen kinerja
pegawai di linglungan UPK-Three; dan

14) mengoordinasikan tindak lanjut hasil reviu, evaluasi dan/atau
audit manajemen kinerja pegawai di lingkungan UPK- Three.

MENTEERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
tod.
SRI MULYANI INDRAWATI
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PERUMUSAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA

Perumusan sistem manajemen kinerja merupakan kebijakan, prosedur, dan
praktik manajemen kinerja yang bersifal sistematis yang dilaksanakan sesual
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini.

IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA

[mplementasi manajemen kinerja berlaku bagi organisasi dan Aparatur Sipil
Negara (ASN] di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada
ketentuan nasional terkait dengan pengelolaan kinerja. Pelaksanaan implementasi
manajemen kinerja tersebut schagai berikut:

1. Perencanaan Kinera

Dalam perencanaan kinerja, Kementerian Keuangan menggunakan sistem
manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC). Sistem berkenaan
bertujuan menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi ke dalam kerangka
operasional serta untuk membantu mewujudian kinerja organisasi dan pegawai
yang maksimal. Keberhasilan suatu organisasi dalam meningkatkan kinerja
diantaranya dapat diukur melalui pencapaian target Kinerja yang ditetapkan
dalam dokumen perencanaan kinerja. Dalam perencanaan kinerja juga
mempertimbangkan manajemen risiko melalui proses analisis kondisi eksternal
dan internal. Penyusunan dokumen perencanaan kinerja merupakan bagian dari
implementasi sistemn perencanaan sirategis sebagaimana digambarkan sebagai
berikut:

Gambar 1. Diagram Perencanaan Strategis
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Kerangka pikir penyelarasan perencanaan strategis dan implementasi
strategi berbasis BSC di Kementerian Keuangan secara umum dapat
digambarkan dalam bagan berikout:

£
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Gambar 2. Piramida Penyelarasan Strateg
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Visi dan misi organisasi mengarahkan seluruh komponen organisasi agar
memiliki gambaran atau cita-cita vang sama. Hal tersebut mendasari
pengambilan keputusan, perencanaan masa depan, pengu-urdmaa:an pekerjaan-
pckerjaan vang berbeda, serta mendorong inovasi ke depan. Eelanjutﬂya,
penetapan tujuan dirumuskan scbagai tahapan kualitatif untuk mewujudkan visi
dan misi tersebut. Setiap tujuan diturunkan menjadi sasaran, yang
mendeskripsikan kondisi spesifik dan terukur yang ingin diwujudkan pada
perinde tertentu.

Mengacu pada sasaran-sasaran tersebut, Unit Pemilik Kinerja [UPK)
merumuskan Sasaran Strategis (S8) sebagai suatu prioritas yang ingin dimiliki,
dijalankan dan dicapai organisasi pada periode tertentu. Selurub 55 dalam
organisasi dituangkan dalam Pela Strategi. Setiap 55 diukur dengan Indikator
Kinerja Utama ([IKU) dan target IKU untuk memastikan kelercapaian sasaran
tersebut.

Selain itu, Kementerian Keuangan telah menerapkan sistern manajemen
risiko untuk mendukung pencapaian sasaran, Untuk mencapai target IKU,
organisasi dapat merumuskan kegiatan terobosan yang disebult lnisiatif Strategis
(IS). Seluruh proses perencanaan strategis dan eksekusi strategi, dalam
perumusannya selalu dilandasi dengan nilai-pilai yang menjadi jati din
Kementerian Keuangan.

Pencrapan manajemen kinerja di Kementerian Keuangan dibagi ke dalam 6
{enam) level, yaiti:

a. Kemenkeu-Wide, vaitu level Kementerian [Menteri dan Wakil Menteri);
b. Kemenkeu-One, vaitu level:

1] UPK-One;

2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Non Pimpinan UPK;

3) Staf Khusus; dan

4} Tenaga Ahli;
c. Kemenkeu-Two, yaatu level:

1} UPK-Twe,

2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Non Pimpinan UPK; dan
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3| Pejabat fungsional vang bertanggungjawab kepada Pimpinan Tinggi UPK-
One

Kemenkeu-Three, yvaitu level:

1] UPK-Three;

2] Pejabat administrator Non Pimpinan UPK; dan

3] Pejabat fungsional yang setara pejabatl administrator;

Kemenkeu-Four, yaitu level:

1] Pejabat Pengawas; dan

2] Pejabat lungsional yang setara pejabat pengawas;

Hemenkeu-Five, vailu level:

1} Pelaksana; dan

2] Fungsional setara pelaksana,

Perencanaan kinerja mencakup proses penyusunan dan peonctapan

dokumen kinerja, yang terdiri atas:

il

Perjanjian Kinerja (PK)

Merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan
UPK di atasnyva. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan
instansi vang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja.,

Sasaran Kinerja Pegawai (SKF)

Merupakan dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung
atas rencana kinerja yvang akan dicapai pada periode tertentu.

Proses penyusunan dan penetapan deokumen perencanaan kinerja yang

terdiri atas PK dan SKP dilalnakan sebagai berikout:

.

Penyusunan PK

Proses perencanan kinerja organisasi dilakukan dengan penyusunan
Perjanjian Kinerja (PK). PK disusun pada level Kementerian, UPK-One, UPK-
Twao, dan UPK-Three. Komponen PK paling sedikit terdin dan peta strategi,
Indikator Kinerja Utama (IKU), rincian anggaran, rincian target kinerja, dan
Inisiatil Strategis (I8) (opsional) dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Peta Strategi

Peta Strategi merupakan suatu dashboord yang memctakan
Sasaran Strategis (S8) dalam suatu kerangka hubungan sebab akibal
vang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategl organisasi
dalam mewujudkan visi dan misi. Bagi unit organisasi yvang tidak
menyusun rencana strategis, visi dan misi mengacu pada visi dan misi
unit organisasi di atasnya yang menyusun rencana strategis. Peta
strategi merupakan media yang dapat memudahkan dalam
mengomunikasikan strategl organisast.

-
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Peta strategi menggambarkan cara pandang organisasi dalam
mengelola kinerjanya dari berbagai perspektif. Peta strategi di
lingkungan Kementerian Keuanpan secara umum menggunakan 4
(cmpat} perspektif, yaitu:

a) Perspektif Stakeholder

Perspektif Stakeholder mencakup 85 yang ingin diwujudkan
organisasi untuk memenuhi harapan schingga dinilai berhasil dar
sudut pandang stakeholder. Stakeholder [pemanglku kepentingan)
merupakan pihak internal maupun eksternal yang secara langsung
atau tdak langsung memiliki kepentingan atas oulput atau oulcome
dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layvanan
organisasi secara langsung.

b) Perspektif Customner

Perspektif Customer mencakup S8 yang ingin  diwujudkan
organisasi untuk memenubi harapan eustomer dan/atau harapan
organisasi terhadap customer. Customer (pengguna layanan)
merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan oufput atau
pelavanan suatu organisasi,

c}] Perspektil Internal Process

Perspektif Internal Process mencakup 58 yang ingin diwujudkan
melalui  rangkaian proses vang dikelola organisaai  dalam
memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi stakeholder dan
customer {value chain).

d) Perspektil Learning and Growth

Perapektil Learning and Growth mencakup 88 yang berupa kondisi
ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan
atau vang scharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan
proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi
vang sesual dengan harapan customer dan stakeholder.

UPK dapat menggunakan 3 (tiga) perspektif, dalam hal:
a) Tidak dapat memisahkan stakeholder dan customer, atau
b} Hanva memiliki stakeholder,

Setiap perspektil pada peta strategi, terdird dari sejumlah Sasaran
Strategis (SS5). SS merupakan pernyataan mengenai apa yang harus
dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi, 55 harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Singkat dan jelas
Pernyataan S8 tidak dapat berupa paragraf atau kalimat.
Penjelasan terhadap uraian 53 dapat dijelaskan dalam manual
Indikator Kinerja Utama (IKU). Pernyataan 85 tidak boleh memiliki
pemahaman ganda dan harus selaras dengan deskripsi 55 pada
manual TKL. I(Q
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b) Merefleksikan kondisi ideal dan realistis yang ingin dicapai

Pernyataan S5 menggambarkan kondisi scharusnya yang ingin
dicapa: sesual potensi.

¢) Dituliskan dalam bentuk pernyataan kondisional
Pernyataan 535 bersifat kualitatif (bukan kuantitatif).

Contoh: Penerimaan pajak vang optimal (kualitatif), bukan jumlah
penerimaan pajak {kuantitahl],

Untuk memberikan gambaran lengkap mengenai komponen Peta
Strategi, berikut disajikan contoh peta strategl Kementerian:

Gambar 3. Komponen Peta Strategi
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2) Indikaror Kinerja Utama (TKL])

Pencapaian S5 diukur dengan KU, yang merupakan tolok ukur
keberhasilan pencapasian 85 atau kinerja. KU menggambarkan
outcome/ output vang ingin dicapai atas tugas dan fungsi organisasi.
Beberapa hal yang perha diperhatikan dalam menyusun TKU yaitu:

a] Prinsip SMART-C

Dalam penyusunan [KU harus menganut prinsip SMART-C,
yaitu:

Specific I mampu menyatakan sesuatu
secara deflinidl ([tidak normatif],
tidak bermakna panda, relevan dan
khas/unik dalam menilai serta
mendorong kinerja suatu unit.

Measurable : mampu diukur dengan jelas dan
jelas cara pengukurannya.
Pernyataan IKU seharusnya
menunjuklkan satuan
pengukurannys.
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Agreeabie : disepakati olch pemilik IKU dan
atasannya.

Realistic : merupakan ukuran yang dapat
dicapai dan memiliki target yang
menantang,

Time-bounded » memiliki batas waktu pencapaian.

Continously Improved : kualitas dan target disesuaikan
dengan  perkembangan  strategi
Organisas dan selalu
disempurnakan.

Suatu IKU dianggap telah memenuhi kriteria SMART-C
berdasarkan kesepakatan antara pemilik IKU, atasan langsung,
pejabat fungsional vang memiliki jenjang jabatan diatasnya
danfatau tim kerja, serta Administrator Kinerja Organisasi
dan/atau Administrator Kinerja Pegawai,

Kualitas TKU

Tingkat kualitas IKU ditentukan berdasarkan tingkat validitas
dan tingkat kendali IKU.
(1) Validitas [KU
Validitas IKU ditentukan berdasarkan level kedekatan

(represcntasi) pengukuran [KU terhadap pencapaian S8,
Pembagian tingkat validitas IKU sebagai berikut:

Exarct :  IKU yang mengukur secara langsung keberhasilan
pencapaian 58, Pencapaian 1KU  (metode
pengukurannya) telah merepresentasikan

pencapaian 58 secara Keseluruhan dan umumnya
mengukur outcome atau oulput pada suatu unit,

Proxy : IKU wyang mengukur secara tdak langsung
keberhasilan pencapaian SS. Pencapaian KU
(metode pengukurannya) hanya

merepresentasikan sebagian pencapaian 85 dan
umumnya [KLU mengulaar oufpat atau proses yang
dilakukan oleh suatu unit.

Activity @ IKU wang masih jauh keterkaitannya dengan
keberhasilan pencapaian $8. Pencapaian IKU
(metode  pengukurannya) pada umumnya
mengukur proses atau input dari kegiatan pada
suatu umt,

Penentuan final atas tingkat validitas suatu IKU ditetapkan
berdasarkan penilaian objektl dari pengelola kinerja organisasi
secara berjenjang.



(2] Kendal IKU

Tingkat kendali atas IKU ditentukan berdasarkan
kemampuan suatu  unit  dalam  mengontrol/ mengelola
pencapaian target IKU:

High : Pencapaian farget |KU dipengaruhi secara
dominan oleh pemilik TKU.

Moderate : Pencapaian target IKU dipengaruhi secara

berimbang oleh pemilik KU dan pihak selain
pemilik TKLL

Low : Penncapalan target dipengaruhi secara
dominan oleh pihak selain pemilik IKU,

Penentuan [inal atas tingkat kendali IKU ditetapkan
berdasarkan penilaian objektif dari pengelola kinerja organisasi
secara berjenjang,

Gambar 5. Tingkat Kendali IKU
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Contoh penentuan kualitas IKU (validitas dan kendali TKU):
Salah satu tugas dan fungsi Kantor Pelayanan ABC di ingkungan
Kemenkeu memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Maka, Kantor Pelayanan ABC dapal membual 33 “Kepuasan
pengguna layanan vang tinggi”,

Alternatifl IKU wvang dapat dirumuskan untuk mengukur
pencapaian 88 tersebut sebagai beriknt:

(1) Indeks kepuasan pengouna layanan |exact-moderate]

{a) Validitas exact, karena IKU ini dapat menggambarkan
tingkat kepuasan apabila survei dilakukan dengan
metodologl yang tepat untuk merepresentasikan kepuasan
pengguna layanan.

(b) Tingkat kendali moderate, karena pencapaian IKU ini
dipengaruhi oleh kualitas pemberian layanan kepada
customer dan persepsi customer atas layanan yvang diberikan.

(2) Jumlah komplain pengguna layanan (proxy-moderate)

{a) Validitas proxy, karena dianggap tidak semua pengguna
layanan mau menyatakan komplainnya kepada kantor
pelayanan dan tidak semua aspek pelayanan dapat terwakili
kualitasnya hanva dari komplain.

(b) Tingkat kendali moderate, karcna komplain merupakan
interaksi vang bersifat langsung kepada petugas. Pada satu
sisi, kantor dapat mempengaruhi atau meminimalisir
munculnya komplain dari pelanggan dengan pelayanan yang
baik. Sedangkan pada sisi yang lain, pengguna layanan juga
memiliki pengaruh untuk menyampaikan komplainnya.

(3) Rata-rata waktu penyelesaian layanan (activity-high)

(a) Validitas activity, karcna [KU hanya bersifat kegiatan atau
input. Apabila layanan diselesaikan, belum tentu pengguna
layanan puas.

(b) Tingkat kendali high, karena layanan selesai atau tidak
selesai sangat dominan dipengaruhi oleh tindakan dari
petugas suatu pekerjaan.

Ketentuan IKU

Dalam penyusunan KU, perlu memperhatikan ketentuan
sebagai berikut:
(1) Menganul prinsip SMART-C;

(2) Jumlah TKU yang diperbolehkan pada satu PK mengacu pada
tabel sebagai berikut:
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Tabel 1. Ketentuan Jumlah KLU dalam Perjanjian Kinena

Unit Minimal Maksimal
UPK-One 15 25
UPK-Two 10 20
UPK-Three 10 20

(3} Pemilihan IKU didasarkan pada prioritas dan [okus organisasi;
(4} Dalam penyusunan [KU dimungkinkan adanya sublKU, SublKU

i3]
{6)

{7)

(8]

(9

merupakan himpunan dari indikator-indikator yvang saling
berhubungan dan secara akumulasi membentuk suatu TKLL
Penyusunan sublKU dilakukan dengan kriteria yang sama
dengan kriteria penyusunan [KU, dengan tambahan ketentuan
sebagai berikut:

(a) SublKU hanya diperbolehkan disusun pada level Kemenkeu-
Wide, Kemenkeu-One dan Kemenhkeu- T,

(b) SublKU harus dimuat dalam PK;
(¢} SublKU harus memiliki manual IKU; dan

(d) Penghitungan indeks capaian subIlKU mengikuti ketentuan
penghitungan IKL.
Misalnya: IKU Kemenkeu- Wide "Indeks kualitas pengelolaan
sistem TIK" merupakan himpunan dari sublKU:

1.  Tingkat dowmntime sistem TIK;
ii. Persentase penyvelesaian praoyek strategis TIK.

UPK sebaiknya menggunakan maksimal 3 (lga) IKU untuk
mengukur pencapaian 1 (satu) 85.

1 [satu) TKU tidak diperbolehkan untuk mengukur lebih dari 1
[satu) S35,

UPK tidak diperbolchkan hanya menggunakan [KU activity
untuk mengukur 1 {satu) 33.

UPK tidak diperkenankan memiliki IKU dengan level lcualitas
activity-low, exact-high, activity-high. Hal ini mengindikasikan
pemilihan IKU yang tidak tepat atau 35 vang berkualitas
rendah.

Apabila hal tersebut pada butir (8) terjadi, perlu dilakukan:
(a) penggantian dengan KU lain; atau
(b} perbaikan kualitas 55 baik definisi maupun ruang lingkup.

g
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d) Target [KLJ

Target KU merupskan standar minimal pencapaian kinerja
vang ditetapkan untuk periode 1 (satu) tahun. Penetapan target [KU
merupakan kesepakatan antara atasan langsung dan bawahan
dengan memperhatikan sosaran oTganisasi serta
mempertimbangkan usulan pengelola kinerja organisasi dalam
suatu forum dialog Kinerja.

Penetapan target IKU dilakukan sesuai ketentuan sebagail
berikut:

(1) Target IKU berupa ukuran kuantitatf. Apabila target IKU
bersifat kualitatif, maka harus dikuantitatifkan;

(2] Penentuan besaran target didasarkan pada:

{a) peraturan perundang-undangan, dan/atau ketentuan yang
berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan,

{b) keinginan stakeholder atau minimal scsuai dengan janji
layanan;

{c) realisasi tahun laly;

{d) potensi dan proycksi atas kondisi internal dan eksternal
organisasi; dan

(e) ekspektasi pimpinan.

(3) Target IKU harus menantang namun dapat dicapai serta
diupayakan terus memningkat.

(4) Sctiap target KU diuraikan menjadi target periodik (trajectory)
sesuai jenis konsolidasi periode dan waktu pelaporan KU
tersebut. Untuk target bulanan dapat bersifat outcome, outcome
antara, output, dan/atau ouiput antara (tahapan). Penyusunan
target bulanan untuk setiap IKU dilakukan bersamaan dengan
proscs refinement dan dapat dilalkukan perubahan pada tahun
berjalan berdasarkan kesepakatan pemilik [KU dan atasan
langsung serta pertimbangan dari pengelola kinerja.

Penyusunan target IKU perlu memperhatikan jenis mekanisme
pengukuran vang meliputi:
(1) Jenis Konsolidasi Periode

Menunjukkan pola akumulasi perhitungan target atau realisasi
IKU secara periodik, terdiri dari sum, take last Jowown, dan

arerage.
{2
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Tabel 2. Jenis Konsolidasi Periode

(2] Jenis Kensolidasi Lokasi

Merupakan mekanisme konsolidasi target atau realisasi [KU
cascading dari level di bawahnya. Parameter ini diisi hanya pada
KU vang di-cascade dengan metode indirect Jenis konsolidasi

lokasi terdiri atas:
Penjumlahan target atau reahsas: [KU dar dua
atau lebih unit/ pegawai di level di bawahnyva.

Rata-rata target atau realisasi IKU dan dua atau

Sum

Average

Raw Data

lebih unit/ pegawai di level di bawahnya,

Q1 | Q2 |3d.Q2| Q3 |8d. Q3| Q4 ¥
ienls el W @ @ @] s | .| m
Sum |Penjumlahan angka | (1) | (@) | (1}+2) | @ | 31441 | 6) | (5)+i6)
target atau realisasi
per periode pelaporan
Contoh IKU: Jumlah pegawai yang i
memiliki sertifikat PBJ S 7 3 10 5 15
Take |Akumulasi targer atan B
Last | realisasi sejak awal m | @ (2) (4 (4] el 1B
Known |tahun hingpa periode
Value |pelaporan
Contoh IKU; Indeks
penyelesaian kebijakan/ regulasi | 30% | 60% | 60% | 80% %o | 100% | 100%
Prioritas
Average | Rata-rata dari anglka H1)+{2)+
target atau realisasi (1 | @) [ {120 ) (40204 (6) [4}+
per perinde pelaporan 12 143 (B4
Contoh IKL! Indeks optimalisasi 3
kas terhadap bunga utang 3 3 3 3 3 3 (skala
e 4) |

Penjumlahan row data target atau realisasi IKU
dari dua atau lebih unit/pegawai di level di
bawahnya.

Contoh konsolidasi Inkasi dengan metode "sum':
IKU pada UFK-Tweo “Jumlah pegawai pengelola aset yang
memiliki sertifikat PBJ” dengan target 25 orang. IKU ini di-
cascade ke 3 (tiga) UPK-Three dengan nama IKU yang sama

dengan rincian target:

2
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Target: B Orang

Konsolidasi data target/realisasi pada UPK-Twe merupakan
penjumlahan dari data target dan capalan ketiga unit di
bawahnva. Maka, jenis konsolidasi pada UPK-Two merupakan

& "

SLr .

Contoh konsolidasi lokasi dengan metode "average’:

IKU pada Kementerian *Indeks efektivitas kebijakan fiskal®
dengan target B0 yang diturunkan pada 2 UPK-One di
bawahnya, menjadi:

Kementerian
‘Indelks efektivitas kebijakan Eskal® {target: 800

UPK-One A UPK-One B 3
“Indeks efektivitas kehijakan “Indeks efelciviias kehijakan
Fiskal™ [barge ) fiskal™ [Target 20) _.-"

Konsolidasi data target/realisssi pada Kementerian merupakan
rata-rata dari data target dan capaian ketiga unit di bawahnya,
Maka, jenis konsolidasi pada Kementerian “average”.

Contoh konsolidasi lokasi dengan metode “raw data":

IKU pada kantor wilayah “Persentase penerimaan pajak” dengan
target 100% atau Rp 120 Triliun. [KU ini di-cascade ke 3 (tiga)
kantor pelayanan di bawahnya dengan nama IKU yang sama.
Rincian target pada 3 unit tersebut sebagai berikut:

Kantor Wilayah [P
% Penermmaan Pajak
[Target: 100% atau Rp120T)

I |

AFF A EFPF B KPP C
5 Penerimaan Pajak % Penerimaan Pajak % Penerimaan Pajak
arget: 100% atan {Target: 100% atau (Target: 100% atau
v Rp30T) Rp55T) Rp3sT)

A
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Konsolidasi data target/realisasi pada kantor wilayah
merupakan penjurnlahan dari data target/realisasi atas raw
data ketipa unit dibawshnya Malka, jenis konsolidasi pada
kantor wilayah merupakan “raw data”. Contoh:

Unit Target Realisasi (T) Realisasi (%)
KPP A 100% (Rp30 T) Rp20 T 20,30 = 66,67%
KPP B 100% (Rp35 T) Rpa0 T 40/55 = 72.73%
KPP C 100% (Rpa5T) |  Rp3sT 35/35 = 100%
Karwil 100% . 95 T/120 T =

DJP | (30+55435=1207T) | “OrrO3STOST | g7

{3} Polarisasi Data
Menunjukkan ekspektasi arah nilai aktual/realisasi dari KU
dibandinglkan terhadap nilai target, yang terdiri dari maximize,
minimize, dan stabilze.
Mavimize @ Semalin tinggi nilal aktual/realisasi IKU terhadap
target, semakin baik capaian kinerjanya.

Contoh: Persentase Pejabal vang memenuhi nilai Standar

Kompetensi Jabatan.
Lo B Al < Targen Pl Akt~ Turged L'"""'_‘ :
Serins Bk 1;#: - p ki bk

Minimize : Semakin rendah nilai aktual/realisasi IKU
terhadap target, semakin baik capaian
kinerjanya.

Contoh: Dwelling Time

o AT R Capaias
hli.;pﬁ P HilaiAknad = Targst : Ml Ak = Tapet y SewalinBurth

T.u]gﬂ

Stabilize : Capaian kinerja dianggap semakin baik
apabila milai  aktual/realisasi  IKU
mendekati target dalam suatu rentang
tertentu.
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Contoh: Persentase pemenuhan target pembiayaan.
Lighim
Senibn il
CR g T, e RTINS WL
Senckinhunk o b I Sk
Target

Manual IKU

Setiap IKU wang telah ditetapkan harus dilengkapi dengan
Manual I[KU, Manual KU merupakan dokumen penjelasan
mengenai KU yang diperlukan untuk melalukan pengukuran
kinerja. Manual IKU ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) hari
kerja setelah PK ditetapkan.

Contoh [ormat dan pedoman pengisian manual 1KU sebagai
berikut:
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(1} Contoh format manual IKU

INDIEATOR HINERTA

{PFEMILIK TEU /LK)

[UPK Lewal di atasnyn)

[ =
|
Deskripti Busarin Sirategin [
ncans Hasil Bagjs | =
Law Elneris Utams: [
[Detiniair
i
|
Pempubknram L
/| b Husnifosdcugme (| Kok | ] Bk L 1 gy
Eesdall LI [ s ) Bl et 11 faus
Valdizs [KU: L) B £ P [ 1 Ty
Plink Penaogpeng Jurab IHE |
Fengpadia Tuba: | -
L=
Fomis Cancading IHY: [1ComentingPeis | | Comeraiing o f3) | i smading
{Matrdte Cancading: 111 Prnc ITETTES
i [FETT | | i L1 Tahr Lt Srpen Vs
| Femin Keneckidasi Lol [ Sen ] Ao I | Woir e
Pulacisesd Tndikstas lasrjs: [ 1 s || imdn I b Foubskew
Perizids Pelypamn: |||Elnnll | p Triarsl sy § b e RS TAT § b Tabwearunn
Haswerul Endaln Cupalan 120: L ts L Tk
Jenis Ukuram IR T Vi =1 e Pt e 1 B Broe i Lo hespele mavior vk [ s
| | Chrgest dacl e ke i A B A FDEviEs] Hiesl Priesrinan
I 1 Festat s Tl i Py ke | D Tinghont {Koanbas: Psail Brurac: (i Prelerjamil
| 1 T imSak Loaju refoasse odnsi Woview fdudil o vl 4 Wl M A il 1 Wi il
LI Kritewia Lrinm

I 1R Waiin gy fauman denpn sim kbl besar dni tanget yng ditempian bedsssricn Unenngainceog TR
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| AL dbakur degan stave ] el i gk mivrnsl

13T ikt denipan Porved [ peoidnian plal clesimnsd

L b THIF panrg margtrtioes ot lekals lirme dari Lamgel mwbc T L

| Skt erivtib Taages ERAU -

|Himisrla DICU | b PEIF Lo jecn lookckiey
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{2) Pedoman penyusuan contch manual IKU

MANTAL INDIKATOR KINEFRJA

(PEMILIK TKU/IKI)

(VUPH Eavel di atasnga)

Aaswran Trsbegin

Manaaan Bhaseghs
[PFETE RN i LA

Ml s

Erbaiar Moverjs Ciarsa/Endinid e

ot

BT N Ty
| Arap 2k Emdlioaner

Tin et Kedalal CLL:

UgenFihuh PensrgEnoog Jamsb [T

ibeen | Fhal Perpedin i
Suimbes Dacsi

| diaii Casssiling BN
bl i g

|4 rmain i i Dl it P wrilc

[1emis Konmalidasi Lakas.

Poladsaal bedflsine Kigais:

Barrrmmrnl Tndeles Eu i 13000
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il B e ma Fl e E TR  ead ta Srsssm R pA a
Wayp diee ordul 55T gy Memd b P woae W Tagea dirr P s

s 5 b Bl ey SR TR b, Sl ey gy b mpa e B
e dina sadih (KT ganle Pradb P B O ae s Moo

Emrh-.l Tsnein [inl Kok Amiss wung ool v m ) K1 s

F‘d.-l-nfhrln Frarea Hiad E=m Frowwss yeeg soie deeprafins sebeba T et

ﬁ.lhh.. B b BRLF ot bl s ke o AmE T

FJM'H shiarm pn e |6

LaMeRE | mrLls R gl B TR

Tt
Takrbws trgemy prog e |-==E|

[Fabikims vims g s smag dg sssia s mara sl R

[V rdrnn faris T e, il e e e e A S e e e ha s Be i TRk [T i orrab KT sedes L pls
Fpsk P M Gearsdine Pos des Peasiew Panpsen Tinge

In'r_ rakla 'i"-"_i- nlnh nm dm e s

Fl.-.i..-..-..u..'r jreds. mabsis s s fyem RaETre e i ek =|..-|-=_-un.|u R T LT L ey ) E

|m.u1 e Cim e s B e g e v nd e g (00 apmida (4 ke dewarais sk i mlraa ) Las
i 1R TR

o=
|':.lu-. T L DR R L T e L

[tikehims scrmscn v s ok b i b o o ) g i W il b e el B 1

b ries rwnds "N walsh ywrw don 3 emgadbpg (RLL

li..u.,... Tania T el ao b e w1 T ervach pimelrn V1L Tk fiyge e e rmsrved mag BTV pel s pords mes ey

[;ﬁ.-m " R R R kel s ke g i e pua okl magin v L

B ki dwusls O e cmlbdy 3o ok I e s adtias Inkee yarg we b i al ! —H.Ml-lu.l.rh_.l

B by bt A 0 e AR TBI) s g s by ba sk wrvms s mdrerd

rr.--l-- i i sk -H.':':j'lﬁi-n'-'m R il 0 Pl W il plires TR o v f sl et R

Ih-“ vk T e el worm ke 1 v i e —wrp e =g ik Py & g T LV R oo i Jocies i sl 0 il

|||.||h| ke " pacs salh g pbar g —r-'pu-- s bals EC1Y bieorbinl oo o s ok i 100 e b

Berrion dvls X poks il sa0 jalhaii g il T TAc0oes [rds pare g ourss BRI D (B0 uatnk IR eetaien 5D pade
Pemillk MU B Casced g Tes Sn Mrjvei Mepremn Tiogs

i badiile X poiis sl gaini (]l yecg nesan ki kedens gl TEARY B cmma
Kupdnae Knainmem Kumals,

b, prosla

Ersaris TED Prrdenn sareim "N pde aidnds masi i iy i oW i R lrrlecie DERTVIRC] buarn ) eeres s el esonninmn chdam peen L
Biplias Eedaivmei Ko,
Talrl [Fafm |
Ta | = i L3
i Suas Dulisuul | Targes i Peuliveai | TFusge!
e la kel 800 £981MEE BalTel - [RARTE PRl Biw gl pmlapamen s e deegn o o rwla Beremie Hede e n

3} Rincian Anggaran
Rincian anggaran menguraikan informasi pengalokasian anggaran
untuk setiap program/ kegiatan yang diperoleh UPK untuk pencapaian
sasaran strategis pada tahun terscbut. Informasi pengalokasian
anggaran disusun sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran
(DIPA) UPK tersebut.

A
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Rincian Target Kinerja
Rincian target kinerja menguraikan frajectory target atas KU yang
dimiliki UPK dalam periode bulanan/triwalanan/semesteran/

tahunan. Trajectory target vang disusun akan menjadi acuan dalam
evaluasi kinerja UPK secara berkala.

Imisiatif Srategis

Inisiatif Strategis (I5) merupakan kegiatan yang digunakan scbagai
cara untuk mencapai target IKU sehingga berimplikasi pada pencapaian
85, IS berbeda dengan rekomendasi rencana aksi. Perbedaan

utamanya vakni Inisiatif Strategis bersifat preventif sedangkan
rekomendasi rencana aksi bersifal korektif

1S umumnya disusun pada awal tahun untuk mencapai target IkU
pada Sasaran Strategis yang memeriukan suatu terobosan atau tidak
dapat dicapal dengan kegiatan rutin, sedangkan rekomendasi rencana
aksi disusun apabila terdapat indikasi atau kondisi dimana target 1IKU
tidak tercapal pada periode monitoring scpanjang tahun berjalan.

a) Kriteria Penyusunan Inisiatif Strategis
(1) Memiliki relevansi terhadap pencapaian target KL,
(2) Mempersempit gap pencapaian target IKU yang telah ditetapkan;

(3) Disusun pada unit yang memiliki peta strategi dan berada pada
internal process perspective dan learning and growth perspective,

[4]. Menghasilkan outputl/ oufcome,

(5) Memiliki trgjeciory penyelesaian kegiatan dan output
bulanan/ triwulanan;

(6) Memiliki periode waktu penyelesaian;
(7) Mencantumkan informasi alokasi anggaran (jika ada); dan
(8) Memiliki penanggung jawab utama (koordinator).

b} Penyusunan [5

Prioritas memilih 12 dapat menggunaken kuadran yang
mengkombinasikan impact dan effort. Prioritas pertama merupakan
IS yang memiliki impact tinggi namun dapat dicapai dengan effort
terendah. Di bawah ini merupakan acuan prioritas pemilihan IS dan
contoh [5:

ﬁ
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Gambar 6, Pemilihan Prioritas [nisiatif Strategis
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Implementasi proses penyusunan PK dilaksanakan secara berjenjang
dan simultan dimulai dari level Kemenkeu, dilanjutkan dengan
penyusunan PK dari level UPK-One hingga UPK-Three melalui proses
cascading dan alignment. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
melaksanakan penyusunan PK antara lain:

1) Rencana Strategis;
2] Rencana Kerja;

3) Dokumen yang memual tugas dan fungsi,
dilaksanakan oleh unit;

4) PK unit di atasnya (untuk level UPK-One sampai dengan UPK- Three),
5) Ekspektasi stakeholder/ customer; dan
6) Hasil evaluasi dan reviu.

serta amanah vang

Proses penyusunan PK pada setiap level terscbut dijclaskan sebagai
berikut:
1) Penyusunan PK Kementerian Keuangan

Dalam proses penyusunan PK, dilakukan refinement yang bertujuan
untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang dirumuskan
melalui PK vang berkualitas, Pelaksanaan refinement dilakukan sejak
bulan Maret tahun sebelumnya, bersamaan dengan proscs penyusunan

2
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Rencana Kerja dan Anggaran pada pembahasan tahap pagu indikarif,
pagu anggaran dan alokasi anggaran.

Dalam proses refinement dilakukan stakeholders forum guna
menangkap masukan ataupun aspirasi  stakeholders lerhadap
Kementerian Keuangan., Konsep peta strategi dan Indikator Kinerja
Utama (IKU)] dibahas oleh tim teknis, vaitu pengelola kinerja organisasi,
pengelola  risiko, dan unit tcknis lainnya sesuai  kebutuhan.
Pembahasan dilaksanakan dengan pembagian sesuai program
Kementerian Keuangan.

Hasil pembahasan tim teknis selanjutnya dibahas oleh Tim
Koordinasi Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan
scbagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMABELAS.

Pembahasan kemudian dilanjutkan di level Komite Pelaksana dan
Komite eksekutif vang dibahas secara berjenjang dalam [orum
sekretaris, Rapat Pimpinan Wakil Menteri Keuangan dan Rapat
Pimpinan Menteri Keuangan untuk mendapatkan arahan final,
kemudian dilalukan perbaikan dan ditetapkan. Proses penyusunan
Perjanjian Kinerja berkenaan dapat disesuaikan dengan situasi dan
kondisi terkind.

Penyusunan PK pada UPK-One sampai dengan UPK-Three

Proses penyusunan PK pada UPK-One hingga UPK-Three dilakukan
melalui refinement berdasarkan hasil review PK tahun sebelumnya
dengan mengacu pada PK unit organisasi pada level di atasnya serta
rencana strategis UPK tersebut. Proses penjabaran dan penyelarasan
PK meliputi 85 dan IKU dilakukan melalui proses cascading dan

aligrmernd.

Mekanisme cascading dan alignment yang digunakan di Kementerian

Keuangan dijelaskan sebagai berilout:

) Cascading

Cascading merupakan proses penjabaran dan penyelarasan 53, dan
IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level
unit/ pegawai yvang lebih rendah.

Cascading S8 dan IKU pada dasarnya dilakukan secara hierarkis

sesuai dengan level manajemen kinerja di Kementerian Keuangan.
Cascading dapat dilakukan tidak secara hierarkis dalam hal:

al Struktur organisasi tidak memungkinkan cascading sesuai level
pengelolaan kinerja;

bl $% dan/atau IKU merupakan tugas langsung penerima cascading
dan dipandang tidak perlu dilakukan pengukurannya pada level di
antara pemilik 88 dan/atau IKU dengan penerima cascading, atau

¢) Memerlukan sinergi maupun pelaksanaan kinerja yvang dilakukan
aleh tim kerja lintas umit.

Cascading IKU harus memperhatikan level wewenang dan tanggung
jawab unit sehingga KU tidak selalu di-cascade hingga level terkecil.

2
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Alternatif alur proses cascading dan alignment atas 55, IKU dan target
antar UPK dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 7. Alternatif Cascading dan Alignment antar UFPK

Cascading secara normal : Cascading dan LFPk-one ke
dengan memperhatikan | UPK-theee, jika UPK-three
leve] wewenang dan * adalah kantor vertikal.
tangrungjawab unit ; Misalnya: cascading dari

I Kepala BPPK ke BDK

I
— | Cas cading
% # o Aliganent
Cascading dapat dilakukan sccara metode direct atau tndirect:
a) Metode direct
Penurunan 58 dan/atau IKU secara penuh, yang dilakukan kepada:
(1) Satu unit/pegawai di bawahnya; atau

(2) 2 jdua) atau lebih unit/pegawal pada level yang lebih rendah
karena sifat pckerjaan yang memerlukan tfeamwork dan
tanggung jawab pencapaian.

b} Metode indirect
Penurunan 58 dan /atau IKU secara parsial, yang dilakukan kepada
ke 2 [dua) unit/pegawai atan lebih di bawahnya.
2] Alignment

Alignment merupakan proses penyelarasan 55, KU, dan/atau target
IKU secara horizontal antar unit yang selevel. Proses alignment
bertujuan untuk menyclaraskan 55, IKU atau target antar unit selevel
{horizontal) yang memiliki keterkaitan tugas dan lungsi. Aligrement
dapat dilalukan antar:

£
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al Unit pendukung (supporting) dan unit teknis

Contoh: Penyelarasan antara DJBC dan Setjen, Dukungan yang
dibutuhkan DJBC dari Setjen yakni kecepatan dalam
pemrosesan usulan revisi angegaran kepada DJA. Maka,
[KU wang dapat dirumuskan Setjien yakni “Tingkat
kecepatan menindaklanjuti usulan revisi anggaran Unit
Esclon I".

b} Unit yang pekerjaannya merupakan rantai proses

Contoh: Dalam rangka penyusunan Pagu Indikatifl oleh Direktur
Anggaran Bidang, Direktorat Penyusunan APBN
menetapkan IKU Indeks Kualitas Penyusunan Proveksi
Resource Envelope untult mengukur tingkat ketepatan
waktu penyampaian hasil proyeksi penyusunan resource
envelope dalam rangks pagu indikatii dari Direktur
Penyusunan APBN kepada para Direktur Anggaran
Bidang.

] Unit teknis vang mendapatkan IKU cascading secara direct dan
indirect

Contoh: DJP dan DJBC menerima KU cascading dar Kemenkeou-
Wide terkait efektivitas kebijakan [iskal, maka perlu

dilakukan penvelarasan antar kedua unit tersebut atas
[KU tersebut.

Untuk memastikan keselarasan IKU hasil cascading pada unit di level

vang lebih rendah dan alignment antar unit yang selevel, maka disusun
matriks ecascading. Matriks ini berisi penjabaran/penurunan  peran
(rencana kinerja) dan hasil (TKU) dari unit ke unit/pegawai di level yang
lebih rendah, baik yang sifatnya cascading maupun non-cascading.
Penyusunan matriks cascading dilakukan sesuai ketentuan sebagai
berikut:

1]
2]

3)

4)

3]

6]

Matriks cascading wajib disusun pada level Kementerian dan UPK.

Matriks cascading level Kementerian berisi caseading IKU unit tersebut
hingga level UPK-One.
Matriks cascading level UPK-One berisi cascading IKU unit tersebut
hingga level UPK-Twa.

Matriks cascading level UPK-Two berisi cascading IKU unit tersebut
hingga level pelaksana/pejabat fungsional di lingkungan unit vang
bersanglkutan.

Matriks cascading level UPK-Three berisi cascading [KU unit tersebul
hingga level pelaksana/pejabat fungsional di lingkungan unit yang
bersangkutan,
Bagi unit yang memiliki sasaran kinerja yvang pelaksanaannya melalu
tim kerja lintas unit kerja, ketua tim kerja menyusun matriks eascading
bagi seluruh anggota tim kerja.
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Contoh format dan pedoman pengisian Matriks Cascading dapat

dilihat sebagai berikut:

MATRIKS CASCADING
Unit Pemilik Kinerja: ..... (diisf dengan nama UFPK]}

Hemenken..... [difs! Wide/One/Two,/Three) Eemenkeu ... (diisi One/Two/Throel
e ——— Jenis Unit In | o - Jenis “ﬂ"‘
Target | Konsolidasi | Charge Target | Cascading
Birategis 1K Lokesl " Btratlagic TEIF KU E-[;?!l
{dise s fefarsr fladlt jefie= fehiesd fudfist etz fediiai fetiiai
dengan | dengen | dengan dergan dagan dangon | dengen | dergan drnpan dengan
kg &5 | ramo target metade el nem S48 BT leargped LRl LA
R KLY kanaoldag wendl Jwrede T (L fala el
drle dlan rjan Ly pada pada LGy
bmah, margodi LIy LIC)
LRI SEY L)
average
st datal

= Drapal disesaikan dengan daftar peishat administrater fpejabat pengawas/pegawai pada matriles cascacding VK-
Thicf UPK - Threes

Tahapan penyusunan PK pada UPK-One hingga UPK-Three secara

rinnci dijelaskan secara berikut;
1) Penyusunan Peta Strategi

Penyusunan Peta Strategi pada suatu unit harus mengacu pada

peta strategi unit yang lebih tinggi. Teknik penyusunan Peta Strategi
dilakulean melalui mekanisme berikout:

Gambar 8. Proses Penyusunan 55 dalam Peta Strategi

a)

Menentukan "S3 Cascading” berdasarkan 35 yang relevan dari
unit yang lebih tinggi

838 wuscading merupakan 83 yang diturunkan atau
dijabarkan dari level unit yang lebih tinggi ke level unit yang lebih
rendah. Perumusan S5 cascading harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:

(1) Cascading S5 dapat dilakukan secara metode direct atau
indirect:

{a) Metode direct

S8 direct merupakan 88 yang memiliki kalimat, deslripsi
dan ruang lingkup yang sama secara kescluruhan, Proses
eascading ini dilakukan kepada:

£
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{b)

a7 T

t) 1 (satu) unit di bawahnya; atau

i} 2 (dua) atau lebih unit pada level yang lebih rendah
karena sifat pekerjaan vang memerlukan teamwork
dan tanggung jawab pencapaian.

Misalnva ;

53 Kemenkou- Wide “Belanja Negara yang Berkualitas®
di-caseade dengan nama 53 UFPK-One DJA “Belanja
Negara yang Berkualitas®,

Metode ndirect

S8 indirect merupakan SS yang memiliki deskripsi atan
ruang lingkup vang lebih sempit. Kalimat 58 dapat sama
atau berbeda, disesuaiken dengan ruang lingkupnya.
Cascading secara indirect dilakukan ke 2 {dua) unit atau
lebih di bawahnya. Misalnya: 83 Kemenkeu-Wide
"Pengelolaan Aset dan Kas yang Optimal® di cascade
dengan nama S8 UPK-One DJPB "Pengelolaan Kas yang
Orptimal’.

Pada UPK, 58 yang di-cascade ke unit lebih rendah harus
diletakkan pada perspektif yang sama astau lebih tinggi dan
perspektif dimana 33 tersebut berasal {unit yang lebih tingg)
scbagaimana ilustrasi sebagai berikut:

Gambar 9. Cascading S5 pada Peta Strategi
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Berikut contoh ilustrasi penentuan 88 cascading pada
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Gambar 10. Penentuan S5 Cascading pada DJPb
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Menentukan “S8%  Non-cascading™ berdasarkan  dokumen
perencanaan  strategis, ckspektasi stakeholder/ customer, isu
strategis unit dan alignment.

Selain 88 coscading, unit yang bersangkutan dapat
merumuskan 58 tambahan berupa 88 non-cascading. 55 tersebut
bukan hasil penurunan atau penjabaran dari level unit vang lebih
tinggi ke level unit yang lebih rendah. 85 non-cascading hanya
bolch dirumuskan aleh unit pemilik peta strategi.

S5 non-cascading dapal juga berasal dari mandat
(mandatory) pemilik peta strategi danfatau pengelola kinerja pada
tingkat vang lebih tinggi. 88 mandatory ini wajib disusun eoleh unit
pada level di bawahnya.

Dalam penyusunan 53 non-cascading dapat dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut:

(1} Mengidentifikasi 55 berdasarkan dokumen perencanaan
strategis
(2) mempelajari dokumen perencanaan stratcgis scpert

Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan, Rencana
Strategis (Renstra) atau Rencana Kerja (Renja).

(b) menentukan 58 berdasarkan dokumen perencanaan yang
relevan dengan fokus dan prioritas yang akan
dilaksanakan unit tersebut.

(2] Mengidentifikasi stakeholder/ customer wrait serta
output/ outcome Yeng merupakan ekspektasi
stakeholdery customer tersebut.

() menentukan stakeholder dan/atau customer unit.
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mengidentifikasi output/oulcome yang merupakan
ekspektasi stakeholder/ customer, serta ckspektasi umit
terhadap eustomer.

{c) merumuskan 238 berdasarkan ekspektasi tersebut.

Berikut contoh ilustrasi ekspektasi stakeholder/customer
serta 85 yang dapat dirumuskan pada Dircktorat Jenderal
Perbendaharaan.

(bl

Tabel 3. Contoh Stakeholdery Customer Expectation Table pada DJPh

No '5“‘:! k"ﬁ"n‘:ﬁ”’ m Ekspektasi Sasaran Strategis

1. | Menteri SAL Remunerasi Pengelolaan perbendaharaan
Keuangan atas SAL di dan pembisyaan yang

Banlk akuntabel dan produldil
dengan risike terkendali &

2. (KL LKPP dan | WIF Pengelolaan perbendaharasn
[Ekspektasi K/L | LKBUN dan pembiayaan yang
terhadap DJPh) akuntabel dan produladif

dengan risiko terkendali &9

3. | K/L Nilai [KPA K/L Pelaksanaan anggaran yang
(Ekspektasi meningkatkan | ofeloif dan efisien &

OJPL terhadap kualitas
E/L) pclaksanaan
anggaran
4. | Menteri Kualitas Menjamin Penpelolaan kas yang optimal
Eeuangan pengelolaan | ketersediaan o
kas kas yang
cukup oy
3] merumuskan 58 berdasarkan isu strategis unit.
4] merumuskan 58 berdasarkan hasil alignment,
(5] mengadopsi 85 yang sifatnya mandatory dari unit yang lebih

tinggi.

c) Membangun Peta Strategi

(1]
2]
3}

[4)

berdasarlkan langkah (1) dan (2), kemudian dipilih 55 prioritas
dan gabungkan 88 vang tumpang tindih.

menempatkan 85 unit yang sudah ditumuskan ke dalam Peta
Strategi sesuai perspektif yang tepat.

membangun hubungan logis sebab akibat antar 55 dengan
member tanda panah.

mencantumkan nama/unit stakeholder utama dan customer
peta strateg.

e
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Berikut contoh Peta Sirategi yang dapat disusun pada Direktorat
Jenderal Perbendaharaan,

Gambar 11. Peta Strategi DJFD
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2) Penyusunan IKU dan Target/ Trajectory Target

Penyusunan IKU pada unit pemilik Peta Strategi dapat dilakukan
dengan dua cara:

a) Mengadopsi IKU dari unit vang lebih tinggi (IKU Cascading Peta
atau CPj:

b) Merumuskan [KU sendiri, vang tidak berasal dart umt yang lebih
tinggi (IKU Non-Cascading atau N).

Kedua cara tersebut dapat dilakukan baik untuk mengukur
pencapaian 88 Cascading maupun S8 Non-Cascading.

Teknik penyusunan KU hagi UPK dilakukan melalul mekanisme
sehagal benkut:

Gambar 12. Teknik Penyusunan IKU pada UPK
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Menentukan “IKU Cascading”

IKU eaoscading merupakan [KU yang diturunkan atau
dijabarkan dari level unit yang lebih tinggi ke level unit yang lebih
rendah. Proses cascading dapat dilakukan dengan menggunakan
dua metode yaitu direct dan indirect.

Metode direct

1]

(2)

IKU direct merupakan KU yang mengadopsi sccara

penitth nama IKU dan definisi [KU pada unit yang lebih tnggi.
Beberapa ketentuan terkait IKU ecascading dengan metode
direct, vaitu:

(2

(B)

1<)

(d}

(e}

()

Harus memiliki output yang identik/sama pada tiap
level.
Proses cascading ini dilakukan kepada:

i. 1 (satu) unit/pegawai pada level yang lebih rendah;
atau

ii. 2 (dua) atau Iebih unit/pegawal pada level vang
lebih rendah karena sifat pekerjaan yang
memerlukan teamwork dan  tanggung jawab
pencapaian target bersifal tanggung renteng scrta
tidak didistribusikan.

Target IKU pada unit/ pegawai di level yang lebih rendah

tidak diperbolehkan lebih tinggi daripada target IKU pada

unit di level atasnva,

Tingkat validitas IKU hasil direct cascading pada unit

yang lebih rendah sama dengan tingkat validitas IKU

pada unit vang lebih tinggl, Tingkat kendali KU harus

ditinjau kembali sesuai pengaruh unit tersebut dalam

pencapailan target.

Manual IKU unit vang lebih tinggi dan unit/ pegawal yang

lebih rendah harus memiliki kesamaan pada komponen:

i. nama IKU, target, dan satuan pengukuran;

ii. definisi dan formula perhitungan;

iii. polarisasi;

iv., konsolidas: periode; dan

v. periode pelaporan,

Batas malksimal cascading direct antar UPK yaitu dua
level dibawah UPK.

Metode indirect

IKU indirect merupakan IKU yang mengadopsi sebagian

nama [KU dan definisi IKU pada unit yang lebih tinggi sesuai
tugas, fungsi dan ruang lingkup unit yang bersangkutan.

é
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Ketentuan terkait IKU cascading dengan metode mndirect,

yartu:

(al Target IKU didistribusikan [dibagi habis) kepada 2 (dua)
atau lebih unit/ pegawai di level yang lebih rendah sesual
dengan proporsi masing-masing unit. Total target [KU
pada unit/pegawai di level yang lebih rendah tidak
diperbolchkan lchbih tinggi daripada target IKU pada
unit/pegawal di level atasnya.

(b} Ketentuan penamaan IKU indirect sebagai berkut:

iii,

mengounakan kalimat yvang identik dengan kalimat
IKU pada level yang lebih tinggi dalam hal target IKU
dari unit yang lebih tingg didistribusikan kepada
level yang lebih rendah dan tanggung jawab
pencapaian target bersifat tidak tanggung renteng;

menggunakan kalimat yang identik dengan kalimat
IKU pada level yang lcbih tinggl dalam hal ruang
lingkup  distribusi IKU hanya  dibedakan
berdasarkan wialayah geografis; atau

menggunakan kalimal yang berbeda dengan kalimat
IKU pada level yang lebih tinggi dalam hal
diperlukan penyesuaian ruang lingkup tanggung
jawab unit yvang lebih rendah.

(¢) Manual IKU unit yang lebih tinggi dan unit/ pegawai yang
lebih rendah harus memiliki kesamaan pada komponen:

i
1ii.

1v.

satuan pengukuran;
polarisasi;

konsolidasi periode; dan
periode pelaporan.

Contoh cascading IKU baik secara direct dan mndirect
dapat digambarkan sebagai berilout:

Gambar 13. Cascading TKU/IKI dengan Metode Direct dan Indirect
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S - Tabel 4. Contoh Atas Gambar 13,
Eementerian UPK
s Penjelasan
Nama IKU Target Nama IKU Target Unit
. Tingkat kesesuaian 59% 1. Tingkat kesesuaian BMN 5546 DJEN IKU di cascade secara direct ke satu unit
BMN dengan standar dengen standar barang dan dengan kalimat yvang identik dan target yang
barang dan standar standar kebutuhan (SBSK) Bama
kebutuhan (SBSK]
. Indeks optimalisasi 3 2a. Indeks optimalisasi kas 3 DJFb IKU di cascade secara direct ke dua unit
kas terhadap bunga Slkala 4 terhadap bunga utang dengan kalimat identik dan target
utang - —— ' pencapaian ditanggung bersama. Capaian
2b. Indeks optimasliasi kas 3 DJPFR IKU DJPb dan DUJPPE sama dengan capaian
terhadap bunga utang IKU Kementerian,
. Indeks efektivitas 100% | 3a. Indeks efektivitas kebijakan 1005 BKF IKU di cascade ke dua unit dengan kalimat
kebijakan fiskal fiskal identik dan target pencapaian
o - : didistribusikan menggunakan metode
3b. Etdﬂka efektivitas kebijakan 100% DJBEC | yonsolidasi lokasi average
+ Perasentase rcalisasi 100% | 3a. Persentase rcalisasi 100 DJFP IKU di cascade ke dua unit dengan kalimat
pPencrimaean nNegara | pencrimaan pajak yvang berbeda dan target pencapaian
3b. Persentase reaalisasi 100% DJBC | didistribusikan menggunakan metode
penerimaan kapebeanan dan konsolidasi lokasi raw data
culai
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Tahapan penyusunan [KU cascading yaitu sebagai berikut:
1] mempelajari IKU dari Perjanjian Kinerja unit yang lebih
tinggi.
[2) mengidentifikasi dan memberi tands pada IKU yang relevan
dari unit yvang lebih tinggl,
(3] melakukan cascading secara direct apabila [KU dan target
unit vang lebih tinggi merupakan tangpung jawab

scpenuhnyva unit penyusun atau merupakan tanggung
jawab bersama (tanggung renteng) dengan unit lainnya.

(4] melakukan ecascading secara indirect apabila IKL dan/atau
target unit yang lcbih tinggl perlu disesuaikan terhadap
ruang lingkup tanggung jawab unit penyusun dan
pencapaian target tersebut didistribusikan ke beberapa
vt/ pegawal,

[5] menyesuaikan IKU dan target dengan tanggung jawab unil
penyusun pada IKU cascading secara indirect.

Menyusun IKU non-cascading

Selain menggunakan KU caseading, unit dapat merumuskan
[KU tambahan berupa IKU non-cascading. Penyusunan KU non-
cascading  dilakukan untuk mendukung suatu (i) Sasaran
Strategis, (i) uraian jabatan dan/atau (i) penugasan pokok
lainnya.

IKU non-cascading dirumuskan pada unit yang bersangkutan
dan bukarn hasil penurunan atau penjabaran dari level unit yang
lebih tinggi ke level unit yvang lebih rendah, Ketentuan KU non-
rascading:

(1) tidak ada tanggung jawab pencapaian target yang di-cascade
dari unit vang lebih tinggi;

[2) target atau realisasi IKU unit yang lebih rendah fidak
dikonsolidasikan ke unit diatasnya; atau

(3) jenis ouwtput tidak identik/tidak sama.

Penentuan tingkat wvaliditas TKU dilakukan dengan melihat
kembali hubungan antara TKU tersebut dengan S5 terkait,
sehingpa tidak selalu sama dengan tingkat validitas KU di
atasnyva. Tingkat kendali IKU juga perhu ditinjau kembali dengan
memperhatikan peran unit tersebut dalam mempengaruhi
pencapaian larget.

IKU non-cascading dapat juga berasal dar mandat
imandatory) UPK dan/atau pengelola kinerja pada tingkat yang
lehih tinggi. TKU yang bersifat mandatory ini wajib disusun oleh
unit yang mendapatkan mandat.

Beberapa hal vang perlu diperhatikan oleh umt pengusul IKU
mandatory yakni sebagai berikut:

e
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IKU diusulkan dalam proses refinemernt dengan ketentuan:

(a) telah dibahas dan disepakati cleh pengusul dengan unit
penerima mandofory terlebih dahuha;

(b} dinsulkan kepada pengelola kinerja secara berjenjang
sesual dengan level penerima mandatory; dan

{c} disepakati oleh para pengelola kinerja pada unit yang
menerma pegawai.

Memenuhi kritera kualitas IKU yaitu:

(a) tingkat kendali moderate atau low;

(b} tingkat validitas minimal proxy; dan

{c] target TKU minimal sama dengan target dalam dokumen
perencanaan organisasi atau target dan realisasi tahun
sebelumnya.

Unit pengusul harus memiliki IKU yang sama atau terkail
dengan mandatery tersebut.

Contoh:

Suatu unit Eselon [ memiliki tugas menyusun LKPP. Pada
level Eselon 1, diukur dengan IKU “Indeks Opini BPK atas
LKPP". Untuk mendukung IKU tersebut, pada level Eselon I
di bawahnya ditambahkan IKI non-cascading mengenai
ketepatan waktu pertangpungjawaban pelaksanaan APBN.
Hal ini dapat digambarlean:

L £ !
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Pada IKU non-caseading jenis output yang dihasilkan pada

tiap level berbeda, maka target yang ditetapkan pada level Pusat
tidak bersifat akumulasi dari level di bawahnya.
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Tahapan penyusunan [KU Non-Cascading sebagai berikut:
(1) Merumuskan “IKU Non-Cascading” beserta targetnya
(g} Susun IKU dengan berpedoman pada Uraian .Jabatan
dan penugasan pokok lainnya wyang mendukung
pencapaian 3.
(h) Adopsi TKU dan target yang sifatnya mandatory.
(2) Menyusun Manual IKU dan Matriks Cascading

(g} Susun Manual [EU dengan memperhatikan keselarasan
manual [KU, kKhususnya untuk KU cascading, balk
dengan manual KU unit/pegawal yvang lebih tngg
maupun unit/ pegawai selevel.

(b) Susun Matriks cascading yang berisi cascading [KU
unit/ pegawal tersebut ke unit/pegawail di bawahnya,
sesttai ketentuan penyusunan Matriks Cascading.

[3) Setelah menentukan IKU pada unit tersebut, dilakukan
pengecekan kembali dengan memperhatikan ketentuan
sebagail benkut:

(a) Jumlah IKU tidak lebih dari ketentuan maksimal dalam
satu Perjanjian kinerja.

(b) Penentuan tingkat wvaliditas IKU dilakukan dengan
melihat kembali hubungan antara [KU tersebul dengan
33 terkait, sehingga tidak selalu sama dengan bngkat
validitas TKU di atasnya. Tingkat kendali IKU juga perlu
ditinjau kembali dengan memperhatikan peran unit
tersebut dalam mempengaruhi pencapaian target,

(c} Prioritaskan [KLU yang sifatnya exoct atan proxy.

{d) Pastikan tidak ada KU dengan kualitas exact-high,
activity-high dan activity-low.

PK dituangkan scbagaimana contoh formal sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: ..... (diist nomor PR ¥)
wene ciist nama jabatan pemilikc PK)
veens (dliisi nama UPK-One)
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ..... [diist tahun PK)

Peta Strategi

(diisi dengan gambar peta strategi)
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PERJANJIAN KINERJA

TAHUN ... |diisi dengan tahun PK)
«sass |dilsi nama jabaian pemilik PK)

s (diisi nama UPK-One)

HEMENTERIAN KEUANGAN

Basaran : Target
Kinerjs
No Program/Rogiatan Indikator Kinerja
..... i i (diist
ks 1. (ddiist (diisi dengan nama 4 t
(disi dengan nama S5) kode IKU) IKU) fargeE
IKU)
= i e T
Program/ Kegiatan Tahun ..... {diisi tahun PK]} Anggaran
Program.:

s fdiist nomenklatur program UPK]

Kegiatan

1.

ceessy (diist nama jabatan atasan

.. [diisi nama pejabat atasan langsung

langsing pemilik PK)}

pemilik PK]
NIP

..... (diist nomenklatur kegiatan UPK)

(diisi total anggaran
level program UPK)

Rp

(ditsi fotal anggaran
level kegiatan UPK)

Rp

Rp

sees oo (dilsi tempat dan tanggal

penandatangan PK)

vvensy (diEsE nama jabatan permlik

PK}

veee. (diisi nama pejabaty pegaai

pemilik PK)
NIP
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*) jika frajeclony Largel Trivulanan

RINCIAN TARGET HINERJA
..... (diisi nama jabatan pemilik PK)
..... (diisi nama UFK-One)
HKEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ... (diisi dengan tahun PK)

Target
SS/IKU Ql Q2 Smt.l Q3 =d0Q3 Q4 ¥
..... (diisi dengan nama S5)
ceere {diisi dengan nama {diisi de nrn:,.'eerpm."ger.l
IKU) 4 -
cs.- (diisi dengan nama 55)
o (diisi dengan nama {ﬁﬁﬂdﬂﬂgﬂ‘v!‘tﬂ#ﬂfwrmﬂfr}
IKU) — -

ey e (ST tempat dan tanggal
penandatangan PK)

weens fdlE51 nama jabatan pemilik PK]

..... [efiist nama pejabat/ pegotsal
pemilik PK)
NIF
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¥ jika trugjectory target bulanan

RINCIAN TARGET KINERJA
..... |diisi nama jabatan pemilik PK)
weeee |diisi nama Unit UPK-One)
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ... |diisi dengan iahun PK)

Target

Noe B5/IKU

Ml M2 M3 M4 ME M MT ME MO NMIO MI11 MI1Z ¥
| iee feliisi dengan nama 55§ _ ]
..... fediisi ' |
mn {.-.I'jm dengan troleclory target]
KU | _ |
cero fdlitsi dengan nama S8)
venes  (CHLSE |
clengoan
AT {chitgé dengan rajdetary farget)
IKL) "1 Z

ey --o (dilst tempat dan tanggal
penandatangan FK)

vor ey (il nomad jabotan pemilik PE)

ceee. [diisi nama pejabatl/ pegalval
pemilik PK)
NIF
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INISIATIF STRATEGIS
e [diist nama jabatan pemilik PK)
wiewe [diist nama UPK-Ors)
EKEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ... (diisi dengan tahun FPK)

s - Inisfatif Owutpat/ Trajectory Periode Penanggang
o L Strategis Outcome Hegintan Outpont FPelaksansan Jawah
(difsi | fdiisi st fl=EEd felvisi feliist e | fdilsa dergien feliisi
dengan | dengore dengeart dengan | dengan poriade rinet eI
rama | mamee S henftuk Foegiceton oudpnd wrrhiu pETRIrEpUNYG | FCi
;| LY oty LTy frgueetan) | peduhsanaan | ek 05) L 15
clboore dliririct 5] termha]
il par
TriLct by
2

cevy oee (st lempal dan tanggal
perandatangan PK|

veneey (diigi nama jabatan pemilik PK}

fdiisi noma pejabal/ pegeaeal
pemiltk PK)
NIF

Penomoran Perjanjian Kinerja dilakukan sesuai ketentuan scbagai benikut:
|

| : . Tahun
PK- I'wlr:-mL?r_Umt / Kode unllz:sztu level -_d1t3L:“-:s= /| Perjaniian
nit S'E?.-'Llﬂ! ode persuratan Kinetia
Contoh penomoran Perjanjian kinerja: 5
Nomor PK UPK

PE-6/MK/2022 Dircktorat Jenderal Kekayaan Negara

PK-1/KN /2022 Sekretariat Direktorat Jenderal

PK-2 /KN /2022 Direktorat Barang Milik Negara
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Penyusunan SKF

SKP merupakan dokumen kesepakatan sebagai hasil dialog kinerja
antara pepawai dengan atasan langsung masing-masing atas rencana
kinerja yang akan dicapai pada periode tertentu. Keberhasilan suatu
organisasi dalam mencapai kinerja dipengaruhi oleh pencapaian target
kinerja vang telah ditetapkan dalam SKP para pegawal pada organisasi
tersebut, schingga penyusunan SKP mengacu pada:

1) Perencanaan strategis organisasi;

2) Perjanjian kinerja unit kerja,

3) Organisasi dan tata kerja unit kerja;

4) Rencana kinerja Pimpinan;

5] Kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan;

6) Prioritas dalam rangka pencapaian kinerja organisasi)uonit
kerja,/Pimpinan; dan

7) Ekspektasi Pimpinan

SKP memual antara lain:

1) Hasil Kerja, terdiri dari Hasil Kerja Utama dan Hasil Kerja Tambahan
vang masing-masing memiliki komponen rencana hasil kerja,
Indikator Kinerja [ndividu (K]}, aspek indikator (kualitas, kuantitas,
waktu, dan/atau biaya), target dan perspektf;

2)  Perilaku Kerja, terdiri dari standar perilaku kerja dan ekspekiasi yang
diharapkan; dan

3) Lampiran SKP, berisi sumber daya yang dibutubkan, skema
pertanggungjawaban, serta konsekuensi pencapaian kinerja pegawal,

Peryusunan SKP dilakukan secara berenjang dimulai dan
penerjemahan sasaran strategis organisasi ke dalam SKP pimpinan UPK
vang dilaksanakan melalui dialog kinerja bersamaan dengan prosecs
refinement penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) pimpinan UPK.

SKP pimpinan UPK kemudian menjadi acuan secara berjenjang bagi
penyusunan SKP pegawai pada level di bawahnya yang dapat disu=un
secara bersamaan melalui Dialog Kinerja Individu dengan mengacu pada
dokumen terkait, seperti PK serta hasil analisis kondisi internal dan
eksternal. Proses berkenaan melibatkan pemilik SKP, pimpinan dari
pemilik SKP, pengelola kinerja dan pengelola keuangan pada unit pemnilik
SKP.

Tahapan penyusunan SKP pegawai dilakukan sebagai berilot:

1) Hasil Kerja

Hasil kerja pada SKP terdiri atas dua jenis, yaitu:
a) Hasil Kerja Utama (HEU)

Merupakan hasil kerja yang mencerminkan wuraian jabatan
pegawai berdasarkan dialog kinerja dengan pimpinan.
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b)) Hasil Kerja Tambahan (HKT)

Merupakan tugas di luar uraian jabatan, tidak ada di dalam
rencana hasil kerja utama yang ditetapkan serta inovasi yang telah
dilaksanakan dan dibuktikan dengan surat keputusan/surat
keterangan/surat penugasan dari pimpinan unit kerja.
Penambahan HKT dalam SKP dilakukan sehelum perinde evaluasi
dilakukan.

Bentuk dan karakteristik HKT dapat dijelaskan dengan ketentuan
sebagai berikut:

(1] Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat 1 (satu] tinghkat
di bawah Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri
Keuangan, serta Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang
berada di bawah dan bertanggung jawab pada Menteri
Keuangan melalui Pimpinan Tingg Madya:

ja)

(b)

{s]]

(c)

(]

Pencetus dan/atau pengeerak inovasi dan/fatau cara kerja
baru/kolaboratif lintas unit (termasuk squad team) yang
dapat digunakan untuk pemecahan masalah, perbaikan
kebijakan, metode, dan prosecs kerja, scria optimalisasi
pengelolaan keuangan negara pada lingkup Unit Esclon |,
instansi, maupun nasional;

Inovasi dan,/atau cara kerja kolaboratil tersebut pada huruf
g) dapat berupa IS dalam PK yang sudah tercapai
putputnya dan diimplementasikan dalam tahun berjalan;
dan fatau

Prestast yang diraih oleh Unit Level II dalam lingkup Unit
Eselon [, instansi dan nasional pada tabhun berjalan; dan

Bapi Pejabat Pimpinan Tinggl Pratama Non Pimpinan UPK,
HET dapat juga berupa penyvelesaian penugasan di [uar
tugas dan [ungsi yang menghasilkan output bersifat
strategis;

Ruang lingkup kemanfaatan HKT dibedakan menjadi:

i. Unit Esclon [

. Instansi

ili, MNasional.

Contoh:

1. Inovasi yang diajukan oleh Sekretans Dircktorat
Jenderal Perbendaharaan masuk dalam *Top 45
Inovasi  Pelayanan Publik i Kementenan
Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Tahun 2021%; dan

ii. Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara
mendapatkan  penugasan  dalam  penyusunan
communigue bidang moneter dan keuangan pada
forum G20.

-
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(2) Bagi Pejabat/Pegawai selain pada angka (1) dapat dijelaskan
sebagal berikut:

{a) Inovasi

1.

iii,

v.

.

Merupakan gagasan kreatil pegawai atan sekelompok
pegawai yvang dapat digunakan untulk pemecahan
masalah dan/atau perbaikan metode dan proses kerja
yang telah diimplementasikan dan memberikan
manfaat bagi pemangku kepentingan baik secara
langsung maupun tidak langsung;

Inovasi vang dapat dicantumkan sebagai HEKT harus
scekurane-kurangnya telah lolos seleksi di tnghkat unit
eselon 1 untuk mengikuti kompetisi inovasi di
lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau telah
masuk ke dalam basis data inovasi di hingkungan
Kementerian Keuangarn;

Inovasi dibedakan berdasarkan ruang Ingkup
implementasinnya, yakni:

i} Tim kerja dengan ruang lingkup implementasi
Unit Eselon IV

iij Unit kerja dengan ruang lingkup implementasi
Unit Eselon I, 11, dan [;

iii) Instansi dengan ruang lingkup implementasi
Kementerian Keuangan; dan

iv] Nasional;

Inovasi vang dapat dinilai yaitu inovasi sebagaimana
dimaksudkan pada angka (2} dan tclah
diimplementasikan paling lama 1 (sata) tahun
sebelum dilakukan evaluasi kinerja.

Inovasi yang telah dinilai dalam HKT tidak dapat
dinilai kembali pada tahun-tahun berikutnya, kecuali
untuk inovasi lingkup instansi dan nasional vang
dapat dinilai untuk 2 tahun periode evaluasi berturat-
turut; dan

Ketentuan  teknis terkait inovasi mengacu pada
peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan
vang berlalku di lingkungan Kementerian Keuangan;
dan

Dalam hal ketentuan teknis sebagaimana dimaksud
pada angka vi belum ditetapkan, dapat mengacu pada
Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada Dikium
KEDUAPULUHSEMBILAN.

(k) Penugasan dalam Sguad Team

pencantuman penugasan dalam sguad team sebagai
HET harus disepakati antara pemilik kinerja/ketua
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squad team dengan pegawal yang bersangkuian
dengan persetujuan oleh pimpinan pada jabatan
definitif pegawai;

penilaian penugasan dalam squad feam dibedakan
berdasarkan sifat penugasan (penuh waktu dan paruh
waktu) dan ruang lingkup pemilik  lanera
{Menteri/Walil Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama); dan

ketentuan teknis terkait penugasan dalam squad team
mengacu pada peraturan  perundang-undangan
dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan
Kementerian Keuangar.

e} Penugasan lain

il.

penugasan lain merupakan penugasan yang dapat
menghasilkan output bersifat strategis bagi organisasi,
memilila tingkat risiko kerja yang tinggi, dan/atau
cara  kerja kolaboratif (lintas unit] yang dapat
digunakan untuk pemecahan masalah, perbaikan
kebijakan, metode, dan proses kerja, serta optimalisasi
pengelolaan keuangan negara  berdasarkan
pertimbangan dari Pimpinan UPK;

penugasan lain sebagaimana dimaksud pada i harus
memenuhi kriteria:

i penugasan terkait dengan tugas atau fungsi unit
organisasi selain/di luar dimana pegawai tersebut
memiliki jabatan definitf (minimal 1 level di atas
unit terkecil), kecuali bagi pegawai tugas belajar;

ii} merupakan penugasan di luar IKI pada HKU; dan

iii) penugasan diberikan sesuai dengen kapasitas
yang dimiliki pegawai yang bersangkutan;

iii, penugasan lain dibedakan berdasarkan ruang hingkup

penugasannya, yaitu.

ij Tim kerja dengan ruang lingkup penugasan pada
Unit Eselon IV;

ii) Unit kerja dengan ruang lingkup penugasan pada
Unit Eselon I, 11, dan [;

iii) Instansi dengan ruang lingkup penugasan pada
Kementerian Keunangan; dan

w} Nasional.

iv. pencantuman penugasan lain scbagai HKT harus

disepakati antara atasan langsung dengan pegawai
vang bersangkulan berdasarkan pertimbangan dari
pengelola kinerja pegawai,

¢
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Contoh penugasan lain antara lain secondment dan
penugasan sebagai Plh. (minimal 1 bulan berturut-
turut).

Komponen HEKU dan HKT yang disusun, terdiri dari rencana hasil
kerja, Indikator Kinerja Individu (IKI), aspek indikator (kualitas,
kuantitas, waktua, dan/atau biaya), target dan perspektif.

a) Rencana Hasil Kenja

Penyusunan rencana hasil kerja dilakukan scsuai ketentuan
sebagai berikut:

(1]

(2]

3]

[4]

Bagi pimpinan UPK, rencana hasil kerja merupakan S5 yang
telah disusun dalam PK;

Bagi pejabat/pegawai non pimpinan UPK, rencana hasil kerja
merupakan peran pegawai dalam mendulung rencana hasil
kerja pimpinan, tim kerja dan/atau sasaran organisasi yang
relevan dengan ruang lingkup tugas pegawai;

Bagi pejabat fungsional, rencana hasil kerja merupakan peran
pegawai dalam mendukung rencana hasil kerja alasan
langsung, pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan
diatasnya, tim kerja dan/atau sasaran organisas: Vang
relevan dengan ruang lingkup tugas pejabat fungsional;

Rencana hasil kerja pejabat/pegawai non pimpinan UPK dan
pejabat fungsional disusun mengikuti ketentuan dalam
penyusunan 55.

Tahapan penyusunan rencana hasil kerja  bag
Pejabat/Pegawai non pimpinan UPK dilakuken dengan
ketentuan scbagai berikut:

() mempelajari sasaran strategis organisasi atau rencana
hasil kerja tim kerja/pegawai yang lebih tinggi,

(b) memilih dan memberi tanda [misalnya dengan tanda
checklist) pada S8 organisasi atau rencana hasil Kerja tim
kerja/pegawai vang lebih tinggi yang relevan dengan
tugas, fungsi atan kontribusi pegawai tersebut.

(c) mengidentifikasi peran pegawai dalam mendukung S8
organisasi atau rencana hasil kerja tim kerja/pegawai
vang lebih tinggi yang relevan; dan

(d) merumuskan rencana hasil kerja secara singkat dan
jelas, mereflcksikan kondisi ideal dan realistis yang ingin
dicapai serta dituliskan dalam bentuk pernyataan
kondisional.

b) Aspek Indikator

Aspek indikator menggambarkan ruang lingkup Kl yang

hanva disusun oleh pejabat,/pegawai non pimpinan UPK atau yang
setara. Aspek indikator meliputi:

&



oy et

R s

1] Kuantitas

Jumlah/banyaknya keluaran [owtpuf) danj/atau manfaat
(outcomme]).

2] Kualitas

Mutu keluaran dan/atau mutu manfaat yang disesuaikan
jenis dan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan,

(3] Waltu

Standar waktu vang digunakan wuntuk menyelesaikan
kegiatan yvang discsuaikan jenis dan karaktcristik kegialan
vang dilaksanakan.

(4] DBiaya

Dana yvang dibutubkan untuk menyelesaikan kegiatan yang
disesuailkan jenis dan karakteristik kegiatan yang
dilaksanakan.

Keberhasilan suatu rencana hasil kerja dapat diukur dengan
1 (satu) atau lebih aspek indikator, Pejabat/pegawai pemilik
rencana  kinerja bersama  pimpinannya menctapkan aspek
indikator vang paling sesuai dan tepat untuk mengukur setiap
rencana kinerjanya.

Penyusunan  aspek indikator dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut:

(1] Mengidentifikasi output atau outcome yang diharapkan dari
pegawai dalam mendukung rencana kinerja,

(2] Mengidentifikasi kualitas/mutu, standar waktu atau biaya
dan pelaksanaan rencana kinerja;

(3] Menentukan aspek indikator yang paling scsuai dan tepat
untuk menggambarkan rencana kinerja berdasarkan hasil
identifikasi; dan

(4| Pengukuran 1 (satu) atau lebih aspek indikator dapal
diwujudkan dalam satu indikator kinerja.

Indikator Kinerja Individu

Pencapaian rencana hasil kerja diukur dengan 1K sebagai tolok
ukur keberhasilan yang menggambarkan outcome/output/ output
antara yang ingin dicapai atas tugas dan fungsi pegawai, tim kerja,
maupun organisasi. 1 (satu}] IKI dapat menggambarkan
pengukuran 1 (satu) aspek indikator atau lebih.

Bagi pimpinan UPK, IKI merupakan IKU yang ditetapkan dalam
dokumen Perjanjian Kinerja. Scdangkan bagi pegawai/ pejabat Non
Pimpinan UPK, TKI dapat disusun dengan 2 (dua) cara scbagai
berikut:

£
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(1) Menurunkan [KI dari pegawai pada level di atasnya.

Penurunan 1K1 dibedakan menjadi dua, yaina:

{al Cascading Peta, diberi kode “CP?, bila IKI diturunkan dani
pimpinan UPK.

(b) Cascading Non Peta, diberi kode “C", bla IKI diturunkan
dari pegawai non pimpinan UPK.
Dalam pelaksanan cascading juga perlu memperhatikan

alignment kinerja dengan unit/ pegawai terkait. Alternatif alur

proses cascading dan alignment atas IKI dan target pegawai
dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 14. Alternatil Cascading dan Alignment untul pegawai
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[2) Merumuskan "IKl Non-Cascading”, diberi kode *N".

Sebagaimana IKU non cascading dalam penyusunan KU
pada Perjanjian Kinerja, 1Kl non-cascading dilakukan untuk
mendukung (i) Sasaran Strategis/Rencana Hasil Kerja, (1)
uraian jabatan dan/atau (iti) penugasan pokok lainnya.

Kl non-cascading dirumuskan pada pegawal yang
bersangkutan dan bukan hasil penurunan atau penjabaran
dari pegawai pada level yvang lebih tinggi.

1
i
i
1
1
1
'
]
'
1
i
"
i
-
'
0
0
0
0
i
i

Dalam penyusunan 1KI selain memperhatikan prinsip SMART-
C, scperti halnya penyusunan IKU, pegawai juga perlu
memperhatikan tingkat kuaalitas IKI. Tingkat kualitas [KI
ditentukan berdasarkan tingkat validitas, tingkat kendali, dan
jenis pengukuran IKI tersebut.

Untuk 1Kl cascading pada pejabat/ pecgawai non pimpinan UPK,
tingkat validitas IKU/IKI sesuai dengan tingkal validitas pada
pimpinan UPK dan untuk tingkat kendali sesuai dengan peran

¢
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penerima cascading sebagaimana penentuan tinglkat kendali 1KU,

Untuk [KI Non-Cascading pada pegawai non UPK, dalam

penyusunan [Kl harus memperhatikan jenis pengukuran [KI.
Jeniz pengukuran IKI antara lain mengukur kualitas/mutu

pekerjaan, waktu penyelesaian pekerjaan, atau [rekuensi/output
sualy pekerjaan, sebagai berikut:
i1) 1Kl memenuhi kriteria mengukur kualitas /mutu apahbila:

{a} mengukur mutu atau tingkat/kadar baik/buruknya
hasil pekerjaan;

Contoh: indeks kepuasan pengguna layanan
(bl mengukur akurasi/deviasi hasil pekerjaan;

Contoh: deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah
pusat

{c) mengukur nilai nominal/persentase nominal rupiah
berkenaan dengan pengelolasn fiskal;

Contoh: persentase realisasi Penerimaan Pajak

{d) mengukur tindak lanjut rckomendasi reviu/audit
eksternal unit pemilik peta strategi;

Contoh: persentase tindak lanjut rekomendasi Badan
Pemeriksa Keuangan

(e] mengukur penyelesaian kebijakan  yang minimal
ditetapkan oleh Pimpinan UPK-One atau Unit Non Eselon
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kcpada
Menteri Keuangan;

Contoh: persentase penyclesaian kebijakan prioritas.

(2} IKI memenuhi kriteria mengukur wakitu apabila mengukur
lkecepatan dan lama penyelesaian pekerjaan sesuai standar
waktu yang tclah ditetaplan,

Contoh:
(a) rata-rata waktu penyelesaian dokumen impor; dan

(b) persentase verifikasi dokumen sesuai norma waktu,

(3] 1Kl masuk dalam kriteria frekuensi/output suatu pekerjaan
apabila hanya mengukur jumlah output pekerjaan atau
penyelesaian tahapan pckerjaan tanpa penambahan standar
kualitas atau standar waktu, yang meliputi pengukuran:

(a) Frekuensi/intensitas pelerjaan;
(b} Output dan pekerjaan;
(¢} Kemajuan tahapan pekerjaan (bagian dari ouiput).

Suatu IKI vang baik seyogianya mengukur kualitas/mutu
dan/atau waktu. Untuk memastikan pegawal fokus pada
pencapaian kinerja yang prioritas, jumlah IKI pegawai perlu
dibatasi. Ketentuan jumlah IKI dalam HKU pegawal pada SKP
dapat dyjabarkan sebagai berikut: {?



— 45~

Tabel 5. Ketentuan Jumlah IKI dalam SKP

B

Pegawai Pimpinan UPK Non Pimpinan UPK

5 Min Max Min Max
| PPT Madya 15 1Kl 23 IKI o 1K1 10 1K1
| PPT Pratama dan| 10IKI 20 1K1 5 IKI 10 IKI
| JF VANE

bertanggungjawab

kepada Pimpinan

UPK-One _ -

Pejabat 10 IKI 20 TKI 5 1K1 10 IKI

Administrator dan

JF yang sclara |

Pejabat  Pengawas - SIKI | 10IKI

dan JF yang setara

Pelaksana dan JF - - 3 IKI 10 IKI

VEng setara

IKI dalam HKT disusun dengan ketentuan sebagai berikouat:
(1} Inovasi

IKI pada inovasi disusun berdasarkan nama inovasi yang
paling kurang telah lolos seleksi di tingkat unit eselon I untuk
mengikuti kompetisi inovasi di lingkungan Kementerian
Keuangan dan/atau telah masuk ke dalam basis data inovasi
di lingkungan Kementerian Keuangan.

2) Squad Team
IKI pada squad feaom merupakan indikator kinemja dan
penugasan squad team.

{3) Penugasan Lain

IKI pada penugasan lain merupakan indikater kinerja dan
penugasan lain.

Tahapan penyusunan IKT dilalkukan berdasarkan ketentuan
sebaga beriloat:

(1) mempelajari 1K1 dari SKP unit/tim kerja/pegawai yang lebih
tingg;

(2] mengidentifikasi dan memberi tanda pada IKI yang relevan dan
unit,/ tim kerja/ pegawai yang lebih tinggi;

[3] melakukan ecascading secara direct spabila TKI dan targel
unit/ tim kerja; pegawai vang lebih tinggi merupakan tanggung
jawab sepenuhnya pegawai penyusun atau merupakan
tanggung jawab bersama [tanggung renteng) dengan pegawai
lainnya.

(4) apabila 1Kl di-cascading secara indirect, maka perlu
disesuaikan IKU/IKI dan/atan target unit/tim kerja/ pegawsai

A
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vang lebih tinggi dengan ruang lingkup tanggung jawab
pegawal  penyusun dan pencapaian farget tersebut
didistribusikan ke beberapa pegawai;

|5) dalam hal IKU/IKI diatasnya tidak dapat diturunken secara
cascading maka dirumuskan IKl non cascading vang

menggambarkan keberhasilan rencana kinerja secsuai aspek
indikator atau adopsi IKI vang sifatnya mandeatory; dan

[6) memastikan bahwa jumlah IKI dalam SKP telah sesuai dengan
ketentuan.

dj Target Kinerja

Target IKI merupakan standar minimal pencapaian kinerja
vang ditetapkan untuk periode 1 (satu) tahun, Penctapan target IKI
merupakan kesepakatan antara atasan langsung dan pegawai
melalui proses dialog kinerja dengan memperhatikan sasaran
organisasi.

Ketentuan penetapan target KU berlaku secara mulatis
mutandis dengan ketentuan penetapan target IKl, dengan tetap
didasarkan pada hasil klarifikasi ekspektasi melalui dialog kinerja
dengan atasan langsung masing-masing,

Target 1Kl dalam HEKT disusun dengan ketentuan sebagai
beriknat:

(1] Inovasi
Target IKI pada inovasi diinput pada bulan saat inovas: lolos
seleksi atau paling lambat 1 (satu) tahun sejak lolos seleksi
tingkat Unit Eselon | untuk kompetisi inovasi di hngkungan
Kementerian Keuangan dan/atau masuk ke dalam basis data
inovasi.

(2) Squad Team
Target IKI pada squad team merupakan target kinerja dari
penugasan squad team,

(3} Penugasan Lain

Target TKI pada penugasan lain merupakan target kinerja dari
penugasan lain.

Perspekiil

Pada SKP pimpinan UPK, indikator kinerja yang telah
disusun perlu dipetakan perspektil atas 1Kl yang terdapat dalam
SKP pimpinan UPK yang bersangkutan. Penyelarasan perspektil
vang digunakan pada SKP Pimpinan UPK dengan perspektil pada
peta strategi diatur scbagai berikut:
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Perspeletif Perspeklif

dalam Peta Strategi : dalam SKP
Stakeholder Penerima Layanan
Cuslomer Penerima Layanan
Internal Process Proses Bisnis
Leamning and Growth Penguatan Internal atau

Anggaran

Penjelasan perspektif dalam SKP sebagai beriloat:

(1) Perspektif penerima layanan, yang merefleksikan kemampuan
nrganisasi dalam memenuhi keinginan dan harapan penerima
layanan/pemangku kepentingan;

[2) Perspektil proses bisnis, vang merefleksikan perbaikan proses
untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah bagi
pemanghku kepentingan;

{3) Perspektif penguatan internal, yang merefleksikan kemampuan
organisasi/unit kerja untuk mengembangkan sumber daya
vang dimiliki organisasi sebagai pengungkit untuk pencapaian
tujuan organisasi; dan

(4) Perspektif anggaran, yang merefleksikan kinerja dalam rangka
cfektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Perspektif imi
harus ada dalam setiap rencana SKP Pinpinan UPK.

Perspektif dalam HKT Pimpinan UPK disusun dengan
ketentuan schagai berikut:

(1} Inowvasi

Perspeletif pada inovasi merupakan perspektif jenis inovasi
yvang dilakukan.

[2) Sgquad Team

Perspeltil pada squad team merupakan perspektil penugasan
pada squad learn.

(3) Penugasan Lain
Perspektfl pada penugasan lain merupakan perspektif pada
penugasan lain.
f) Manual IKI

Ketentuan penyusunan manual IKU berlaku secara mutatis

mutandis terhadap penyusunan manual [Kl dengan beberapa

penyesugian sebagai berikut:

(1) penyesuaian istilah Indikator Hinerja Utama (IKU) menjadi
Indikator Kinerja Individu {TKI);

(2) penambahan keterangan terkait rencana hasil kerja pimpinan
yang diintervens: dan rencana hasil kerja;

£
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(3) pengisian formula dilakukan dengan menggunakan [ormula
vang dapat menghitung realisasi di setiap periode sehingga
meminimalisir realisasi N/A; dan

(4) untuk IKI cascading, periu diperhatikan keselarasan manual
IKl dengan manual IKI unit/tim keria/pegawai vang lebih
tinggi maupun pegawai selevel.

Perilaku Kerja

Perilaku kerja merupakan sctap ungkah laku, sikap atau
tindakan yvang dilakukan oleh pegawai atau tidak melakukan sesuatu
vang seharusnya tdak dilakukan sesuai dengan  ketentuan
perundang-undangan dan/atan  ketentuan yang berlaku di
lingkungan Kementerian Keuangan. Perilaku kerja  diukur
berdasarkan value yang merupakan hal yvang diharapkan muncul dari
semua pegawal sehingea pengukuran perilaku kerja berlaku sama
untuk semua level jabatan pegawai.

Standar perilaku kerja pegawai didasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai penilaian Kinerja Aparatur
Sipil Negara (ASN), serta nilai dasar ASN BerAKHLAK yang juga sejalan
dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan, dengan perbandingan
sebagai berikut:

Ketentuan peraturarn
perundang- Nilai-Nilai
undangan mengenai Nilai Dasar ASN Kementerian
penilaian kinerja Keuangan
ASN
Orientasi Pelayanan | Berorentasi Pelayanan
Pelavanan _
Komitmen | Kompeten Profesional
| Kerjasama Kolaboratif dan Sinergi
Harmonis
Inisiatif Kerja Adaptil Kesempurnaan
= Akuntabel dan Loyal | Integritas
| Kepemimpinan - -

Penilaian perilaku kerja dilakukan melalui rating perilaku kerja,
dengan menggunakan beberapa metode pengukuran perilaku kerja
yang discsuaikan dengan kebutuhan penilaian perilaku  kerja
Kementerian Keuangan.

Selain berdasarkan standar perilaku kerja pegawai, melalui
dialog kinerja, atasan langsung dapat memberikan ekspektasi Khusus
terhadap perilaku kerja yang harus ditunjukkan pegawai dalam
rangka pencapaian hasil kerja vang diharapkan dalam tahun berjalan.
Contoh: Pada tahun 2022 secorang atasan langsung memiliki
ekspektasi khusus terhadap pegawainya pada aspek pelayanan yaitu
bersikap tenang dan sabar ketika menghadapi customer dalam scgala
situasi.
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Lampiran SKP

Lampiran SKP berisi kesepakatan terkait sumber daya vang

dibutuhkan, skema pertanggungjawaban, dan konsckucnsi
pencapaian kinerja sebagai berikut:

a)

L)

Sumber daya

Sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan
ekspektasi sesuai dengan kesepakatan dalam dialog kinerja dapat
berupa dukungamn:

(1) Sumber daya manusia;

Contoh: jumlah pegawai pada unit kerjanya
() Anggaran,

Contoh: jumlah anpgaran pada unit kerjanya
(3) Peralatan kerja;

Contoh: komputer; lapiop
(4] Pendampingan pimpinan; dan/fatau

Contoh: kehadiran pimpinan dalam kegiatan DKO
[3) Sarana dan prasarana

Contoh: sistem IT
Skema pertangpungjawaban
Berisi antara lain:

(1) Jadwal pelaporan perkembangan setiap rencana hasil kerja
pegawai/rincian target kinerja; dan

[2) Sumber data dari IKI dalam SKP (seperti yang tercantum dalam
manual TKI).

Konsekuensi pencapaian kinerja

Atasan langsung dan pegawai dapat menyepakati 2 {dua) bentuk
konsekuensi pencapasan hasil kerja sesual dengan ketentuan
perundang-undangan, yvakni:

(1} Konsekuensi positil dalam hal hasil kerja memenuhi ckspekitasi
atasan langsung yang dapat berupa:

ja) Penghargasn kepada pegawai baik materiil maupun non
materiil; dan/atau

(b) Pemberian penugasan baru.

(2) Konsekuensi negatif dalam hal hasil kerja tidak memenuhi
ekapektasi atasan langsung vang dapat berapa:

{a) Pemberian teguran; dan/atau
{b) Pengahhan penugasan,
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Penetapan PK dan SKP
l} Ketentuan Umum

a)

bl

Unit vang wajib membuat PK yaitu Kementerian, UPK-One, UPK-
Two, dan UPK-Three.

Pegawai yang wajib membuat SKP

Setinp pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan wajib
memiliki SKP, yang meliputi:

(1) Pegawail Negen Sipil Kementerian Keuangan;

(2} Calon Prgawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan;
(3) Pegaw=a Tugas Belajar,

(4) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

(5) Pegawai non Kementerian Keuangen yang ditugaskan di
linglungan Kementerian Keuangan;

(6) Pegawai Kementerian Keuangan yang ditugaskan pada instansi
pemerintah atau di luar instansi pemenntah.

2) Batas Waktu Penetapan PK dan SKP

e

B

Penctapan PK dan SKP di lingkungan Kementerian Keuangan
ditetaplan paling lambat 31 Januari pada setiap tabun.

Ketentuan batas waktu penetapan SKP sebagaimana dimaksud

pada hurufl a) dikecualikan bagi:

(1) Pegawai dari K/L lain wang beralih status/dipekerjakan ke
Kementerian Keuangan;

(2) Pegawai Kementerian Keuangan yang ditugaskan pada instansi
pemerintah atau di luar instansi pemenntah;

(3} Pegawai vang kembali bekerja dar cuti di luar tanggungan
negara, cuti bersalin, atau cuti besar/cuti sakit paling kurang
selama 30 hari kalender; dan

(4) Pegawai yang mengalami mutasi/ promosi;

Pegawai tersebut pada angka (1) sampai dengan (4) wajib
menandatangani SKP paling lambat 15 (lima belas) hari kalender
sciak mulai bekerja.

Bagpi pegawai vang wajib menyusun SKEP namun tidak melakukan
penyusunan SKP sesuai batas waktu penetapan SKP yang terdapat

pada butir a) dan b}, maka terhadap pegawai yang bersangkutan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.
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3) Ketentuan Lainnya

Sclain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka
2}, khusus wuntuk beberapa pegawai/pejabat di lingkungan
Kementerian Keuangan, dalam menyusun 3SKP diberlakukan
penambahan dan/atau penyesuaian ketentuan sebagai berikut:

a) SKP Staf Ahli Menteri Keuangan, Staf Khusus, Tenaga Ahli, dan
Tenaga Pengkap
SKP berisi Rencana Hasil Kerja dan TKI sesuai tugas dan fungsi
pejabat tersebut, serta perilaku kerja bagi Stail Ahli Menteri
Keuangan dan Tenaga Pengkaji. Rencana Hasil Kerja dan 1KI pejabat
tersehut terdiri atas minimal 3 (tiga) komponen berikut:

(1) merefleksikan bidang tugas terkait penyusunan kajian untuk
penelaahan dan penyusunan rekomendasi kepada pimpinan
langsung vang diukur dengan IKI bersifat output/ outcome;

(2) pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung kinerja LUnit
Eselon 1/Unit Eselon II terkait yang diukur dengan IKI mirroring
atas IKI unit yang selevel; dan

{3) penugasan strategis lainnya yang diberikan oleh atasan
langsung.

Cara penyusunan dan format SKP bagl pejabat dimaksud mengikuti
ketentuan yang berlaku bagi pimpinan UPK.

b) SKP CPNS

SKP CPNS berisi rencana hasil kerja, 1K1, dan perilaku kerja
sesual tugas dan fungsi pegawai atau berdasarkan penilaian
penvelesaian penugasan oleh atasan dengan periode penilaian sejak
pegawai mulai bekerja sampai dengan akhir periede evaluasi. SKP
CPNS tidak terikat dengan ketentuan jumiah minimal TKI.

c) SKP dan/atau dialog kinerja pegawai yang mendapat penugasan
tertentu, yaitu:

{1) Pelaksana Tugas (Plt.)

(a) Pegawai wang mendapatkan penugasan scbagai Pt
melalmikan dialog kinerja dengan atasan langsung darn
jabatan yang ditempati scbagai Plt. dimana pegawai
melaporkan kinerjanya sebagai Plt. untuk melakukan
klarifikasi dan penetapan ekspektasi pimpinan.

(b) Pegawai dan Pejabat Penilai Kinerja/atasan langsung dari
jabatan yang ditempati oleh Plt. melakukan dizglog kinerja
dan menyepakati hasil kerja yang merupakan kombinasi
dari hasil kerja pada jabatan definitif maupun pada jabatan
Plt. yang kemudian ditnangkan ke dalam dokumen SKP
dengan mengutamakan IKI yang cascade dari atasan. Dalam
penentuan hasil kerja utarma perlu untuk
mempertimbangkan jumlah batasan maksimal IKI pada SKF.

¢
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Squiad team

Pegawai yang ditugaskan dalam squad team melakukan dhalog
kinerja dengan atasan langsung pada unit asal dengan
ketentuan sebagai bertkac

{a) pegawal dan ketua tim menyepakati ekspeletasi Hasil Kerja
dan Perilaku Kerja dari sguad team dimana pegawai
ditugaskan; dan

(b pegawai menyampaikan masukan atas ckspektasi Hasil
Kerja dan Perilaku Kerja scbagaimana dimaksud pada butir
a) kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan
untuk memvalidasi penambahan penugasan dimaksud ke
dalam HKT.

Pegawai Kementerian Keuangan yang ditugaskan pada instansi
pemerintah lainnyva maupun di luar instansi pemerintah

(a) Pegawai Kementerian Keuangan yang ditugaskan pada
mstansi pemerintah

Pegawai meclakukan dialog kinerja dengan atasan
langsung unit penugesan  untuk mengklarifikas: dan
menyepakati ekspektasi terkait hasil kerja dan perilaku kerja
vang ditetapkan dalam dokumen SKP untuk kemudian
disampaikan kepada atasan langsung unit asal dan Biro
Sumber Daya Manusia Selretariat Jenderal,

(b Pegawal Kementerian Keuangan vang ditugaskan di luar
instansl pemerintah.

Pegawal melakukan dialog kinerja dengan atasan
langsung unit penugasan uniuk mengklarifikasi dan
menyepalkati ekspektasi terkait hasil kerja dan perilalou kerja
yang kemudian disampaikan kepada atasan langsung unit
asal untuk diletapkan dslam dokumen SKP oleh atasan
langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
linskungan Kementerian Keuangan.

{c] Pegawai Tugas Belajar

Pepawai vang melaksanakan tugas belajar melakukan
dialog kinerja dengan Pejabat Penilai Kinerja/atasan
langsung untuk menetapkan rencana hasil kerja dan [KI
pegawai tugas belajar dimalksud.

IKI pepawal lugas belajar merupakan ckspektasi atas
hasil evaluasi akademik, ketepatan wakiu kelulusan, serta
dapat ditambahkan dengan penugasan lain sclama pegawai
melakukan tugas belajar. Target IKI bagi pegawai tugas
belajar dapat dirumuskan secara bulanan.

Bagi pegawai tugas belajar yvang tidak memilika IPK,
melakukan dialog kinerja dengan atasan langsungnya dalam
menentukan IKI dan target IKI, serta apabila diperlukan
dapat didukung rekomendasi dari atasan langsung sebelum
pegawai tersebut menjalani tugas belajar. F
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Bentuk penugasan lain bagi pegawai tugas belajar dapat

berupa laporan analisa hasil pelaksanaan studi banding
terkait kebutuhan organisasi di luar tema tugas belajarnya
dengan memperhatikan beban studi dari pegawai yang
bersangkutan.

(d} SKP Pegawai Mutasi dan Promos:

ii.

Dalam hal terjadi perpindahan atau promosi pegawail
setelah dokumen SKP ditetapkan, maka pegawail yang
dipindahkan atau dipromosikan menyusun SKP baru
(SKP Komplemen) pada unit yang barm melalui dialog
kinerja untuk penetapan dan klarifikasi ckspcktasi
dengan Pejabat Penilai Kinerja pada jabatan baru.

Dalam hal terjadi perpindahan Pejabat Penilai Kinerja,
maka pegawai melakukan dialog kinerja dengan Pejabat
Penilai Kinerja baru untuk mendapatkan Kklarifikasi
terkait ekspektasi hasil kerja dan perilaku kerja serta
dapat melakukan penetapan SKP Adendum bila terdapat
perubahan K1/ target kinerja.

Pelaksanaan kinerja merupakan proses yang dilakukan oleh unit dan/atau
pegawai untuk mencapai target kinerja.

a. Pelaksanaan Kinerja Organisasi

Pelaksanaan ldnerja merupakan proses yang dilakukan unit untuk
mencapai target kincrja yang meliputi antara lain pelaksanaan insiatil
strategis, rencana aksi, serta rencana mitigasi risiko. Sclain itu, dalam rangka
pelaksanaan kinerja juga dilakukan proses pemantauan, pembinaan dan
perubahan Perjanjian Kinerja jika diperlukan,

1) Pemantauan dan Pembinaan Kinerja

Pemantauan kinerja merupakan aktivitas berkala untuk melihat
kemajuan pencapaian kinerja. Pembinaan kinerja merupakan aktivitas
pemberian bimbingan dan konseling kinerja dalam rangka mencapai
target dan meningkatkan kinerja antara lain merumuskan rencana aksi
sebagai tindakan korektif dan anitisipatif sebagai hasil pemantauan

ldnerja.

Pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja dilakukan secara
berjenjang paling sedikit setiap triwulan yang dilakukan melalui forum
Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Skema pelaksanaan dialog kinerja sebagaimana pada gambar sebagai

berikut:

é
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Gambar 15, Skema Dialog Kinerja Organisasi

Atasan

Bawahan

DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan UPK dengan
pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian
strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan
secara terstruktur dan berkala. DKO pada level Kementerian dapat
dipimpin oleh Menteri Keuangan atau Wakil Menteri Keunangan.

DKO dilakukan paling sedikit setiap triwulan dan dapat dilaksanakan
gsecara bulanan sesuai dengan kebutuhan organisasi. DKO  dapat
dilaksanaan bersamaan dengan forum lainnya. Sebagai contoh pada level
Kementerian, DEO dapat dilaksanaan bersamaan dengan Sleerng
Committes atau Asset Liability Commiltee. Ketentuan pelaksanaan DRO
antara lain:

a) Folkus pembahasan DEO lebih dititikberatkan pada isu stratcgis dan
risiko yang mempengaruhi kinerja organisasi ke depan, bukan pada
kinerja organisasi di masa lampau.

b Tahapan DEO

DKO terdiri dari 3 (tiga) tahapan wutama, yaitu persiapan,
pelaksanaan, serta tindak lanjut.
{1} Persiapan DKO
Pada tahapan ini, UPK menyusun laporan kKinerja vang paling
sedilgit terdiri dari NKO, penjelasan progres IKU, dan Laporan
Pelaksanan Inisiatil Strategis (1S). Khusus untuk penyelenggaraan
DEKQ level Kementerian, Koordinater Kinerja Orgamszsasi (KKO)
UPK-COne menyampaikan laporan kinerja UPK-One kepada

Sekretaris | Sekretariat Komite Manajemen Kinerja paling lambat
tanggal 14 April/Juli/ Oktober/ Januari tahun berikutnya,

(a) Nilai Kinerja Organisasi

i. UPK menghitung NKO berdasarkan realisasi kinerja
sesuai periode pelaporan pelaksanaan DRKO  dengan
melode sebagaimana diatur dalam keputusan Menten ini.

g
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Khusus untuk DKO yang dilaksanakan pada bulan

Januvari, UPK mempersiapkan hasil penghitungan NKO
periode tahun sebelumnya.

(b) Penjelasan progres IKU

Dokumen ini menjelaskan progres capaian kinerja, analisis
atas kinerja, dan rencana aksi yang akan dilakukan oleh
grganisasi.

i.

il.

Target, realisasi, dan indeks capaian kinerja

Data ini berisi informasi tentang kinerja organisasi dengan
membandingkan target dan realisasi IKU.

Analisis kinerja

Analisis

kinerja memuat pemahaman menyeluruh

mengenal pencapaian IKU dan 55, Kompoenen vang harus
dijelaskan mencakup paling sedikat:

L

L.

i,

v,

[su Utama yang memuat:

(1)

(i)

(i)

v

Fenjclasan isu yvang bersifat kritis dan prioritas
serta berdampak pada pencapaian 335 dan [KU
baik isu positif maupun negatif.

Isu positif merupakan peluang yang dapat
diambil organisasi untuk mencapai 58 dan [KU.

Isu negatif merupakan hal yang harus segera
diselesaikan lkarena berdampaek langsung
terhadap pencapaian 35 dan [KU organisasi.

Isu utauna diprioritaskan pada isu yang bersifat
internal Kementerian Keusngan, misalnya
terkait permasalahan organisasi, teknologi
informasi ([T}, proses bisnis, regulasi internal
dan lain-laim.

Implikasi, yvang memual penjelasan elek positif atau
negatif dari isu utama terhadap kemampuan unit
untuk mencapai 88, bukan negasi atau sama dengan
55 atau TKLL

Akar Masalah, yvang memuat:

(i)

(i

penjelasan  tentang akar masalah atau
hambatan yang menjadi penyvebab munculnya
isu utama vang bersifat negatif; dan

akar masalah vang disampaikan dipricritaskan
pada permasalahan yang bersifat  internal
Kementerian Keuangan, misalnva terkait
permasalahan organisasi, IT, proses bisnis,
regulasi internal, dan lain-lain.

Tindakan vang telah  dilaksanakan, yang
menjelaskan pelaksanaan Inisiatif Strategis (15],

2
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mitigasi risiko dan/atau tindakan lain dalam proses
pencapaian target. Komponen ini juga dapat diisi
dengan kemajuan rencana aksi pada laporan capaian
triwulan sebelumnya,

v. Rekomendasi rencana aksi, yang memuat:

(ij Penjelasan wusulan tindakan, I3, atau rencana
mitigasi risike untuk memastikan organisasi
mencapai kinerja diinginkan;

(ii) Tindakan sebagaimana dimaksud pada butir (1)
diutamakan bersifat non rutin atan kegatan
rutin yang lebih dipertajam kualitasnya untuk
mendongkrak kinerjs; dan

(iii) Penetapan penanggung jawab rencana aksi serta
periode pelaksanaannya.

Contoh format penjelasan progress [KU sebagai berikut:
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(¢} Laporan Pelaksanaan Inisiatif Strategis (1S)

Laporan ini berisi penjelasan pelaksanaan IS yang berisi
nama IS, progres pelaksanaan 13, status pelaksanaan I35,
progres penyerapan anggaran, serta rencana aksi.
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Contoh format laporan pelaksanaan 15 sebagai berikut:
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Progror el Triwufan __ Sl an
Feildaiai | I 5
i A g o ek b st i g olcgiones e Pagn Rasilusil
s gegia o b v ) [ e ¥ devied FAJ Sabir reolieoa 20 e s AELEER)
ot st oy v 1 vy mperiadi srinl il
m"'h, Maalih L 4 | Emnzana Sl I Porruam g g fuwswa e Peibinks
FAA MpaEn pren ke deabelun | bR me gy [l ereds
wrinh el iakeere O] | echuggmey fRewh | pes ko e
| rarkihaman v | [ =]
[ s ey EbTehr Lo el privaonl I_ﬂ- e i
| | sm e ety

Dalam persiapan DKQO, wunit
Pemantauan Kinerja dan Risiko

dapat
[LPKR)

menyusun Laporan
sesual kebutuhan

pimpinan atau organisasi, LPKR merupakan dokumen yang
memuat data informasi minimal terkait kinerja dan risiko UPK

secara terintegrasi.
Contoh format LPKR sebagai berikut:

Al pargelaran die geut dipacr kb dtah 1L, ik oo i b

T s
Rl T | iy Hm
e I L —
i S S | [P
e P s
] P
| ek |
— ey I !' Fr— ’
afule el nrran) fiehase predsaieg @i e die) Lajadan kiasg - I
[

LU L)

B Y T L
: o -
-
I [T] L

12} Pelaksanaan DKO

Dalam pelaksanaan DKO dilakukan:

(a) Qeerview seluruh capaian kinerja dan juga besaran risiko

organisast,
(b) Review Kinerja Tematik

Dalam rangka efektivitas pembahasan, maka pelaksanaan
DKO dapat difokuskan pada tema tertentu. Pembahasan
tematilk contohnya dapat dilakukan dengan berfokus pada

4
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salah satu program sesual Redesign Sistem Perencanaan dan
Penganggaran yvang menjadi perhatian pada periode tersebut.
(c) Penetapan Eencana Aksi
Berdasarkan informasi vang disampaikan dalam DKO yang
dilakukan, organisasi menyepakati rencana aksi untuk periode
berikutnya.
(d) Penyusunan Risalah Rapat dan Matnks Tindak Lanjuat

Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapal dan rencana
aksi yvang telah ditetapkan dituangkan dalam Matrik Tindak
Lanjut (MTL).

(3) Tindak Lanjut DKO

Tindak lanjut DEKO dilaksanakan dengan tahapan berikut:

(a] Menyusun dan mengomunikasikan rencana aksi
MTL dikomumkasikan kepada unit terkait sebagal penanggung
jawab rencana aksi untuk ditindaklanjuti.

(bl Melaksanakan rencana aksi dan menyusun laporan
Penanggung jawab rencana aksl berkewsajiban menjalankan
rencana aksi dan melaporkan perkembangan pelaksanaannya
sesuai periode pelaporan yang disepakati.

(c) Mumt::-rmg dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi

i. Pelaksanaan rencana aksi dimonitor oleh unit vang
ditunjuk pimpinan untuk mengoordinasikan
penyelesaian rencana aksi.

ii. Evaluasi pelaksanaan rencana aksi dilakukan dalam
forum dialog kinerja periode berikutnya.

2} Perubahan PK

al

k)

Perubahan Inisiatif Strategis

Perubahan inisiatil  strategis merupakan perubahan
output/sutcome, periode pelaksansan atau tfrajectory pada periode
vang akan datang. Perubahan inisiatif strategis dapat dilakukan setiap
triwulan berdasarkan hasil pemantauan dan pembinaan. Perubahan
inisiatif stratepgis dilakukan review dan disampaikan kepada pengelola
kinerja UPK di atasnya.

Perubahan Manual IKU

Komponen yang terdapat dalam manual KU dapat dilakukan
perubahan tanpa disertai oleh adendum Perjanjian Kinerja.
Perubahan manual IKU tidak dapat dilakukan untuk mercvisi target
dan capaian IKU vang telah memiliki realisasi.

Perubahan manual IKU disepakati oleh pemilik IKU dan pirmpinan
UPK di atasnya serta disampaikan oleh pengelola kinerja UPK kepada
pengelola kinerja UPK di atasnya.

Adendum Perjanjian Kinerja
Adendum PK merupakan perubahan sebagian informasi pada PK
vang telah ditandatangani baik meliputi 88, IKU, target IKU, trajectory

target, dan inisiatif straregis. Beberapa hal yang dapat menjadi dasar
adendum antara lain: F
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(1] Perubahan ketentuan perundangan-udangan, antara lain
perubahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja
MNepara atau perubahan organisasi (reorganisasi) berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata
Eclola; dan/atau

(2] Kcbijakan atau arahan pimpinarn.

Perubahan organisasi (reorganisasi) yang mengakibatkan perliu
dilakukannya adendum PK yaitu reorganisasi dengan kriteria:
(1) tidak menyebabkan pembentukan unit baru pada level UPK, yang

diakibatkan oleh pemisahan/pemecahan, penggabungan, atau
perubahan tugas dan fungsi UPK; dan/atau

(2) tidak mengakibatkan perubahan nama unit organisasi pada level

UPK.
Adendumn PK mengikuti ketentuan sebagai berikut:

(1} Tidak merevisi target dan capaian KU yang telah memiliki
realisasi;

(2] Wajib dilakukan apabila capaian IKU pada periode berjalan telah
mencapai/ melebihi target periode berikutnya kecuali untuk 1KU
tahunan yang telah tercapai dan memiliki target maksimal;

(3] Peretapan adendum dilakukan oleh pimpinan UPK di atasnya
setelah direvin oleh pengelola kinerja organisasi UPK di atasnya;

(4] Ketentuan jumlah IKU dalam adendum PK memperhatikan batas
jumlah 1KU sesuai level UPK;

(5] Target kinerja pada adendum PK memperhatikan periode wakiu
pelaksanaan PK dan disesuaikan dengan upaya pencapaian
target tahunan unit di atasnya.

4
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Contoh Format Adendum PK sebagai berilout:

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA
NOMOT: cicoeerenes (diisi nomor Aderndum PK*)

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja nomor
......... (diisi dengan nomor PK awal tahun) tanggal ......... [diist dengan tanggal
penandatanganan PK awal tahun), dengan rincian sebagal benkut;

4. Sebelum:

Perjanjian Kinerja yang diubah)
b. Menjadi:

Perjanjian Kinerja setelah perubahan)

veerey [diis nama jabatan alasan langsung
permilik PK)

«eee [diisi nama pejobat atasan langsung
pemilik PK}
NP

....................... (diisi rincian isi

....................... fdiisi rincian ist

way oo (ditsi tempat dan tanggal
penandatangan PK)

ooy (diisi noma jobaton pemitlik PK)

..... (diizi rama pefabaly pegadal
pemilik FK)
NIP

Ketentuan Penomoran Adendum PK schagai benkut:

Adendum Adendum Kedua | Adendum Ketiga Adendum Ke-n
Pertama
Nomor Urut Unit | Nomor Urut Unit | Nomor Urut Unit | Nomor Urut
pada PK pada PK pada PK Unit pada PK
ditambah dengan | ditambah dengan | ditambah dengan | ditambah
hurul Latin huruf Latin huruf Latin dengan huruf
pertama yaitu "A" | kedua yaita "B” ketiga yaitu “C” Latin ke -n

Contoh Pengkodean Adendum scbagai berikut:

Perjanjian Kinerja
Awal Tahun Adendum Pertama

Aden du_m
Adendum Kedua Ketiga ‘

2/KN/2022 2A/KN/ 2022

2B /KN /2022 2C /KN /2022 |
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3) Penctapan Perjanjian Kinerja Baru
Penetapan PK baru merupakan proses penciapan PR yang dilakukan
pada tahun berjalan wyang disebabkan karena adanya perubahan
organisasi (reorganisasi] berdasarkan peraturan perundang-undangan
dengan kriteria:
(a) menyebabkan pembentukan unit baru pada level UPK, yang

diakibatkan oleh pemisahan/pemecahan, penggabungan, atau
perubahan tugas dan fungsi UPK; dan/atan

[b) mengakibatkan perubahan nama unit organisasi pada level UPK,

Ketentuan terkait penetapan PK yvang dilakukan pada awal tahun
berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan PR bara.

Centoh: Kanwil A dipecah menjadi Kanwil B dan C, maka PK Kanwil
A berakhir pada saat terbentuknya Kanwil B dan C. Sclanjutnya Kanwil B
dan C menyusun PK baru unit masing-masing,.

b. Pelaksanaan Kinerja Pegawai

Dialam manajemen kinerja, dialog kinerja pegawai memiliki peranan yang
sangat penting sebagai media komunikasi antara atasan langsung dengan
pegawal vang meliput: perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi
kinerja, dan tindak lanjut dalam rangka mencapai target hasil kerja dan
perilalu kerja untuk mendukung kinerja organisasi yang diselenggarakan
secara langsung/ tatap muka dan/atau tidak langsung/menggunakan media
tertentu. Di lingkungan Kementerian Keuangan dialog kinerja dituangkan
dalam Dialog Kinerja Individu (DKI) vang dilakulkan setiap bulan atau secara
insidental dan dilaporkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 [tga) bulan
melalui aplikasi manajemen kinerja pegawai.
1] Pemanfaatan DKI

DK dimanfaatlkan untuk keperluan sebagai berikut:

a] Penyusunan rencana kinerja

DKI dimanfaatkan untuk menyepakati rencana hasil kerja, target
hasil kerja ,dan perilaku kerja yang tertuang pada SKP.

b} Pelaksanaan rencana kinerja, pemantauan, dan pemberian umpan
balik berkelanjutan, serta pembinaan kinerja

DKI dimanfaatkan untuk memantau dan mengevaluasi capalan,
implementasi strategi pencapaian target kinerja periode sebelumnya
beserta hambatannya bersama atasan langsung serta menyepakati
target dan strategi pencapaiannya berdasarkan hasil evaluasi apabila
terdapat perubahan.

c) Pengembangan kompetensi pegawai

DKI dimanfaatkan untuk mengevaluasi pengembangan kompetensi
pegawal yang telah dilaksanakan sebelumnya, dan peayusunan
pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan hasil evaluasi
kKiner)a.
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Rencana pengembangan karr pegawsai

DKl dimanfaatkan untuk penyusunan dan pengisian rencana
pengembangan karir individu sebagaimana diatur dalam kebijakan

manajemen karir,

Ruang Lingkup dan Pelaksanaan DKI

a)

b

d)

Perencanaan Sasaran Kinerja Pegawai

Dialog antara atasan langsung dan pegawai dalam penentuan SKP
merupakan tahap awal dari DEl. Pada tahap ini terjadi dialog yang
menghasilkan kesecpakatan atas SKP dan rencana aksi (action plan)
vang akan dilakukan.

Pelaksanaan Rencana Kinerja

Dalam rangka pencapaian SKP vang telah ditetapkan, pegawai
melaksanakan rencana-rencana aksi yang telah disepakati sebagai
upaya pencapaian hasil kerja yang tertuang pada SKP.

Pemantauan Kinena

Pemantauan Kinerja merupakan proses vang dilakukan oleh atasan
langsung untuk mengamati pelaksanaan rencana aksi oleh pegawai.
Pemantauan kinerja dilakukan terhadap proses dan/atau realisasi
atas hasil kerja dan perilaku kerja yang dilakukan setiap bulan atau
secara insidental dan dilaporkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3
(tiga) bulan melalui aplikasi manajemen kinerja pegawai.

Pemberian Umpan Balik Berkelanjutan

Umpan balik bherkelanjutan merupakan komponen dalam
pengelolaan kinerja pegawai yang bertujusn untuk menyediakan
informasi dari berbagai pihak yang dibutuhkan pegawail untuk
meningkatkan kinerja yvang dilakukan secara insidental dan/atau
triwulanan yvang dapat diberikan secara langsung/ tidak langsung.
Dokumentasi umpan balik berkelanjutan dapat dilakukan secara
insidentil /berkala pada aplikasi manajemen kinerja pegawai.
Pemberian umpan balik berkelanjutan dilakukan dengan mekanisme
scbhagai berikut:

(1} Pemberi Umpan Balik

Umpan balik berkelanjutan terhadap hasil kerja dan perilaku

kerja diberikan secara menyeluruh yang terdiri dari:

fa) Atasan langsung wajib memberikan umpan balik
berkelanjutan kepada pegawainya;

(bj Rckan kerja setingkat, pegawal di bawahnya dapat
memberikan umpan balik berkelanjutan atas perilaku
kerja;

fc) Bapi pegawai tugas belajar, umpan balik berkelanjutan

dapat diberikan cleh pimpinan institusi dimana yang
bersangkutan melaksanakan tugas belajar, tenaga

¢
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pengajar/ pembimbing, rckan sclama perkuliahan,
dan fatau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas belajar Pegawai melalui rekomendasi kepada atasan
langsung dari pegawai;

(d} Bagi pegawal vang merupakan anggota sgquad leamn dan
pejabat fungsional, umpan balik diberikan oleh atasan
langsung dari pegawai berdasarkan rekomendasi dan ketua
tim untuk hasil kerja dan perilalu kerja dan anggota tim
lainnya dapat memberikan umpan balik terhadap perilaku
kerja.

Tindak Lanjut Terhadap Umpan Balik

Berdasarkan hasil Umpan Balik Berkelanjutan, atasan langsung
dapat mengetahui pegawai yang:

(a] Menunjukkan kemajuan kinerja, schingga atasan langsung
dapat memberikan apresiasi/penghargaan/ pengembangan
lainnya termasuk mendapatkan kesempatan pembinaan
kinerja atas inisiatif sendiri; atau

jb) Tidak menunjukkan kemajuan kinerja, schingga atasan
langsung dapat:

i. melakukan atau mengusulkan pembinaan kinerja;
danfatau

ii. melakukan penyvesualan dukungan sumber daya.

Pelaksanaan Pembinaan Kinerja

Pembinaan Kinerja dapat dilakukan berdasarkan hasil umpan balik
berkelanjutan atasan langsung atau berdasarkan inisiatil dari
pegawai. Metode pelaksanaan pembinaan kinerja dapat dilakukan
denpan cara sebagai berikut:

(1)

(2)

Pembinaan kinerja personal

Pembinaan dilaksanakan dengan cara diskusi one on oneantara
atasan langsung dan pegawal untuk menyusun strategi dan
mengidentifikasi hambatan dalam pencapaian target kinesja
serta memperolch kesepakatan guna menentukan rencana aksi
masing-masing pegawai.

Pembinaan kinerja kelompok

Pembinaan kelompok merupakan diskusi one o many antara
atasan langsung dan para pegawai pada unit kerja berkenaan
yang diatur sebagai berikut:

(a) Jumlah minimal pegawai dalam setiap pelaksanaan
pembinaan kelompok sebanyak 2 (dua) orang dan jumlah
maksimal sebanvak 15 (lima belas) orang Jika pegawai
berjumlah 30 (tiga puluh) orang, maka pembinaan
kelompok dapat dibagi menjadi 2 [dua) sesi.

(b) Dalam sesi pembinaan kelompok atasan langsung harus
berfolcus pada:

| =
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i. Target (goal setting) dari masmng-masing pegawai,

ii. Kemampuan pegawal dalam pencapaian target
schingga atasan langsung selaku Pembina scharusnya
dapat menentukan pegawai mana saja vang harus
diprioritaskan pembinaannya;

iii. Tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pegawai; dan

iv. Pengembangan kompetensi bagi  masing-masing
pegawai bila dibutuhkan.

Atasan langsung memiliki tanggung jawab untuk dapat
memberikan ruang kepada setiap pegawai dalam
pembinaan kelompok untuk berkontribusi dalam dialog
dan menciptakan ildim untuk saling percaya, saling
memaotivasi, serta saling menjaga kerahasiaan,

Bentuk Pembinaan Kinerja terdiri dari Bimbingan Kinerja (Coaching,
Mentoring, dan Formal/nformal Troining), dan Konseling Kinerja
dengan penjelasan sebagai benkut:

{1} Bimbingan Kinerja

Bimbingan Kinerja merupakan suatu proses yang dilakukan
oleh atasan langsung dalam rangka mengetabui dan
mengembangkan  kompetensi  pegawai  serta mencegah
terjadinya Kegagalan kKinerja.

(a) Pemberi Bimbingan Kinerja

Bimbingan Kinerja dapat diberikan cleh atasan langsung
pegawai, peers atau pihak lain yang diberikan penugasan
khusus apabila diperlukan.

(B} Bentuk Bimbingan Kinerja

Bimhbingan Kinerja dapat berupa:
. Coaching

Coaching merupakan aktivitas bertanya antara atasan
langsung atau pihak lain yang mendapatkan penugasan
khusus (coach) yang bertwjuan untuk mendapatkan
strategi atas pemecahan suatu masalah dengan menggal
kemampuan yvang dimiliki pegawai. Metode komunikasi
vang digunakan oleh coach lebih dominan dengan
bertanya (asking).

i) Tujuan coaching
(i) Pecgawai mampu menemukan stratcgi untuk
pemecahan masalah;
(i) Pegawai mampu menggali kemampuan dalam
dirinya; dan
{iiij Pegawai berlaku lebih bertanggung jawab dalam
pencapaian tujuan,
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ii) Tahapan coaching
(i) Pre-coaching

Tahap awal dari pembinsan kinerja dalam

bentuk coaching yakni melakukan identifilasi

kebutuhan. Identifikas: tersebut dapat berasal

dari atasan langsung atau inisiatif pegawai.

Pada eoaching vang diselenggarakan atas

inisiatif atasan langsung, atasan dapat

mengkomunikasi adanyva kebutuhan coaching.

Pada coaching vyang diselenggarakan atas

inisiatif pegawai, pegawal dapat

menyvampaikan kebutuhan coaching berkenaan

kepada atasan langsung Pada tahap pre-

coaching, atasan langsung meminta pegawai

mengisi formulir IPR (Individual Performance

Review| vang berisi;

a. Profil pegawai, nilai perilaku kerja dan
prestasi individu;

b. Progress atau capaian hasil kerja/IK] dan
nilai perilaku kerja;

c. Masalah atau hambatan yang dialami
pegawai;

d. Penycbab dari masalah atau hambatan
tersebut; dan

e. Alternatid solusi atau wusulan strateg
penyelesaian untuk mengatasi kendala
atau kesulitan tersebut (apabila terdapat
alternatif solusi yang akan diusulkan).

=
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Berikut contoh format mdividual Performance Review (IPR):

FORMAT INOIIBLAL ATRFORLAANET MEVIEW [P0

BLILA M TAHUN-:
FlAMAS i LT ESELDHS IV
P : LF4IT ESELDN 11
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([ ]
K12 foor eunlyetar i e TN
IF.lfl T et doaadateed frpeiny i Dot plioy
KR Lt
FEAILAXL KERLA, B
Capaan Fada Feriode Urnpan Balik kpndala/Hambatan Usulan Sbrateg
i kn | Feb | My | Apr | . | D& berkelanjutin®™ dar Perrpebabivas Prnyeiesaians
Wahssfacpak 1
Yahsyfapak 2 PG dumtuaror yeene e
Walsefmipek 3 Pl e bigalin) |l och bt
Wahes/sapnk Ge, ..
LISLILAN FELATIEAN [ TRAMNG]
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K Lan
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Narma Pegaaalistasan Langaeng***
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* Dupst dits] eheh yang mangesulkan
*= Umpar baiik dari paaiuator
== plama inisgtorpembuat IPR
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(ii) Pelaksanaan coaching

Pada pelaksanaan coaching, atasan langsung
atau pihak lain yang diberikan penugasan
khusus antara lain:

1. Melakukan evaluasi formulir IPR yang
telah dibuat oleh anggota.

2. Menggali permasalahan dan hambatan
yang dihadapi pegawai berkaitan dengan
metode kerja, proscs kerja, dan kualitas
kerja menggunakan metode bertanya
(asking).

3. Berempati dengan permasalahan yang
mungkin dihadapi pegawai.

4. Mendiskusikan alternatif solusi/strategi
penyelesaian atas permasalahan yang
dihadapi pegawal secara positif.

5. Pelaksanaan coaching membutuhkan
keterbukaan pegawal atas permasalahan
atau kendala yang dihadapi maupun
progress kinerja yang telah dicapainya.

6. Menggunakan teknik coaching yang
dikuasai,
(iii) Pasca coaching

Setelah coaching selesai dilaksanakan, atasan
langsung atau pihak lain yang diberilkkan
penugasan khusus dan pegawal mengisi dan
menandatangani laporan pelaksanaan
codching termasuk kesepakatan rencana aksi
terkait peryelesaian target kinerja maupun
pengembangan diri pegawai.

Berikut contoh format pasca Pembinaan
Kinerja yang dapat dipakai sebagai laporan
pembinaan Kinerja dalam bentuk Coaching,
Mentoring ataupun Counsellirng dan
disesuaikan dengan Pembinaan Kinerja yang
dilakukan.

¢



LAFORAN FELAKSANAAN PEMBINAAN TINERIA
COACHING S MENTORINGCOUMSELING®

Targga! Pelaksanzsn |
|dewtizas Pegawal dentiias Parrdina
Fara H Mama
rar i HIF
lahatan = labatan
Ui Esclon Assl ! Unit Exelon Asal
HESIMPLILAM SINGKAS }
BESEPAKATAN RENCANA MRS {ACTION PLAN)
HASIL KERL,
Sumib=r Caye Yang Evaluasi Permibeng
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WALLE 05T | B '
Ted Perzeduan Pepawsn TidsPerselepian Pembina
Miza Pegividi Hama Pemsing
*Piih wlah s=w
=% Chnck dilakukany'talak
1. Mentoring
Mentoring merupakan aktivitas untuk  berbagi

pengetahuan dan pengalaman dari atasan langsung atau
pihak lain vang diberikan penugasan khusus (mentor
vang berpengalaman/ahli pada sebuah bidang yang
ingin dipelajari oleh pegawai (menteg). Metode
komunikasi wvang digunakan lebih  dominan
penyvampaikan informasi (felling). Tujuan mentoring:

1) Pegawai mendapatkan dan mermliki keahlian dalam
bidang vang bara.

ii) Pegawal mampu mengurangi potensi kesalahan
yang mungkin terjadi di masa mendatang.
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Mentoring kinerja dapat dilakukan antara pegawai
dengan atasan langsung atau rekan kerja (peers) dalam
tim kerja wyang memiliki keahlian tertentu, dengan
tahapan menforing sebagal berikut:

1

Pre-mentorng
Tahap awal dari pembinaan Kinetja dalam bentuk
mentoring yakni melakukan identifikasi kebutuhan

mentoring. ldentifikasi tersebut dapat berasal dari
atasan langsung atau inisiatif pegawai.

Pada mentoring atas inisiatif atasan langsung,
atasan langsung dapat mengomunikasi adanya
kebutuhan mentoring serta meminta pegawal
mengisi PR (Individual Performance Review)
schagaimana format IPR untuk kebutuhan Coachirg
dan mengisi formal pengajuan mentoring.

Sedangkan mentoring atas inisiatil sendin dumulaa
dengan pegawal menyusun rencana aksi unfuk
mengidentifikasi:

(i) Twjuan pelaksanaan merntoring;

(ii) Keahlian dan/atau keterampilan spesiik apa
yang ingin/akan dikembangkan;

(i) Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk
mengembanglkan keahlian dan/atau
keterampilan terscbut;

(iv) Rekomendasi mentor yang diinginkan pegawai
{misalnya atasan langsung atau peers);

(v) Jangka waktu mentoring,

(vi} Perubahan apa vang diharapkan atasan
langsung dengan adanya mentoring, dan

{vii) Ukuran keberhasilan mentoring.
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Berikut contoh format pengajuan mentoring.

idenias Pegawai
NamaA

RIP

Jabatan :
Uit Eselon Asal, :

FOEMULIR PENGAJUAN MENTORING

Idmnkitas Adaian Lamgiang Tarpet Menbor (Akazan Langsungy) Paan
Hama Hama

HIF HIF

Jakatan Jabatan

Unil Esslon Asal. Unit Eselan fsal, |

MerAcring : Alas Inisiatl Senceiy fekomendas ftasen Langrung®®

Taajugan,

Leteramepitan Spastik Tekwis/Keahlion 'Yang Akan Dikembanghan. -

Jangka Wakty Manjoring. -

Tarupal Wi 50 Selesai, -

Msteri Mentoring

Fiwien 1

Target

e Wkyran Knkarhadilan

Fein i ks

Fiartarl 2, Dsx

Perubahan yang divarapkan
MdASAn FEF‘HII

Ttd Pemohon

HNama Pegowss

TidfFersetajuan Fimpinan Langsang
Nama Atamn langsung

Tad/Peretujuan Mentor®
Kama Alasan Langsung

* Apainia menles bukan alasan [angsing

** Pilth safah satu

i)

Pclaksanaan mentoring

Pelaksanaan mentoring secara garis besar memiliki
kesamaan dengan pembinaan kinerja dalam bentuk
coaching. Namun perbedaan dari pembinaan kinerja
dalam bentuk mentoring yakni pegawai mempelajari
hal spesifik/ teknis dari mentor yang merupakan
ahli dalam bidang tertentu. Teknik vang digunakan
oleh mentor mengutamakan adanya pemberian
informasi (telling) dan pendampingan berdasarkan
keahlian darn mentor.

Pasca mentoring

Setelah mentoring selesai dilaksanakan, atasan
langsung, atau rekan kerja {peers] dalam tim kerja
yvang menjadi mentor dan pegawai mengisi serta
menetaplan laporan pelaksanaan mentoring.

¢
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L.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tcknis pelaksanaan,
metode dan bentuk mentoring mengacu pada peraturan
perundang-undangan dan/atau ketentuan vang berlaku
di Kementerian Keuangan.

Formal dan Informal Training

Formal dan Informal Training merupakan strategi
pencapaian target/ action plan dan pelaksanaan coaching
dan mentoring atau dapat dilakukan secara langsung
berdasarkan umpan balik berkelanjutan. Kebutuhan
dan realisasi pelalksanaan Formal dan fformal Training
dapat didiskusikan lebih lanjut antara pimpinan dan
angopta. Pengaturan lebih lanjut terkait bimbingan
kinerja dalam bentuk Formal dan Informal Training
mengacuy pada ketentuan terkait pengembangan
kompetensi yvang berlaka di lingkungan Kementerian
Keuangan,

c) Setelah pelaksanaan bimbingan kinerja, maka:

L

L.

1il,

iv.

Pegawai mengisi dan menetapkan format umpan balik
pelaksanaan hbimbingan kinerja yang kemudian
diserahkan kepada atasan dari atasan langsung.

Amasan langsung atau pihak lain yang diberikan
penugasan khusus membuat evaluasi atas Bimbingan
Kinerja.

Atasan langsung melaporkan rekeman informasi hasil
pelaksanaan dan evaluasi bimbingan Kinerja kepada
atasan dari atasan langsung dengan  tetap
memperhatikan kershasiaan,

Atasan dari atasan langsung, PyB, dan/atau pimpinan
unit kerja vang membidang pengelolaan kepegawaian
menentukan tindak lanjut yang dibutuhkan
berdasarkan rekaman informasi hasil pelaksanaan
Bimbingan Kinerja dan evaluasi sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

A
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Berikut contoh format umpan balik pelaksanaan Pembinaan Kinerja:

Targzal Pelaldamsan

FORMILILIR EVALLUASH URIPAN B LIK PERSEINAAN KIRERLS,

Idenias

entitas Fagaswal Coachy Pl i ounseine
Hama Mama 1
MIF KiP
labatan Fabuasen I
Unit Esglon Asal. Unil Esean hsal |
i Dinensi Iteen Jmwakan®
1. Says merasa terbasiu dergan proses CAMSC o 1-3-34-5
Enpuasan Pegawal 2. Saya mos didengarian dan dipahamsi = Leided4.5
3. Saya mevasa bebas meagenukakan pemikican LT 345
A Begiatan bni membanty saya menca sohei dan gk ndak bl 12345
Eompeierss %, CoachyMemtor Counselor m;r[l_ilkl Igﬂrﬂpﬂﬂﬂl,nnammn:d:i 52345
Conchffenter/Counsalor | 5 poeees diabop, dilakekan dengan konstnaktil berdasarian dati dukang 12348

* psterpngan skala penlisar 1 kusang sebapu) sfd 5 [Lrdal semju]

Shrarimaiukan umum

(U pypoaa IV TSR DT norasy Ao peTalie kinga)

(2}

Konseling Kinerja

Konseling Kinerja merupakan proses identifikasi  dan
penyelesaian masalah perilaku kerja pegawai yang menghambat
tercapainya target kinerja dan dilaksanakan secara individual
dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan tanggung

jawab.

(a) Tahapan Konseling Kinerja:

Pre-Konseling

Tahap awal dari pembinaan kinerja dalam bentuk

konscling wvakni melaltukan identiikasi kebutuhan

konseling. Identifikasi tersebut dapat berasal dari atasan
langsung atau inisiatil pegawai

Pada identifikasi kebutuhan konseling kinerja pegawai

atas inisiatif atasan langsung, maka:

i) Identifikasi pegawai yang memiliki permasalahan
perilaku kerja dilakukan oleh atasan langsung/
Pejabat  Penilai  Kinerja berdasarkan  hasil
pemantauan kinerja dan pemberian umpan balik
berkelanjutan dari berbagai mhalk.

i} Apabila perilaku kerja telah dinilai atau berpotensi
menghambal pencapaian kinerja pegawai, tim kerja,
dan/atau kincrja unit kerjanya, maka atasan

A
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langsung/Pejabat Penilai Kincrja wajib

mengomunikasikannya kepada pegawal untuk
dilakukan konseling kinerja.

Sedangkan konseling atas inisiatif sendiri dimulai
dengan pegawai melakukan penilaian  diri/ self
assessment mengenai perilaku kerja atau permasalahan
vang dialami dan berpotensi mengganggu tercapainya
target kinerja. Apabila pegawal memilih atasan langsung
untuk mendapatkan layanan konseling kinena,
keinpinan tersebut dapat disampaikan untuk kemudian
mendapatkan penjadwalan dari atasan langsung selaku
konszelor. Konseling atas inisiatif sendiri dapat juga
diberikan dengan pilihan layanan konseling yang
tersedia di Kementerian Keuangan,

Pihak vang melakukan konseling kinerja
Konseling kinerja dapat dilakukan oleh:

i) atasan langsung scbagai Pejabat Penilai Kinerja
yang telah memperoleh pelatihan konseling, dan
dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menter
iris

iij pejabat yang memiliki fungsi membernkan konseling
vang dilaksanakan dengan mengacu pada
peraturan perundang-undangan dan/atau
ketentuan vang berlaku di lingkungan Kementerian
Keuangan; atau

iii) Konselor independen yang ditetapkan oleh Umit
Kerja yvang membidangt pengelolaan kepegawman,
vang dilaksanakan dengan mengacu pada
peraturan perundang-undangan dan /atau
ketentuan yvang berlaku di lingkungan Kementetian
Keuangan.

Pelaksanaan konseling kinerja oleh atasan langsung

Dalam pelaksanaan konscling, atasan langsung
melakukan hal antara lain:

i Mempelajari  data  identifikasi  permasalahan
perilaku kerja pegawai;

iij Membangun hubungan positif dan
menginformasikan bahwa konseling dilaloukan
berdasarkan asas kerahasiaan dan tanggung jawalb;

iii) Mendengar aktif dan berempati dengan
permasalahan perilalln kerja yang dihadapi
pegawai,

iv] Menggali permasalahan dan hambatan yang
dihadapi pegawail berkaitan dengan perilalm kerja;

£
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v}  Mendiskusikan alternatif solusi atas permasalahan
perilaku kerja vang dihadapi pegawai; dan

vi) Menumbuhkan keterbukaan pegawai atas
permasalahan perilaku kerja atau kendala yang
dihadapi  untuk meningkatkan  efcktifitas
pelaksanaan konseling.

Pasca konseling

i} Setelah konseling kinerja sclesai dilaksanakan,
konselor atau pihak yang memberikan konseling
kinerja mengisi dan menetapkan format rekaman
informasi hasil konseling kinerja serta membuat
rekomendasi atau melakukan ecskalasi kasus
apabila dibutuhlkan;

i) Dalam hal dibutuhkan dan dengan memegang
prinsip kerahasiaan:

(i) Rekaman nformasi hasil konseling kinerja
dilaporkan oleh atasan langsung sebagai
Pejabat Penilai Kinerja kepada atasan dari
atasan langung sebapai Pejabat Penilai Kinerja.

(i) Atasan dari atasan langsung sebagai Pojabat
Penilai Kinerja, PyB, dan/atan pimpinan unmt
ketja yang membidangi pengelolaan
kepegawaian menentukan tindak lanjut yang
dibutuhkan berdasarkan rekaman informasi
hasil konseling kinerja sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan,

(b} Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis konseling mengacu
pada peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan
yang berlaku di Kementenian Keuangan.

(3) Perubahan SKP dan Manual [KI

(a] Perubahan SKP
Perubahan SKP dapat dibagi menjadi SKP Adendum dan SKP

Komplemen:

SKP Adendum

SKP Adendum merupakan perubahan sebagian atau
keseluruhan informasi pada SKEP yang telah ditetapkan
meliputi rencana hasil kerja (utama dan tambahan), 1K1,
target, dan/atau komponen lain yang terdapat dalam
farmat SKP. SKP Adendum tidak merevisi tarpet dan
capaian IKI yang telah memilili realisasi.

Beberapa hal yvang menyebabkan perubahan berupa
Adendum SKP antara lain:

i Adendum Perjanjian Kinerja bagi Pimpinan UPK;

ii) Ketentuan perundang-undangan, kebijakan atau

£
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arahan pimpinan;

iii)y Perubahan beban kerja yang disebabkan oleh
perubahan jumlah pegawal pada level pelaksana
dalam satu lingkup eselon IV atau lingkup
fungsional;

iv)] Penambahan penugasan vyang termasuk dalam
komponen HKT;

v} Pegawal vang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas
(FIL.);

vi] Pepawai vang tidak bekerja penuh dalam periode
penilaian karcna cuti bersalin, cuti salat, dan cuti
besar minimal 2 (dua) bulan; dan

wi) Perubshan Pejabat Penilai Kinerja (apabila terdapat
perubahan IKIftarget kinenjal.

Adendum SKP dilaksanakan berdasarkan persefujuan
dan validasi atasen langsung sebagai dan pengelola
kinerja pada masing-masing Unit.

SKP Komplemen

SKP Komplemen merupakan penetapan SkP kembali
karena terdapat perubahan menyeluruh pada SKP yang
telah ditetapkan pada awal tahun. Penyusunan SKP
Komplemen merupakan hasil kesepakatan pada dialog
kinerja dengan Pejabat  Penilai  Kinerja dan
disetujui/ direviu oleh pengelola kinerja organisasi di unit
masing-masing.

Beberapa hal yang dapat menjadi latar belakang
penyusunan SKP Komplemen antara lain:

i) Perubahan arganisasi (reorganisasi) dan
nomenklatur yang mengakibatkan perubahan
keseluruhan tugas dan langsi;

iij Pegawai vang mutasi/promos dalam lingkungan
Kementerian Keuangan,

iii) Pegawai yang pada tahun berjalan ditugaskan pada
Instansi Pemerintah  atau di luar Instansi
Pemerintah,

iv)] DPegawaiyang sebelumnya ditugaskan pada Instansi
Pemerintah atau di luar Instansi Pemerintah
kemudian kembali bertugas di Kementerian
Keuangan; dan

v) Pegawai yang memulai atau kembali dan tugas
belajar. f[
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Evaluasi Kinerja
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Penetapan perubahan SKP dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:

L

il

ii.

.

Batas wakiu penetapan Perubahan SKP

Penctapan perubahan SKP dilakukan paling lambat 15
(lima belas) har kalender sejak perubahan organisasi
atau pegawal mulai bekerja.,

SKP sebelum dilakukan Perubahan SKP

SKP awal scbelum dilakukan perubahan SKP harus
dilaporkan realisasinya dan dievaluasi oleh atasan
langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerjanya.

Perubahan terkait dengan IKl danj/atau target 1KI
Cascading Peta terlebih dahulu disetujui oleh pimpinan
UPK sctelah direviu cleh pengelola kinerja organisasi
leve! diatasnva.

Pencantuman trajectory target pada SKP komplemen
memperhatikan periode sebelumnya, schingga target
IKI pada SKP Komplemen dapatl dibandingkan dengan
target/ realisasi dengan periode yang sesuai,

Perubahan Manual Indikator Kinerja

Komponen yang terdapat dalam manual Indikator Kinerja
dapat dilakukan perubahan tanpa disertai perubahan SKP.
Usulan perubahan manual Indikator Kinerja tidak merevisi
target dan capsaian yang telah memiliki realisasi, serta
komponen lain dalam [ormat SKP.

Perubshan manual Indikator Kinerja dilakukan sesuai
mekanisme sebagal berikut:

Pemilik manual Indikator Kinerja menyampaikan
usulan perubahan manual Indikator Kinerja kepada
pengelola kinerja di unit masing-masing berdasarkan
kesepakatan dengan atasan langsung sebagai Pejabat
Penilai Kinenja.

Manual Indikator Kinerja tersebut disetujui dan
divalidasi oleh atasan langsung sebagai Pejabat Penilai
Kinerja dan pengelola kinerja di unit masing-masing.

Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan

evaluasi kinerja pegawai.

a. Ewvaluasi Kinerja Organisasi

Evaluasi kinerja organisasi menghasilkan 3 (tga) jenis oufput, yaitu Nilai
Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan kualitas
Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Cara
penghitungan ketiga ouiput berkenaan dilakukan sesuai mekanisme sebagai

berilout:

£
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1] Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang

ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot
perspekal.

Tahapan penghitungan NKO dimulai dengan identifikasi raw data,

menghitung realisasi IKU, indeks capaian TKU, nilai sasaran stratcgis,
nilai perspektif, hingga mendapatkan NKO.

a

Dj

Raw Data (Data Mentah Realisasi)

Rarwr data atau data mentah realisasi merapakan sekumpulan
data mentah perhitungan atas objek yang diukur dalam satuan
pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Data tersebut diolah
untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai formula dalam manual
IKU.

Contoh:

IKU “Persentase realisasi penerimaan negara” memiliki data mentah
schagai berilout:

Komponen Target Realisasi
Penerimaan Pajak 1.577,56 T 1.332,06 T
 Penerimaan Bea dan Cukai 208,82 T 213,27 T
PNEBP 378,20 T 405,03 T
Jumlah Penenimaan Negara 2.164,67 T 195036 T
Realisasi KU

Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan row data
berdasarkan formula dalam manual KU,

Contoh:

IKU “Persentase realisasi penerimaan negara”™ memiliki formula
dalam manual IKU sebagai berikut:

L Penerimaan negara / Target penerimaan negara x 100%
Sesusi data mentah, maka realisasi [KU - (1.950,36/2.164,67) x
100% =90, 10%

Penghitungan realisasi IKU harus memperhitungkan:

(1) Konsolidasi periode.

(2) Konsolidasi lokasi, apabila suatu TKU di cascade secara indirect
method.

Contoh:
IKU “Persentase realisasi penerimaan negara” memiliki formula:

£

L Penerimaan negara / Target penerimaan negara x 100%
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[KU in1 memihk jems konsolidasi periode take last known value dan
metode konsolidasi lokasi dari unit di bawahnva merupakan raw
data. Maka, realisasi [KU! hingga akhir tahun sehagai berikut:

Unit o1 02 sarﬂl ] Q3 |sdo3| o4 v
% | 16,17% | 41,499% | 41,49% | 61,95% | 61,95% | D0,10% | 90,10%
“'fi.{'ﬁ Raw | 349,99 | 898,02 | 898,02 [ 1340,95 | 1340.95 | 1950,36 | 1950,36
Data | 2164,67 | 2164,67 | 2164,67 | 2164,67 | 2164,67 | 2164,67 | 2164,67
% | 15,78% | 38,25% | 38,25% | 57,21% | 57,21% | B4,44% | 84, 44%
DJP | Raw | 248,08 | 603,34 | 603,34 | 902,50 | 902,50 | 1.332,06 | 1.332,06
Data [ 1577,56 | 1577,56 | 1577.56 | 1577,56 | 1577,596 | 1577,56 | 1577,56
o | 14.83% | 40,99% | 40,99% | 65,44% | 65,44% | 102,13% | 102,13%
DJBC | Raw | 30,97 856 | 856 | 136,66 | 13666 | 213,27 | 213,27
Data | 208,82 | 208,82 | 208,82 | 20882 | 208,82 | 20882 | 20882
% | 18.51% | 55,27% | 55,27% | 79,75% | 79,75% | 107,07% | 107,07%
DJA | Raw | 70,04 | 209,08 | 209,08 | 301,7 | 301,7 | 405,03 | 405,03
Data | 3783 | 3783 | 3783 | 3783 | 3783 | 3783 | 3783

Catatan: Data mentah merupakan data dalam satuan triliun rupiah
Ketentuan terkait penghitungan realisasi IKU antara lain:

(1) Realisasi [KU diperhitungkan sesuai dengan periode pelaporan
IKU tersebut. Apabila periode pelaporan [KU belum jatub tempo
namun sudah terdapat realisasi IKU, maka realisasi IKU dapat
diperhitungkan setelah mendapatkan validasi atasan langsung,

Contoh 1:

IKU *Nilai evaluasi birokrasi” periode pelaporannya tahunan
dengan trajectory pada triwulan 11 Nilai sudah diterbitican pada
Semester [, maka laporan pada Semester [ disesuikan menjadi:

Bemester 1

Tq.rg&t

BO

Realisasi

Target tahunan

830

80

= [KU ini merupakan IKU tzhunan dengan target 80.

= Pada semester |, berdasarkan surat KemenPAN-REB pada tanggal
10 Juni 2020, nilai cvaluasi birokrasi sudah diterima dengan nilai

a0.

(2) Apabila

terdapat

larget pada periode

pelaporan,

realisasinya belum tersedia antara lain karena:
kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat tidak adanya
permintaan dari customer/ stakeholder; dan fatau
hasil penilaian dari pihak cksternal orgamsasi belum
tersedia, maka realisasi IKU dianggap tidak tersedia (n/a)
bukan diberikan nilai O [nol). Penjelasan atas kondisi ini
harus dijelaskan dalam laporan.

fa)
()

namin

2




Contoh:

i

IKU "Indeks ketepatan waktu penyelesaian revisi dokumen
pelaksanaan anggaran. Pada triwulan | tidak ada satker yvang
mengajukan revisi anggaran, maka realisasi pada trwulan [

ditulis "n/a";

| Triwulan II

i Tafgut Realisasi Target tahunan
a0 n/a S0

Pada triwulan [ tidak ada satker yang mcngﬂ._fuk-an revisi
anggaran sehingga realisasi tidak tersedia

Indeks Capaiart IKU

Indeks Capaian ITKU merupakan perbandingan antara realisasi

dan target setiap IKU dengan memperhitungkan polarisasi IKL,

Penctapan Indeks Capaian IKU dilakukan sesua ketentuan

sebagai berikul:
Anghka maksimum 120,

(1]
()
)

(4)

Angka minimum 0.

Apabila dalam suatu IKU terdapat sub-IKU atau diukur dari
beberapa komponenvariabel, maka angka malksimum indeks
capaian sub-IKU atau komponen/variabel 120, dan angka
minimum 0.

Ketentuan IKU maximize atau minimize yang realisasinya tidak
memungkinkan melebihi target:

(a)

(b)

Indeks Capaian KU dapat dikonversi menjadi 120, dengan
ketentuan:

i.

1i.

Lil.

IKU mengukur kualitas, waktu, atau biaya.

Jumlah IKU vang dapat dikonversi maksimal 20%
dari total IKU dalam KK (1 IKU dari 5 KU, dan
berlaku kelipatan).

Memprioritaskan IKU eascading peta strategi (CP),
kemudian TKU cascading non peta, dan KU non
cascading dalam pemilihan IKU yang dikonversi.

Penghitungan indeks capaian IKU ditetapkan sebagai
berikut:

Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana
target yang ditetapkan merupakan target maksimal
yang dapat dicapai, maka indcks capaian [KU
tersebut dikonversi menjadi 120.

Contoh:

Indeks Opini BPK atas LKFP dengan target WTP
(indeks 4 dari skala 4) dan realisasinya WTP |4), maka
indeks capaiannya 120,
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ii. Apabila realizasi [KU tidak memenuhi target, maka

indeks capaian [KU tersebut tidak dilakukan konversi
(mengeunakan rumus perhitungan polarisasi).

Contoh:

Indeks Opini BFK atas LKPP dengan target WTP
(indeks 4 dari skala 4) dan realisasinya WDP (3),
maka indeks capaiannya 75 (diperoleh dari 3/4*100).

Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis
polarisasi berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

(2l

(bl

Polarisasi Maximize

Pada polarisasi moaxdmize, kriteria nilai  terbaik
pencapaian IKU merupakan realisasi yang lebih tinggi dan
target, Formula yang digunakan untuk menghitung
indeks capaian IKU sebagai berikut:

Realisasi

Imdeks capatan IKV = — 100
Target

Conloh:

[KU “Indeks kepuasan publik atas layanan Kemenkeu®
target tahun 2020 sebesar 4,39 sedanghkan realisasinya
sebesar 4,56, schingga:

4.56
Indeks capaian KU = 239 x 100 = 103,87

Apabila IEU dengan polarisasi maxinize memiliki
target minus (targel < 0], maka penghitlungan indeks
capaian IKU mengpunakan rumus sebagai berikut:

: HEEII"..'IEIEJE
indeks capaian 1K = [1+ (1 — hr—w]] x 100

Polarizasi Minimize

Pada polarisasi minmize, kroteria nilai  terbaik
pencapaian [KU merupakan realisasi yang lebih kecil dari
target. Formula yang digonakan untuk menghitung
indeks capaian IKU sebagai berikut:

Renfisnsf” 400

Indeks capaian [KU =1+ (1- W
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Apabila indeks capaian KU kurang dari O atau
menghasilkan angka minus, maka indeks capaian [KU
vang diakui 0,

Contoh 1:

KU “Tingkat dowrilirne sistem TIK" target tahun 2020
sebesar 0,10% sedangkan realisasinya sebesar 0,0101%,
sehingga:

Indeks Capaian IKU:

= [1 + (1 - 0,0101%,/0,10%j] % 100
= 189,9 (hanya diakui 120)
Contoh 2.

KU “Jumlah wajib pajak yang komplain® target tahun
2020 scbesar 10 WP, realisasinya sebesar 21 WP,
sehinggs;

Indeks Capaian [KLU:
- [1+{1-21/10)] x 100
= - 10 [diakui 0)

Apabila IKU minimize memiliki target 0, maka indcks
capaian IKU dihitung dengan menggunakan bantuan
skala konversi. Skala lkonversi berkenaan mengacu pada
ketentuan scbagai berilkul:

i. Slkala konversi dibuat dengan ketentuan:

i} Realisasi terbaik sesuai denpan target yaitu
sebesar O dan sctara dengan indeks capaian 100.

iij Realisasi terburuk mempakan realisasi terendah
vang dapat ditoleransi pada suatu IKU. Angka
terscbut ditentukan berdasarkan data histons,
hasil penelitian atau benchmark. Angka realisasi
terburuk harus dinyatakan secars jelas dalam
manual [KU. Realisasi terburuk sctara dengan
indeks capaian 0. Skala konversi lersebul dapat
digambarkan sebagai berikut:

Eealisas ) ee———— 0y [ndeks
Terbaik Capaian
e r— Indikasor
Kinetia
———— e
T
Rimalisnsd
Terbumk T o
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ii. Penghitungan Indeks Capaian TKU menggunakan
farmula sebagai berikut:

Realigest terimpruk — Reolisasi

imdeks capalan (KU = P e x 100

Contoh:
T = 2%
Imdeks capatan (KU = — ¥ 100 = 71,42

IKU “Persentase pegawal yang mendapatkan

hukuman disiplin berat" memiliki target 0%.
Realisas: terbaiknya 0%
Realizsasi terburuknya : 3%
Apabila realisasinya 1%, mala
3% — 1%

indeks capalan KU = T x 100 = 66,67

fii. Pada IKU dengan target IKU scbesar 0 tidak mungkin
terdapat realisasi lebih kecil dari D sehingga indeks
capaian maksimmal IKU berkenaan 100, Penentuan
konversi IKU ini menjadi 120 mengikuti ketentuan

pada Indeks Capaian TKL.

Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian
IKU merupakan realisasi yang berada dalam suatu
rentang tertentu dibandingkan target. Formula yang
digunakan untuk menghitung indeks capaian [KU sebagai

berikut:

I
In — [n.-l +

Grafik:

In = Indeks sapaian
etz " | 1py = indeks capaian dibawahnya

- o Insr = Indeks capaian distasnya
T Ca = Capaianawal = Fealisasi/ Target x 100
& o C = CApaian
G I = Apabila Kealisasi® Target, meks
o | om g = 100 = [Ta - T00)
T ke: . 200

= Apabila Realisasi < Target riake Tn= Ca

Cpa = Angka Capaisn 4t bawshicn
" B Cret™ Anpka Capsiandi atacCn
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Contoh 1: Realisasi < Target

IKU “Persentase Pengadaan Utang Sesual Kebutuhan
Pembiayaan" memiliki @ larget  100%  sedangkan
realisasinya scbesar 9%,

Indeks capaian IKU dihitung sebagai berikut:
Cn = Ca = 95%/100% x 100 = 95

.E__I“:l (Cp—Cyoq)

Iy =1y-
? 5 cn+1_ﬂl-1

100 + ZE==(95 — 90)

100—-90

z0
100+ —(5)

=110
Contoh 2: Realisasi = Target

IKU *“Persentase Pengadaan Utang Sesual Kebutuhan
Pembiayaan” memiliki target 100%  sedangkan
realisasinya sebesar 101%.

Indeks capaian TKU dihitung sebagai berikut:
Ca = 101%/100% % 100 = 101

Cn = 100- (101 - 100] =99

| O
I, =lyy+ —— (G, = Cpt)

Coer =Gy
120—140 _ 20
100 + o050 {99 —90) =100+ i {9)

=118

Nilai Sasaran Strategis (NS5}

Nilai 88 merupakan nilai konsclidasi seluruh indeks capaian [KU
dalam suatu 88 dengan memperhitungkan bobot [KU. Mekanisme
penghitungan NSS scbagai beribmt:

(1] Menentukan Bobot IKU

Sistem pembobotan KU pemilik pela strategi didasarkan
pada kualitas IKU yang dibedakan atas tingkat validitas dan
tingkat kendali sebagai berikut:

Tabel 6, Bobot Tingkat Validitas dan Kendali TKU
Level Validitas | Level Kendali

Exact (E] | 0.6 | Low (L) 0,5

Proxy (P) 0,3 | Moderate {M) 0,3

Activity (A) | 0,1 High (H} 0,2
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Bobot tingkat validitas dan kendali IKU dikembinasikan
menjadi bobot IKU sebagaimana tabel berikut:
Tabel 7. Bobot IKU

E| P | A
H

M | 21% | 14%

L |26%|19%

Pemilik peta strategi tidak diperbolehkan memiliki TKU
dengan kombinasi exact-high atau activity-high atau activity-
foni,

{2) Menghitung Bobot Tertimbang IKU
Bobot tertimbang IKU merupakan bobot KU
dibandingkan bobot seluruh IKU dalam 88 terscbut, Contoh
penghitungan bobot tertimbang sebagaimana ditentukan pada
tabel berikut:
Bobot Periode
Nama Bobot .
vV/iC Terti
IKU / IKU (%) m:;f;‘l"g KU | pelaporan
KU A | Activity/ Moderate 9 9/40 = 18,37 | triwulanan
[ IKU B | Proxy/Moderate 14 14/49 = 28,57 | triwulanan
TKU C | Exact/Low 26 06/40= 53,06 | triwulanan
Total 49 100*

*| Total bobot akhir harus 100%:

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat TRU
vang belum waktunya dilaporkan dan belum terdapal realisasi
vang dapat divalidasi atau realisasi [KUnya Hdak tersedia
(N/A), maka bobot IKU tersebut tidak diperhitungkan dalam
bobot tertimbang.

&
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Contoh:

. Bobot Hobot .l KU E_l:]b-nt Periode
R vjC vang diper- | Terhmbang laporan
KU IKU (%) | PR

hitungkan (%] IKLU (%)

IKU A | Activity/ 9 - - | semesteran

Moderale
"IKUB | Proxy/ 14 | 14 14/40 = 35 | triwulanan
Moderate
IKU C Exact/ 26 26 26/40 = 65 | triwulanan
Lo
Tatal| 49 30 : 100
*) Total bobot akhir harus 100%
(3} Menghitung Nilai S5
Nilai 83 diperoleh melalui penjumlahan seluruh hasil
perkalian indeks capaian KU dengan bobot tertimbang TKU
dalam satu S5,
Contoh:
Narnn ) et Periode Nilai
i Capailan Tertimbang o
KU IKU (%) " -
KU A - = Semesteran .
IKU B a0 a0 Trivrulanan 31,50
KU C 75 65 | Triwulanan 48,75
= NES 80,25

e

Nilai Perspektif (Np)

Nilai perspektil merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi
dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Penghitungan Np
dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NS5 dalam perspektil

Yarg salTa.

Np=ENSS [ LS5
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Contoh:
Perspektif/ S8 Np / NSS
Stakeholder 90
S5 1 a0
Customer 89,5 = (99+80)/2
38 2 | 99
as 3 20
Internal Process 85 = (70+80+100+90)/4
38 4 70
| 885 80
T sse 100
38 7 a0
Learning and Growth | 92,5 =(100+90+100+80}/4
S5 8 100
859 a0
S5 10 100 .
=511 Eﬂ-

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat S5 yang tidak
memiliki nilai (n/a), maka S8 tersebut tidak dimasukkan dalam

periungan.
Contoh:
Learning and Growth | 90 = (90+100+80)/3 i
558 n/a
889 90
35 10 100
5511 a0

Nilai Kinerja Organisas: (NKO)

Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konselidasi darn selurih
nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi.
NKO digunakan untuk menilai kinerja unit atau pegawai yang

memiliki peta strategi.

£
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Formmila menghitung NKO:
NKO = [E (Np x Bobot Perspektif]]
Bobot perspektif di lingkungan Kementerian Keuangan
ditentukan sebagai berikut:

Perspektif Bobot Perspektf Bobot
Stakeholder 0% Stakeholder/ Customer | 40%
Customer 2094 atau | Infernal Process 30%

| Internal Process 2594 Learning and Growth | 30%
LEEmIﬁ.g e LFT'UII.-’!-FI 2544
Contoh penghitungan NKO:
; Bobot Persepektif | Np x Bobot |
Perspekiif Np %) Deieahpi

Stakeholder 90 30% 27,00

| Customer 89,5 209 17,90
Internal Process 85 25 21,95
Leaming and Growth | 92,5 25% 18,50

Nilai Kinerja Organisasi 84,85

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat perspekiil yang
tidak memiliki nilai (n/a), maka setiap perspekfil dilakukan
pembobotan ulang secara tertimbang.

Contoh:
i Np x
Perspektif Np Bobot Persepektif (%) Bobot
Perseltif

Stakeholder nja -
Customer 89,5 | 80,77 - 20/ (20+25+25) | 25,54
Internal Process A5 38,46 = 25, (20+25+25) || 32,69
Learning and Growth | 92,5 | 38,46 = 25/(20+25+25) | 35,58
Nilai Kinerja Organisasi 95,81
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Apabila dalam tahun berjalan terdapat adendum PK, maka
penghitungan NKO mengacu pada Perjanjian Kinerja awal tahun
vang telah disesuaikan dengan adendum PE, dengan ketentuan:

(1) Apabila terdapat IKU yang ditambahkan/dihapuskan, maka
penghitungan NKO dilakukan setelah adendum menambahkan
atau menghapuskan IKL tersebut.

(2) Apahbila terdapat target IKU yang berubah, maka penghimingan
NKO dilakulkan setelah adendum dengan menggunakan target
vang telah diubah.

2) Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja [NKO
K3)

NKO K3 merupakan NKO berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja
yang telah ditetapkan dalam PK. Penilaian kinerja organisasi dikalibrasi
dengan memperhitungkan Kualitas Komitmen Kinerja (K3) yang
menghasilkan output Nilai Kualitas Komitmen Kinerja (Nilai K3). Hal ini
bertujuan untuk lebih merefleksikan kinerja riil dan mendiferensiasi
kinerja antar unit secara ohjektif. Penilaian K3 dilakukan sebelum
periode triwulanan pada saat KK ditetapkan berakhir.

Nilai K3 merupakan penjumlahan dari 2 {dua) unsur yaitu:

a) Nilai Kualitas TKIU, dengan bobot 60% [enam puluh per seralus); dan

bl Nilai Kualitas Target [KU, dengan bobot 40% (empat puluh per
seratus).

Penilaian setiap unsur Nilai K3 pada PK dilakukan sebelumn tanggal
31 Maret pada tahun berjalan, kecuali untuk penilaian K3 afas
perubahan/penetapan PK yang dilakukan setelah tanggal 31 Maret.
Penilaian K3 atas perubshan/penetapan PK yang dilakukan setelah
tanggal 31 Marct, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak PK
ditetapkan.

Tahapan penilaian K2 dapat dijelaskan sebagai berikut:
a)  Nilai Kualitas IKU

Nilai Kualitas IKU merupakan nilai yang mencerminkan kualitas
[KU dalam setiap PK. Nilai Kualitas [KU dihitung dengan
membandingkan rata-rata Bobot Kualitas IKU terhadap Standar
Kualitas IKU. Tahapan penghitungan Nilai Kualitas [KU meliputi
penghitungan Bobot Kualitas IKU, Rata-Rata Bobot Kualitas [KU,
dan Nilai Kualitas IKU.

i Bobot Kualitas TKL

Penghitungan Bobot Kualitas IKU dilakukan untuk seluruh
IKU yang telah ditetapkan dalam PK pada periode penilaian,
dengan mengacu pada Bobot IKU, yang merupakan kombinasi
antara tingkat validitas dan tingkat kendali, yaitu:

A
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Tabel 8. Bobot Indikator Kinerja Utama

Dalam hal suatu IKU terdiri dari sub-IKU atau beberapa
komponen/variabel, maka penentuan Bobot Kualitas TKU
ditentukan berdasarkan bobot sub-1KL atau
komponen/ variabel yang terbesar,

Rata-Rata Bobot Kualitas IKU

Nilai ini dihitung dari rata-rata Bobot Kualitas [KU darn seluruh
KU yang ditetapkan dalam PK pada periode penilaian, dengan
formula:

¥ Bobot Kualitas [KU
TIKU dalam PK |

Rata-rata Bobot Kualitas 1K =

Milai Kualitas [KU

Nilai ini dihitung dari rata-rata Bobot Kualitas [KU
dibandingkan Standar Kualitas IKU. Standar Bobot Kualitas
IKU PK vaitu 14,5, Formula penghitungan Nilai Kualitas [KL:

Rata-rata Bobot Kualitas KU
Standar Kualitas [KU

Nilai Kualitas [KU=

Nilai Kualitas Target IKU

Nilai Kualitas Target IKU merupakan nilai yang mencerminkan

kualitas target KU dalam setiap PK. Nilai Kualitas Target [KU
dihitung dengan membandingkan rata-rata Bobot Kualitas Target
KU terhadap Standar Kualitas Target IKU. Tahapan penghitungan
Nilai Kualitas Target IKU meliputi penghitungan Bobot Kualitas
Target IKU, Rata-Rata Bobot Kualitas Target IKU dan Nilai Kualitas
Target IKU, dengan penjelasan scbagai benkut:

(1]

Bobot Kualitas Target IKU

Penilaian Bobot Kualitas Target IKU dilakukan untuk
seluruh TKU yang ditetapkan dalam PK pada periode penilaian,
Penilaian Bobot Kualitas Target IKU dilakulkan dengan cara
membandingkan ada atau tidaknya peningkatan/penurunan
Kualitas Target IKU antara tahun penilaian dengan tahun
sebelum tahun penilaian. F
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Dalam mengukur Kualitas Target IKU, KU

dikelompokkan menjadi IKU lama dan IKU baru.

(1)

L

TKL lama

IKU lama merupakan [KU yang dapat dibandingkan
targetnya dengan target IKU pada tahun sebelum
penilaian. IKU lama harus memenuhi ketentuan scbagai
berikut:

i, 1KU berkenaan sudah dimasukkan dalam PK paling
kurang 1 (safu) tahun sebelum tahun penilaian pada
UPK yanpg bersangkutan dan memiliki manual TKU
yvang bersifat identik. Manual IKU bersifat identik
apabila memiliki kesamaan definisi, formula
penghitungan, dan ruang linglup;

ii. IKU berkenaan sudah ada pada PK atasan, paling
lkurang 1 (satu] tahun sebelum tahun penilaian dan
barua diturunkan pada UPK yang bersanglkutan pada
tahun penileian dan memiliki manual IKU yang
bersifat identik (direct cascading); alau

fii. KU berkenaan sudah ditetapkan dalam PK tahun
sebelum tahun penilaian dengan manual IKU bersifat
identik serta ditetapkan sebagai IKU secara periodik,
antara lain 2 (dua) tahun sekali, 3 (tiga) tahun sekali,
atau 4 (empat) tahun sekali.

Dalam hal besaran target atas penilaian bobot
kualitas target IKU tidak dapat merefleksikan atau
membandingkan ada atau tidaknya
peningkatan /penurunan  larget KU antara tahun
penilaian dengan tahun sebelum tahun penilaian, besaran
target mengacu pada data mentah (raw data).

IKU bara

[KU baru merupakan IKU yang tidak memenuhi ketentuan
sebagai IKU lama. IKU barmi merupakan IKU dalam PK
tahun penilaian yang memenuhi ketentuan berikout:

i. IKU berkenaan tidak ada dalam PK 1 (satu] tahun
sebelum tahun penilaian; dan/atau

ii. IKU berkenaan sudah ada pada PK UPK di atasnya
paling kurang 1 (satu) tahun sebelum tahun
penilaian dan barn diturunkan pada KK
peiabat/Pegawai yang bersangkutan pada tahun
penilaian secara indirect cuscading.

Untuk mengukur kualitas target IKU lama maupun KL

baru, diperlukan data historis. Data historis merupakan data
vang menunjukkan realisasi IKU pada minimal 1 (satu) tahun
sebelum tahun penilaian, yang dipercleh dari dokumen atau
aplikasi yang menunjukkan realisasi IKU tersebut.

4
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Dalam hal target IKU dan data mentah (raw data) target
[KU tidak dapat merefleksikan atau membandingkan ada atau
tidaknya peningkatan/penurunan target IKU antara tahun
penilaian dengan tahun sebelum tahun penilaian, maka
kriteria target KU ditetapkan sebagai KU baru tanpa data
historis.

Dalam penetapan dan pencapaian target, Pimpinan UPK
pada level di atas UPK yang bersangkutan dapat menetapkan
suatu standar target bagi UPK dibawahnya. IKU tersebut
dikenal sebagai KU kolektif.

IKU kolektif merupakan [KU yang dimiliki oleh 2
{dua)/lebih UPK pada level yang sama, dengan ketentuan 1kU
memiliki kesamaan dalam variabel pengukuran dengan objck
yang diukur berbeda, namun dalam penetapan target IKU
dizsamakan.

KU kolektif dapat berupa IKU yang targetnya ditentukan
berdasarkan standar pelayanan (misal S0P} atau IKU yang
targetnya ditctapkankan sama untuk beberapa UPK scsuai
kebijakan UPK di atasnya.

Penetapan Bobot Kualitas Target KU lama maupun KU
baru untuk setiap polarisasi sebagai berikut:

(a) IKU dengan polarisasi maximize

Bobot Kualitas Tarpget KU dengan polarisasi maximize
sesuail kriteria sebagaimana tabel beriloar:
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FMENTERI KELIANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-
Tabel 8, Bobol Kualitas Target IKU Maximize
Eriteria Target 18U
- TKL Lamia IKL Baru
B IKU nonkolektif TKL! koleldif Memililsi data historis Bobat
L | Apabila dalam dua Apabila: Apabila dalam dusa tahun: Apabila: ) | Kualitas
S | tahun: 1. Tidak memenuhi: 1. Tidak memenuhl: - Tk e | o
A L Ay Feas . o [ Brg [ KU kolektil dats historis
== > 125 den 2> LI5 e 1,25 dan e 1,25; atau 7 L25 dan 2= > 1,25 Pl dan 3= ol 1,28 atau acnkolelelf
2. Tidak sda (.., denfatai B_| A T‘I.dE]-I ada IH. i dan/atau B _s)
| T T T | .F Bokot [K11 £ 9 ;
1. =E{D'il:- T'ﬂT;-. E:':.ﬂ'iﬁ J"-I:Tr_. :{Dﬂﬁ '#:"I"{HHE P‘:‘lﬂ J.P'ﬂll'-'
| T =
2 | 0955 ——<1 I=Ty, 095 S—<1 T =T 095 Sp—<1 | 085S p—<i BobotIKU = 10 | 5 .
ey £ed . Ry . " poin
. T 11 poin = Bobot
"-IF":—I ?r'l_-'i:l'{lj = EF'I l{r—"-".'].DE T o=’y 'I"-.ﬁ't_-| ]H'Uilﬁ'pmn
KU memenwhi kriteria mengukur walkiu apabila menpubur kecepatan dan lama perivelesaian pekerjaan sesual standar wakiu yang Contoh TKU: )
3. | telah ditetapkan. Untulk IKU ini divkur dengan sesuad dengan IKU Lama Non Kolektif dengan Target dibandingkan standar wakiu, s Persentase penyelesaian rekomendiasi BPK 4 poin
IKU vang realisasinya tidak dapat melebihl target maksimal, dengan svarat: tcpat wilkiu
+ KU mengubur kualites dan waktu; dan Target: 100% = targel muksimal
e Ti-[ﬁ‘lj TKL! mgquﬂh:.un Larget, u.'huluﬂ.r.n.al 5 I: f =
T T 14 padn = Babat
el — L < 1, —— < 1,05 : :
i i< :_IEL{I& 1.DE{TH-51.1EI 1< j_1_I.l"'-i I.DE{R_IJH '.lﬁﬂ_1£l.ﬂ£ l{ﬁj_l KU 5 20 poin & il
IKL vang targctoyas ditetapkan berdasarkan Undang-Undang {UU) yang mengatur tentang batas wakia wakio.
[
T T T T T Babod KL 2 21 .
— =105 — =110 = 1,08 = 110 — = 1,05 =105 3 poin
5 | H.r—: Ty Rt 'ﬁ-_l Ryy | E4:-1. goin
KL Ht_:'rang miemiliki karateristik target khusus.
Cataton: T = Target IKU tahun penilaian Ris = Renlisnsi IKU 2 (dus) tabiin sebelamaya T = Bata-rata target IKU 2 |dua) tahun ssbelumnya antar unil/ Pogawal
Te—y = Target IKU | (satu) tahun sebelumnya Ti-y = Rata-rata target TKU 1 [eatu] tahun sshelumnys 1 (sabu) level [dolam satie pemilile peta) yang memiliki TRU keolektad
Te.z = Targst 1KU 2 (dual tahun sebelumnys antar unit/ Pegawai 1 (satm) level idalam sam Ry, = Bama-rata realisasi IKU 1 [sata) tahun sebelumnyea antar

Ry = Realisasi IKU 1 [sats) tahun sebelumnya

pemilik peta) yvang memilikd IKU kolekdil

KU kolekhl

unit/Pegawai 1 [satu) level [delam saty pemilik peta] yang memiliki

Bebot KU untuk IKU baru tidak memiliki data historis merapakan bobot Kualitas IKU tanpa pembatasan jumlah CP.
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(b} 1KLL dengan polarisasi minimize
Tabel 10, Babot Knalitas Target IKU dengan polarisas: Mnimize
Kriteria Target [KU L S
KL lama IKU Barua
KU nonkolekiil i IEW leolektil Memiliki data histors
‘e | Apabila dalarm dua tahon: Apabila: Apabily dalam dus | Apabila: Bobot
& Byt L. Tidak memenuhi: tahun: 1. Tidak memenuhi: ;
2 | 1+|1-(3=))> 1,25 dan - . 2 ek el | KEalies
3 s B {1 i [nL)J = 1,25 dan 1+ {1— [:1_"'}) =125 dan| 1+ (1 i EL}\} = 125 dan ey AR Kok Winscrie Trrget
1+ (1 - {E}} > 1325 i " nonkalektif .
1 1=f=2= 1,25 1 1=+ 25 - K
+ { {,H]J = atou 1+ { [;'—:}) =12 1+ (1; {,H}) > 1,25 ; Atau
2. Tidak ada (R,_, dan/atay B_,| | 4. Tidale ada (8,_, danfatu B,_)
T | o T T Bobat IKL £ 9 y
9 E:: L0 g i = 1,10 T, o 1,10 P 1,10 By 1 pain
[ I T [y Bobot IKLU = 10 :
2. 1{?451.1'“ T T lfmﬁl,‘.lﬂ' T="Ts l-ltﬁ::;ﬁl.lﬁ ]{H:'E 1.0 ot 2 poin
2 ¥ HE T 11 poin 5 Bobot
T=FRa Dgns - —< Twh, b e Pl [Tty L IKU = 13 poln
TRU memenmthd kritena menpgukuar wakio epabile meogulonr kecepatean dan lama penyelesninn pekegoon sesun stonder woakou yong telnb dieetapkan, Untlc KU Comtoh (KL
3. | ini diulour dengan sesuci dengan TRU Lams Non Kaleldl dengon Targer dibandingloos standar waldau, * Perseatase lgyanen yang tidak dipenohi A pon
TKII yang realisaainyn tidak dapat melehihi targst maksimal, dengon syarat: TepAl WAkt
= IR mengulmr leaalitas dan wakt; den Target : 0% =¥ farget maksined
= Target [KU merupakan tanpet makainial
T T ¥ T ¥ 14 poin 5 Bobot
4, D.mimﬂl U-,EESE{H.EEI D,'!DE-:#:I U,HE--’,:‘..';E,:#:I},'JI} l].EIIIISH_nl 1 0,50 EE:{I KU 5 20 poin 4 poin
LEU/IEL vang Largetnve ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ([UU) veng mengatur lenfarg balas walkiu.
T T o T 3 T Bobot IKU /IKI = |
< 090 — < 0.85 +—<0.90 F—<0BES — )50 < 0,90 B poi
5 | B Teet By Tt ot By 21 pain J || S

LU/ TRE venp memilid karaterisck arget Khusas (dipelasien pada batic B.1.d, L3,

Calalam; T

= Target IKU tahun ponilaian

Ty = Target IKU 1 (satu} tahun sshehimnya
Ty = Targes TKU 2 fdual tahun sehelmmmya

et i

frs = Realizasd TRU 2 fdua) tahun sebelumnya
fi.-1 = Rata-rata target IKLT 1 fsata) tahun sehehimnya antar anit
Jpegawai 1 faama) level fdatam sama pemitile pea) rang

meernilicl TKU keodeletif

level [delam satu pemilik peta) yaog memilik [EU kolefotifl

H-, = Rata-rata t.l:getﬁll 1 {dua tahun sehelimnya antar mE"-!-"-rg;:rwai 1 {=abun}
Ll [dadaim saty pemiblile peta) yang mensdlikd [ED kalalotif
W,y = Bara-rola realizasi TKLT 1 (aati) tanan sshefimmara antar unkiy Pegawal 1 (asip

Bobot IKU untuk IKU baru tidak memilild data historis merupakan bobot Kualitas IKU tanpa pembatasan jumlah CP.

4
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(e} TKU dengan polarisasi sftabilize

KU dengan polarisasi stabilize diberi Bobot Kualitas
Target TKU sebesar 3 (tiga) poin.

Dalam penetapan Bobot Kualitas Target IKU pada 1EU
maximize dan IKU minimize dikenal KU yang memiliki
karakteristik target khusus. IKU yang memiliki karakteristik
target  khusus merupakan I[IKU vyang ditetapkan oleh
Koordinator Kinerja Organisasi UPK-One sebagai KU vang
memenuhi karakteristik sebagai berilout:

(a) TEU yang targetnya ditetapkan berdasarkan Undang-
Undang (UU) dengan target selain batasan waktu;

(b} 1KU dengan tarpet maksimal yang dmkur dari hasil
penilaian  institusi  publik  minimal setingkat
Kementerian: atau

(€] IKU yang memiliki kecenderungan capaian stabil dengan
ketentuan:
i IKU yang memiliki karakteristik:

i} IKU yang realisasinya dikur dari hasil survei
atau penilaian pihak cksternal [siakeholder atau
pengguna layanan atau pihak cksternal pemilik
peta); atau

iil) IKU CP dari Kemenkeu-Wide yang memiliki
tingkat kendall fow; dan

ii. Deviasi antara rcalisasi dan target sclama 2 [dua)

tabun berturut-turut = 2,5% yang dihitung
berdasarkan mekanisme sebagai berikut:

1IKQ :I:H;lII.l-:ﬂli.'lZ‘tiJ' KU Kolektil |
-H 'T_ L =
Watial pn | Feail , g
13 Tia
dan damn |
- -T [
M 5 2.5% M % 3 59
TI.-I Tl-l |

iil.  Target TKU tahun penilaian [Tt} vang ditctapkan =
target IKU 1 (satu) tahun sebelumnya (Tt-1).

Penctapan IKU yvang memiliki karakteristik target khusus
bagi UPK-One-Two-Three dilakukan oleh Koordinator Kinerja
Organisasi UPK-One dan disampaikan kepada Sekretariat
Komite Manajemen Kinerja.

Dalam hal suatu IKU terdiri dari sub-TIKU atau beberapa
komponen/variabel, maka penentuan kualitas target KU
ditentukan berdasarkan bobot sub-1KU atau
komponen /variabel yang terbesar. F



Bobot Kualitas Target TKU yang memiliki target khusus
dapat ditambah bobotnya apaobila memenuhi ketenfuan

berilkut:

{a)

KU nonkolektf

Ketentuan Penambahan
[KU Maximize IKU Minimize Bobot
[KU yang memenuhi semua [ IKU  yang memenuhi
ketentuan benlkut: SEIMLIA ketentuan
a, “3'5‘:.4 < 1,10 berikut ;
o . 0,90 s—L< 0,05 :
b. 1,05 <——<1,10 2 Res 0,5 poin
””"”“" b. 0,90 s——=< 0,95
c. 105-:-—51 10 LU.'H:mli
e c. 0,90 sﬁ 0,95
KU yang memenuhi semua | IKU  yang memenubhi
ketentuan berikut: SEmLla ketentuan
a. (:—‘ >1,05 dan hﬂmiut:
1,05 dain o (Ri_1:0 T
s —<(),95 dan
201 08)
. LI 95)
h.(;—tﬁlrlﬂ atau T”
=1
T4 b st b. (ﬁzn,gﬂ atau 0,75 poin
T”‘” Bk 20,90 atau
bl lﬂ) T renga
T:f Tiau,au)
e (E* ~1,10 atau 1
b-. C. (j-tﬂ,gl:l atau
7 =1,10 atau Eey
At T <0,90 atau
2 ,1,10) (-
G <0 91})
KU vang memenuhi semua | IKU  yang memenuhi
ketentuan berikut: sEmua ketentuan |
a, ot 130 berikut: '
L a. == < 0,90 1 poin
—— > 1,10 Ret
LU e . T P D 'l_:.lﬂ
g, w110 Ttl;!u.rm;n
Te1 - Tt " ﬂ ";D
T - Target [KU tahun penilaian
Ti.q = Target [KU 1 [satu) tahun sebelumnya
TUU."R:I‘!IEI. = Target [KU scsuUAai UU;’IREI]_]EI tahun P-El'.l.'l.l.ﬂ.lﬂ-_'l.'.l.
Ry = Realisasi IKU 1 (satu) tahun sebelumnya
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(b [KU kolektif
Ketentuan Penamhbahan
I IKU Maximize KU Mimnimize Bobot
TKU yang memenuhi semua | KU yang memenuhi
ketentuan berikut: semua Ir.l:tf:nrus_n berikut:
1
el l,EIE 'ﬁﬁ'-tll'ﬁ 1,1{) a. 0,90 EE"‘: ﬂgEl ﬂ,Epﬂln
b. 1,05 <—* —=1,10 b, 0,90 £z——= 0,85
I.Il.l.-'Fl'rnil |.I|.|.'Rcmu
c. 105{TL£11{= ¢, 0,90 sﬂﬂu,gs
IKU vang memenuhi semua | IKU yang memenuhi
ketentuan berlcut: gemua ketentuan berikut:
A (ﬁi:-l 05 dan - (ﬂ 0,95 dan
1-1
L »1,05 dan <0,95 dan
Tuu.rﬁ:-:-mn Tuwnmja
> 4::5) -ﬁ;qu,qﬁ)
b, (EEI,IG atan b, (ET—'au 90 atau 0.75 poin
. L <1,10 atau Li: 20,90 atau
uu.-nam TUL Renjn
T
__;1 14::) = m,m)
" (?. . >1,10 atan " (EH::J 90 atau
=1,10 atau =(),90 atau
TLI'LI.I'F!-nnm TU!.I."H-mp.
,i:l,la) 2o 9:})
FL.g T' 1 —
IKU vang memenuhi semua |[KU yang memenuhi
ketentuan bernkut; semua ketentuan benkut:
Ty T,
a == > 1,10 & g <090 .
b-TT > 1,10 -r""‘ < (0,90
I.IUI':F:en]u. ._[I;ILI_H Reiija
|¢.?‘l==l,1ﬂ C. #c{l?ﬂ
T, = Target IKU tahun penilaian
Ti.3 = Btandar target iﬂp 1 {=atu) tahun Bthf:l'!.l_mn}l':ﬂ
Tou/renjn = Target IKU sesuai UU/Renja tahun penilaian
= = Standar Rata-rata realisasi IKU 1 (satu) tahun

sebelumnya antar unit/Pegawai 1 (satu) level (dalam
satu pemilik peta) yang memiliki TKU kolektif
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(2) Penghitungan Rata-Rata Bobot Kualitas Target [KU

Rata-rata bobot kualitas target dalam suatu PK dihitung
dengan formula:

Rata-rata Bobot Kualitas Target IKU =

¥ Bobot Kualitas Target TKU |
YV IKU dalam PK |

(3} Penghitungan Nilai Kualitas Target KU
Nilal Kualitas Target Ik dihitung dengan formula:

Rata-rata Bohot Kualitas Target IKU
Standar Kualitas Target [KU

Nilai Kualitas Target IKU=

3

Standar kualitas target IKU PK sebesar 3.
c) Nilai K3
Nilai K3 dihitung dengan formula:

Nilai K3 = (Nilai Kualitas [KU x 60%) + (Nilai Kualitas Target TKLU x 40%)

d] NEKO EK3
NKO K3 dihitung dengan formula:

NEO K3 = NKO x K3 _|

Mekanisme penghitungan NEKO dan NKO K3 berlaku  bagi
penghitungan nilai hasil kerja utama pada Stafl Ahli Menteri Keuangan,
Staf Khusus, Tenaga Ahli, dan Tenaga Pengkaji.

Predikat Kinerja Organisasi

Kinerja wvang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja
organisasi sebagai acuvan dalam penetapan sebaran predikat kinerja
pegawai. Penctapan predikat kinerja organisasi berdasarkan capaian
kinerja organisasi berupa NKO dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a) NKO dinyatakan dalam predikat:
(1) Istimewa;
(2] Balk;
(2] Butuh Perbaikan;
(4] Kurang; atau
(3 Sangat Kurang.
b) NKO vang digunakan untulk evaluasi kinerja pegawai terdin atas:

(1) NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan predikat
kinerja periodik pegawai; dan

(2] NKO tahunan yang digunakan untuk menetapkan predikat
kinerja tahunan pegawai. 2
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c) Predikat kinerja organisasi baik periodik maupun tahunan sesual
dengan tabel sebagai berikut;

Predikat NEKO
Istimewsa =100
Baik ' 90 < NKO < 100
Butuh Perbaikan 70 = NKQ < 90
Kurang 50 < NKO < 70
Sangat Kurang =50

Berdasarkan Predikat Kinerja Organisasi, dapat ditentukan pola
distribusi kinerja pegawai yvang akan digunakan scbagai pertimbangan
Pejabat Penilai Kinerja. Contoh pola distribusi kinerja pegawal scbagai
berikut:

a) Predikat Kinerja Organisasi Istimewa
Apabila predikat kinerja unit organisasi istimewa, maka idealnya
scbagian besar pegawai predikat kinerjanya “Sangat Baik"”, dengan
tidak menutup kemungkinan terdapal pegawai yang predikat
kinerjanya "Baik’, "Butuh Perbaikan", “Kurang/Misconduct’,
dan/atau "Sangat Kurang”.

KURVA DISTRIBUSI PREDIKAT KINERJA PEGAWAL
DENGAN PREDIKAT KINERJA ORGANISASI ISTIMEWA

Frekuensi
Pegawai

Sangat Kurang/ Butuh Baik Sangﬂt
Kurang Misconduct Perbaikan Baik

Predikat Kinerja Pegawai

b) Predikat Kinerja Organisasi Baik
Apabila predikat kinerja unit organisasi "Baik”, maka idealnya
Sebagian besar pegawai predikat kinerjanya “Baik” dengan tidak
menutup kemungkinan terdapat pegawal yang predikat kinerjanya
“Sangat Baik”, “Butuh Perbaikan”, “Kurang/Misconduct’, dan/atau
“Bangat Kurang”. Iﬁ
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KURVA DISTRIBUS] PREDIKAT KINERJA PEGAWAIL
DENGAN PREDIKAT KINERJA ORGANISASI BAIK

Freluensi
Pegawai

Sangat Kurang/ Bumh Baik Sangat
Kurang Misconduct Perbaikan Bail

Predikat Kinerja Pegawai

¢) Predikat Kinerja Organisasi Butuh Perbaikan
Apahila predikat kinerja unit organisasi “Butuh Perbaikan®, maka
idealnya sebagian besar pegawai predikat kinerjanya “Butuh
Perbaikan” dengan tidak menutup kemungkinan terdapat pogawai
vang predikat kinerjanya “Gangat Baik®, *Baik”,
“Kurang | Misconduet”, dan/atau “Sangat Kurang”.

KURVA DISTRIBUSI PREDIKAT KINERJA PEGAWAI
DENGAN PREDIKAT KINERJA ORGANISASI BUTUH PERBAIKAN

Freluensi
Fogawail

Sangat Kurang/ Butuh Bailk  Sangat
Misconduct Perbakan Baik

Predikat Kinerja Pegawai

Eurang
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d) Predikat Kinerja Organisasi Kurang
Apabila predikat kinerja unit organisasi “Kurang’, maka idealnya
Sebagian besar pegawal predikat kinerjanya “Kurang/ Misconduct”
dengan tidak menutup kemungkinan terdapat pegawai yang predikat
kinerjanya “Sangat Baik®, “Baik”, “Butuh Perbaikan®, dan/atau

“Sangat Kurang’.

KURVA DISTRIBUS] PREDIEAT KINERJA PEGAWAI
DENGAN PREDIKAT KINERJA ORGANISASI KURANG

Frekuens:
Pegawan

Sangat  Kuorang/ Butuh Baik Sangat
Predikat Kinerja Pegawai
¢) Predikat Kinerja Organisasi Sangat Kurang
Apabila predikat kinerja unit organisasi "Sangal Kurang®, maka
idealnya Sebagian besar pegawai predikat kinerjanya “Sangat Kurang”,
dengan tidak menutup kemungkinan terdapat pegawai yang predikat
kinerjanya “Sangat Baik"”, “Baik”, “Butuh Perbaikan®, dan/atau
“Kurang/ Misconduct”.
KURVA DISTRIBUSI FREDIKAT KINERJA PEGAWAI

DENGAN PREDIKAT KINERJA ODRGANISASI SANGAT KURANG

Freluensi
Pepawsai

Sangat Kurang/ Butuh Baik Sangat
Kurang Misconduet Perbaikan Baik

Predikat Kinerja Pegawai A
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Evaluasi Kinerja Pegawai

Ewvahiasi kinerja pegawal dilakukan terhadap hasil kenja dan perilaku kerja

pegawai vang menghasilkan Nilai Kinerja Pegawai dan Predikat Kinerja Pegawai,

1]

2

&]]

1)

3l

Kelentuan terkait pelaksanaan evalaasi kinerja pegawai meliputi:

Dalam hal atasan langsung sebapgai Pejabat Penilai Kinerja tidak melalukan
cvaluasi kincrja pegawai hingga melebihi jangka waktu penilaian kinerja
periodik/tahunan pegawai, maka evaluasi kinerja pegawai dilakukan oleh
atasan dari Pejabat Penilai Kinerja dan hasil evaluasi berkenaan bersifat
final.

Dalam hal atasan langsung scbagai Pejabat Penilai Kinerja berhalangan
tetap atau sementara maka dapat memberikan wewenang kepada Pelaksana
Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) untuk melakukan evaluasi kinerja
pegawal,

Pejabat fungsional dapat mempercleh mandat kewenangan sebapgal Pejabat
Penilai Kinerja sepanjang pejabat fungsional vang bersangkutan memimpin
unit kerja atau unit kerja mandiri atau memiliki fungsi supervisi,

Pejabat fungsional sclaku ketua tim/kelompok kerja dapat melakukan
evaluasi kinerja atas IKI wyang mengukur hasil kerja tertentu dam
tim/kelompok kerja dimaksud, serta dapat memberikan rekomendasi
evaluasi perilaku kerja anggota tim/kelompok kerja kepada Pejabat Penilai
Kinerja.

Pejabat struktural selaku unit pembina instansi dapat melakukan evaluasi
kinerja atas IKI yang mengukur hasil kerja tertentu dari pejabat fungsional
binaannya, serta dapat memberikan rekomendasi evaluasi perilaku kerja
anggota tim/kelompok kerja kepada Pejabat Penilai Kinerja.

Evaluasi kinerja pegawai dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaanmnya,

meliputi:

1

2

Evaluasi kincrja periodik pegawai (evaluasi siklus pendcek), yang dilalkukan
setiap periode tertentu dengan mempertimbangkan nilai kinerja organisasi
periodik pada periode tersebut; dan

Evaluasi kinerja tahunan/akhir pegawai (evaluasi siklus penuh), yang
dilakukan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2
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Gambaran besar mekanisme evaluasi knera di Kementerian Keuangan

sebagal berikoat.
Gambar 16. Mekanisme Evaluasi Kinerja
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Maszional Internal

*IUntuk NKO selain Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya,
dan Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon veng berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri Keuangan,

Cutput evaluasi kinerja pegawai terdini dari Nilai Kinerja Pegawai (NKP] dan
Predikat Kinerja Pegawai.

Mekanisme penghitungan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dan Predikat Kinerja
Pegawai sebagai berikut:

a. Nilai Kinerja Pegawai (NKF)

Nilai Kinerja Pegawai merupakan akumulasi atas Nilai Hasil Kerja (NHK] dan
Nilai Perilaku Kerja (NPH), dengan formula:

NEP = (NHE = 70%) + (NPK x 30%)
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Nilai Kinerja Pegawai bersifat rahasia dan hanya dapat diakses olch:
Pegawai yang dinilai;
Atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja;
Atasan dari atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja;
Pejabat yang menetapkan Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja pegawai;
Pengelola kinerja di lingkup unitnya dan unit atasnya secara berjenjang;
Pejabat yang menangani bidang kepegawaian, organisasi, dan keuangan
di lingkup unitnya.

Tahapan evaluasi kinerja pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut:

Milai Hasil Kerja (NHK) / Capaian Kinerja Pegawai (CKP)

Merupakan konsolidasi capaian seluruh Nilan HEU dan MNila: HKT
pada Dokumen Perencanaan Kinerja yang wajib discpekati dalam
proses Dialog Kinerja serta memperhitungkan K3. Evaluasi hasil kerja
dilakukan secara periodik dan tahunan, NHEK/CKP tahunan
merupakan nilai akhir capaian IKl seorang pegawai dalam 1 (satu)
tahun kalender.

Ketentuan terkait NHE/CKP scbagai berikut:

a) NHEK/CKP Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pimpinan Unil Organisasi
Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan, dihitung sesuai perhitungan Nilai Kinerja
Organisasi (NKO) dengan mempertimbanglkan K3 yang memiliki
nilai maksimal scbesar 120.

NHI/CKP = (NKD x K3) I

b} NHEK/CKP Pimpinan UPK selain sebagaimana tercantum pada
huruf aj dan Tenaga Pengkaji dihitung sesuai perhitungan Nilai
Kinerja Organisasi (NKO) dengan mempertimbangkan K3 seria
nilai Hasil Kerja tambahannya. NKO K3 yang digunakan dalam
perhitungan NHEK/CKP malesimal sebesar 105,

NHK/CKP = (NKO x K3) 4 Nilai HKT I

c] NHE/CKP Non Pimpinan UPK dihitung dengan tahapan:

(1) Indeks Capaian IK] pada HKL:

Indeks Capaian [KI dihitung berdasarkan ketersediaan
data realisasi sampai dengan periode penghitungan
sehagaimana ketentuan penetapan indcks capaian TKU.

Indeks Capaian dari setiap 1KI pada HKU akan dikonversi
menjadi Umpan Balik Berkelanjutan dengan ketentuan
sebagai berikeut: lﬂ
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Apabila Indeks Capaian tiap IKI bernilai =100 (diatas
ekspektasi), diberikan Umpan Balik dengan klausa seperti
“Waow Iuar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.”

Apabila Indeks Capaian tiap IKl bernilai 90 < x < 100
(sesuai ekspektasi), diberikan Umpan Balik dengan
klausa seperti *Target telah terpenuhi. Terus ditingkatkan
lagi kinerjamua, ya.”

Apabila Indeks Capaian tiap IKI bernilai <90 (dibawah
ekepeltasi), diberikan Umpan Balik dengan klausa seperti

“Yuk, kita diskusikan lagi rencana kedepan. Jangan
menyerah, Saya tahu kamu bisa.”

Dalam hal atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja

bermaksud memberikan Umpan Balik Lanjutan yang bersifat
khusus, maka dapat mempertimbangkan hal-hal scbagai
berikut:

(=)

(Bl

(el

realisasi progres (untuk hasil kerja yang belum selesai
pada periode tersebut] danj/atau realisasi akhir (untuk
hasil kerja yang telah selesai pada periode tersebut)
beserta data dukungnva wvang relevan untuk setiap
rencana hasil kerja;

seluruh umpan balik yang diterima pegawai beserta data
dukungnya vang relevan atas hasil kerja pegawal;
dan/atau

pola distribusi predikat kinerja pegawai berdasarkan
capaian kinerja organisasi (predikat kinerja organisasi)
dan membandingkan hasil kerja antar pegawai
berdasarkan  kentribusi  pegawai  terhadap kinerja

organisasi.

Bobot Tertimbang IK] pada HKU:
Bobot tertimbang dihitung berdasarkan:

e

(b)

(o)

(d)

bobot 1KI dibandingkan bobot seluruh 1K1 dalam 1 {satu)
SKP, dengan ketentuan bobot IKI yang dikonsolidasi
merupakan IKI yvang memiliki indeks capaian [KI;

indeks capaian IKI sebagaimana dimaksud pada huruf {a),
merupakan [Kl wvang dihitung dengan menggunakan
realisasi IKI;

bobot 1Kl Cascading Peta Strategi (CP) mengacu pada
tabel 7 bobot [KU pada Pimpinan UPK;

bobot Kl Cascading (C) dan [KI Non-Cascading (N)
diberikan sebesar 9%.
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Contoh:

Pegawal menghitung bobot tertimbang IKI pada SKPnya
untuk Evaluasi Kinerja Q2:

IKI V/C Bobot [K]l | Bobot tertimbang IKI
[¥a) [%a)

Activity —

IKI A [CF) 9 S9r32x 100=28,13
Moderale

- - B
IKIE (C 14 14/32 x 100 =43,75
€5 Moderate /

IKI C{C) 9 8/32x 100 - 28,13

[KI Iy [N}

IKI E [N]

Total

Nilas HKU

Nilai HKU merupakan penjumlahan seluruh hasil perkalian
bobot tertimbang IKI dengan Indeks Capaian 1Kl dengan batas
nilai maksimal sebesar 105,

Seluruh 1K1 dihitung dengan berdasarkan realisasi 1Kl pada
periode tersebut atau realisasi IKl periode sebelumnya, dengan

penghitungan sebagai berikut:

Nilai HKU = (E(bobot tertimbang x Indeks Capaian IK1)

Contoh:
Bohot Indeks \
; £ Bobot tertimbang IKI x
Nama [KI | tertimbang Capalan ;
IKT (3] [KI Indeks Capaian [KI
IKI A [CF) 28,13 100 28,13 x 100 = 28,13
IKI B [CP) 43,75 110 4375 x 110=48,13
IKIC (C) 28,13 | 80 28,13 x BO = 22,50
Milai HEL 0BT
Nilai K3

Penilaian K3 pada HEKU pecpawal bertujuan untuk lebih
merefleksikan kualitas kinerja dan mendiferensiasi Kinerja
antar pegawai secara objektif. Nilai K3 merupakan
penjumlahan dari 2 (dua) unsur yaitu Nilai Kualitas IKI pada
HEU dengan bobot 60% (¢enam puluh per seratus) dan Nilai
Kualitas Target IKI pada HKU dengan bobot 40% (empat puluh

£



per seratus). Ketentuan penilaian K3 pada NKO K3 berlaku
secara mutalis mulandis terhadap penilaian K3 pegawal
dengan penyescuain sebagai berikut:

e

(o)

(d)

(]

Bobot kualitas 1Kl Cascading Peta (CP) mengacu pada
ketentuan bobot [KU yvang merupakan kombinasi antara
tingkat validitas dan tingkat kendali;

Jumlah malksimal K] CP yang dapat diperhitungkan
dengan bobot [KU CP sebagaimana diunaksud pada butir [a)
maksimal sebanyak:

i, 40% (empat puluh per seratus] dan total IKI
(pembulatan ke bawah) untuk Pejabat/Pegawai 1
(satu) level di bawah pemilik peta strategi/Pimpinan
UPK, dan Pejabat Fungsional setara Eselon Il yang
menjalankan  fungsi manajerial dan pembinaan
terhadap lingkup Pejabat pada level vang lebih rendah;

. 20% (dua puluh per seratus) dari total IKI (pembulatan
ke bawah) untuk Pejabat/Pegawai 2 (dua) level di
bawah pemilik peta strategi/Pimpinan UPK selain
pelaksana (Pejabat Fungsional Umum) dan Pejabat
Fungsional setara Eselon IV yang menjalankan hangsi
mangjerial dan pembinaan terhadap lingkup Pejabat
pada level yang lebih rendah, dan Pejabat Fungsional
yang tidak menjalankan fungsi manajerial dan
pembinaan terhadap lingkup Pejabat pada level yang
lebih rendah; dan

iii. 0% (nol per seratus] dari total IKI untuk
Pejabat/Pegawai 3 (tiga) level di bawah pemilik peta
strategi/Pimpinan UPK, Pegawal vang mendudulki
jabatan pelaksana, dan Pejabat Fungsional sclara
Pelaksana yang berada di bawah pembinaan Pejabal
Fungsional yang menjalankan fungsi manajerial dan
pembinaan terhadap lingkup Pejabat pada level yang
lebih rendah;

Penctapan IKI sebagai IKI CP sebagaimana dimaksud
ditentukan herdasarkan prioritas sesual urutan nomor IKI
dalam SKP;

IKI CP wyang melebihi batas maksimal sebagaimana
dimaksud pada huruf (b) di atas dihitung sebagai [kl Non-
Cascading,;

Bohot Kualitas IK]l vang dihitung sebagai IKI N, [KI C, dan
IKI CP yang dihitung sebagai IKI N sebesar 9 [sembilan)

poin;

é
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(fi Bobot Kualitas TKI N, TKI C, dan IKI CP yang dihitung
sebagai IKI N dapat ditambah apabila memenuhi ketentuan
sr:bagﬂl berilkut:

)

1il.

iv.

Penambahan bobot secbesar 1 (satu) poin apabila tingkat
kendali 1Kl mederate atau lows

Penambahan bobot sebesar 1 (satu) poin apabila TKI
berkenaan mengukur kualitas /mutu dan/atau waltu;

IKI memenuhi kriteria mengukur kualitas/mutu
apabila:

i) mengukur mutu atau tingkat/ kadar baik/ buruknya
hasil pekerjaan;

ii] mengukur akurasi/deviasi hasil pekerjaan;
iii) mengulour nilai nominal/ persentase nominal rupiah
berkenaan dengan pengelolaan fiskal;

iv) mengukur tindak lanjut rekomendasi reviu/audit
eksternal unit pemilik peta strateg; alau

v] mengukur penyvelesalan kebijjakan yang minimal
ditetapkan oleh Pimpinan UPK-One.

IKI memenuhi kriteria mengukur waktu apabila
mengukur kecepatan dan lama penyelesalan pekerjaan.

Dalam mengukur kualitas target IKI, IKI dikelompokkan
menjadi IKI lama dan IKI baru:

KT lama

[KI vang dapat dibandingkan dengan targetnya dengan

tahun sebelum penilaian disebut 1Kl lama. IKl lama

merupakan [Kl dalam SKP tahun penilaian yang
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

i} 1Kl berkenaan sudah dimasukkan dalam SKP paling
kurang 1 (satu) tahun sebelum tahun penilaian
pada SKP Pcjabat/Pegawai wvang bersangkutan,
peers, Pejabat/Pegawai lain sebelumnya pada
kedudukan yang sama, atau bawahan, dan memiliki
manual IKI yang bersifat identik. Manual IKI bersifat
identik apabila memiliki kesamaan definisi, formula
penghitungan, dan ruang hingkup; atau

iij IKI berkerinan sudah ada pada SKF atasan, paling
kurang 1 (satu) tahun sebelum tahun penilaian dan
baru diturunkan pada SKP Pejabat/Pegawal yang
bersangkutan pada tahun penilaian secara direct
cescading, atau

iii} 1Kl berkenaan sudah ditetapkan dalam SKP tahun
sebelum tahun penilaian dengan manual IKI bersifat

£
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identile serta ditetapkan sebagai 1Kl secara periodik,
misalnyva 2 (dua) tahun sekali, 3 [tiga) tahun sekali,
atau 4 (cmpat} tabun sekali.
Dalam hal besaran target atas penilaian Bobot Kualitas
Target ITKI tidak dapat mereflcksikan atau
membandingkan ada atau tidaknya
peningkatan /penurunan  target IKI antara tahun
penilaian denpan tahun scbelum tahun penilaian,
besaran target mengacu pada data mentah {(raw data),
IKI baru
IKI yang tidak memenuhi ketentuan sebagai IKI lama
maka disebut IKI Baru. IKI baru merupakan IKl dalam
KK tahun penilaian yang memenuhi salah satu atau
kedua ketentuan berikut:
i) IKI berkenaan tidak ada dalam SKP 1 (satu) tabun
sebelum tahun penilaian pada:

() pejabat/pegawai yang bersanglkutan;

(ii) peers;

(iii} pejabat/Pegawai lain scbhelum pejabat/Pegawai
vang bersangkutan pada kedudukan yang sama,
atan

(iv) bawahan pejabat/Pegawai yvang bersangkutan;
dan/atau

i) IKI berkenaan sudah ada pada SKP atasan paling
kurang 1 (satu] tahun sebelum tahun penilaian dan
baru diturunkan pada SKP pejabat/Pegawai yang
bersangkutan pada tahun penilaian secara indirect
cascading.

(h) Standar kualitas IKI dan standar kualitas target IKI sebagai

berikut:
Jabatan Kfﬁtznda;‘}ﬂ itj:;;l.:.:
i Target IKI
. Pimpinan UPK; 171,5 5
. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Non 14,5 3
Pimpinan UPK;
. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Non 14,5 3
Pimpinan UPK;
Pejabat Fungsional sctara Pejabat 14,5 3
Pimpinan Tinggi Pratama yang
menjalankan fungsi manajerial dan
pembinaan terhadap lingkup Pejabat
pada level yang lebih rendah
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e —

5.

.

48

10,

11,

12.

13.

14.

15.

16.

. Pejabat Pengawas yang berada 1 [satu)

Jabhatan

Standar
Kualitas 1KI

Standar
Kualitas
Target Kl

Pejabat lain yang setara  Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama ;

Pejabat Administrator non Pimpinan
UPK;

Pejabat Fungsional setara  Pejabat
Adminmistrator yang menjalankan
fungsi manajerial dan pembinaan
terhadap lingkup Pejabat pada level
yang lehih rendah;

Pcjabat lain yang setara Pejabat
Administrator ;

level di bawah pimpinan UPK;

Pcjabal Fungsional setara Pejabat
Pengawas yang berada 1 (satu) level di
bawah pimpinan UPK  yang mermiliki
fungsi manajerial dan pembinaan
terhadap lingkup Pejabat pada level
vang lebih rendah;

Pejabat Pengawas yang berada 2 (dua)
level di bawah pimpinan UPK;

Pejabat Fungsional setara Pejabat
Pengawas yang berada 2 (dua) level di
bawah pimpinan UPFK vyang memiliki
fungsi manajerial dan pembinaan
terhadap lingkup Pejabat pada level
yang lebih rendah;

Pejabat Fungsional yang tidak
menjalankan fungsi manajerial dan
pembinzan terbadap lingkup Pejabat
pada level yang lebih rendah;

Pejabat lain wvang setara Pejabat
Pengawas;

Pelaksana vang berada di bawah
pembinaan Pejabat Fungsional yang |
menjalankan fungsi manajerial dan
pembinaan terhadap lingkup Pejabat
pada level yang lebih rendah; dan
Pelaksana

14,5
12

14

12
12

12

11

1]

11

11

10

10

32

3
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Penghitungan Nilai K3 bagi pegawai dengan kandisi tertentn

dilabukean dengan mekanisme sebagai beriloat:

ia)

(b)

<)

Pegawal yvang melakukan perubahan manual Indikator
Kinerja

Bagi Pegawai yang melakukan perubahan manual
Indikator Kinerja, maka penghitungan Nilai K3 mengacu
pada manual Indikator Kinerja sesuai hasil perubahan dan
digunakan untuk cvaluasi CKP/HEU setelah periode
perubahan manual Indikator Kinerja ditetapkan.

Pegawai yang memiliki SKP Adendum

Bagi Pegawai vang memiliki SKP Adendum, penghitungan
Nilai K3 dilakukan dengan memperhatikan beberapa
ketentuan sebagai berikuat:

i. Dalam hal penectapan SKP Adendum melakukan
perubahan terhadap target  tahunan, maka
dilakukan penghitungan ulang Nilai K3 mengacu
pada target HKU pada akhir tahun scsuai dengan
SKP Adendum tersebut. Nilai K3 SKP Adendum
digunakan untuk mengevaluasi CKP/HKU setelah
periode penetapan SKP Adendum;

ii. Dalam hal penetapan SKF Adendum melakukan
penambahan, dan/atau penghapusan IKI pada HEKU
serta penggantian/perubahan [KI pada HKU, maka
penghitungan Nilai K3 dilakukan sebagai berikut:

i MNilai K3 dihitung untuk masing-masing SKP
sebelum dan setelah dilakukan adendum; dan
i) Masing-masing Nilai K3 menjadi pengali atas
masing-masing Nilai HKU.
Pegawai yang memiliki SKP Komplemen
Bagi Pegawai vang memiliki SKP Komplemen,

penghitungan Nilai K3 dilakukan dengan memperhatikan
beberapa ketentuan sebagai berikut:

i. SKP awal maupun SKP Komplemen dilakukan
perhitungan Nilai K3;

ii. Penghitungan nilai K3 SKP awal tidak dilalukan
evaluasi ulang karena terdapat SKP Komplemen;

iii. Penghitungan nilai K3 SKP Komplemen, dilakukan
gebelum akhir periode evaluasi kinerja periodik
terdekat sejak penetapan SKP Komplemen tersebut
dilakukan; dan

iv. Penghitungan kualitas target IKI pada HKU pada SKP
Komplemen perlu memperhatikan cara pencantuman
trajectory targel dalam SKP sehingga target [KI pada
SKFP Komplemen dapat dibandingkan dengan

£
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target/ realisasi dengan perinde yang sesuai dan dapat
mengukur kualitas yang sebenernya.

(d] Pegawai yang tidak bekerja penuh dalam satu tahun
evaluasi

Pegawai vang tidak bekerja penuh dalam satu tahun
evaluasi, mencakup:

1.

ik

iii.

Iv.

CPNS dan PPPK yang baru bekerja di Kementerian
Keuangan;

Pegawal yvang kembali bekerja setelah melaksanakan
Cutl di Luar Tanggpungan Negara (CDLTN);

PNS Kementerian Keuangan vang kembali bekerja di
Kementerian Keuangan selelah ditugaskan pada
instansi pemerintah lainnya atau diluar instansi
pemerintah;

PNS dari luar Kementerian Keuangan yang pindah ke
atau ditugaskan di Kementerian Keuangan; dan

Pegawal yang pensiun atau meninggal dunia atau
berhenti bekerja.

{¢) Pegawai Tugas Belajar
Nilai K3 dihitung berdasarkan seluruh IKI pada HEU yang
telah ditetapkan dalam Dolkumen SKP pada tahun penilaian
pegawai yang sedang menjalani Tugas Belajar (TE). Nilai K3
untuk SKP Pegawai pada saat TE ditetapkan scbhagai

berilout:
No Jenjang Pendidikan | Nilai K3
I. | Jenjang pendidikan paling tinggi S1/DIV 0,88
2. |82 0,90
3 |83 1,00

(5) Nilai Hasil Kerja Tambahan (Nilai HKT)

Nilai HKT merupakan jumlah seluruh Indeks Capaian IKl pada
HKT vang dimiliki pegawai dengan batas maksimal nilai sebesar
15. Ketentuan perhitungan Indeks Capaian IKI pada HEU
berlaku secara mutatis mutandis terhadap perhitungan Indeks
Capaian IKI pada HKT, yaitu dengan membandingkan antara

realisasi

dan target dari setiap IKI pada HKT dengan

memperhatikan polarisasinya masing-masing,
Ketentuan penetapan Indeks Capaian IKI pada HKT sebagai

berikut:

A
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Angka maksimum sebesar 1,2;

Untuk  perhitungan NHK  perniodik, HKT vang
diperhitungkan hanya HKT vang memiliki realisasi pada
periode tersebut;

Dalam perhitungan NHK tabhunan, seluruh HKT yang
dimiliki akan dihitung secara akumulatif;

Dalam hal tidak terdapar realisasi HKT ataupun realisasi
kosong, maka indeks capaian akan dianggap “N/A". Apabila
Indeks Capaian dari scluruh HKT *N/A", maka pegawai
vang bersangkutan dianggap tidsk memiliki Kinerja
tambahean;

Pembobotan HKT bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Pimpinan Unit Organisasi
Non Esclon yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Menteri Keuangan, serta Pimpinan Unit
Orpanisasi MNon Eselon yang berada di bawah dan
bertangpung jawab pada Menteri Keuangan melalui
Pimpinan Tinggi Madya, memiliki ketentuan sebagai
berikut:

Ruang Lingkup Bobot
) Nasional 8
| Instansi £
i Unit Eselon 1 4

Pembobotan HKT bagi pejabat/pegawai selain huruf (e},

memiliki ketentuan sebagai berilout:

i. Bagi HKT yang berupa Inovasi (meksimum 1) akan
mendapatkan bobot dengan ketentuan sebagai
berilut:

| Ruang Lingkup Inovasi Bobot
| Nasional &
’ Instansi 3]
q.
2

| UnitKerja
L Tim Kerja

i, Bagi HKT wyang berupa Squad Team akan
mendapatkan bobot dengan kelentuan scbagal
berikui:

Sifat

Basilboioiot

Ruang Lingkup Pemilik Kinerja | Bobot

Menteri Keuangan [ 2
Wakil Menleri Keuangan

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
Penuh | (PPTM] atau Pimpinan Unit
Waktu | Organisasi non Eselon vang 6
berada di bawah dan
bertanggungawab kepada
Menteri Keuangan |
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Sifat
| Penugasan

Ruang Lingkup Pemilik Kinerja

Babat

Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama (FPTF) atau pimpinan
unit organisas: yang setara
Eselon [1

Parah
Waktu

Menten Keuangan/
Wakil Menteri Keuangan

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
IPPTPM) atau Pimpinan Unit
Organisasi non Eselon vang
berada di hawah dan
bertanggunglawab kepada
Menleri Keuangan

Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama (PPTP) atau pimpinan
unit organisas: yvang setara
Eselon [l

1. Bagi HKT yang berupa penugasan
mendapatkan bobot

berikut:

lain,
dengan ketentuan scbagm

akan

Ruang Lingkup Penugasan Lain | Bobot
Masional 8
Instansi &
Unit Kerja 4
Tim Kerja 2




-114-

lgi Contoh format manual [KI pada HKT sebagai berikut:

[Familii R

s kU jtagd Pimpinam UPK)
scatana Hasld Fera .
mlikakor Hanerja Indisida ;

HEETID

MANUAL INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (HKT)

[Pemrima dnpany e SmoFeriguin Lefamednogaay

D P LK, (1l 30 S

Bagl JAUE semiinas vrnscaiul ung BReanE Hasi Aaga Sapianing Facet

| A et ST

G
¢kt an ok | v’ IR emobal]
Formuta;

STk an formudn der ST levaciiull

L Jesitn Kineria Tambanan ; T )i 1 5quad Team ) Pergaman Laineyn
{3iai Fenugasan Sgead Team ; [ 3§ Py Wi {1 Prenh Wk
‘Bla Aeeom Apeergd s Eaiead Teamy
FRusng Lirgiup Pamillk Hinads Squed Teas [{ 1 omagiamanknl | PE T [ | PR
Vi oo P st Solag Team]
Muang Livgaup |rovas | [ Fasnd i limalasl [ JuniKeg [ 1 7m K
(' iy Aesaa sy
g Lisghup Pepagasan Lain; |3 rensnas [ 1irestans) {1 Lni| e [ Tom e
o B Pesr s e
a8umn Penguksngn [ ik an ol Eovp e e dipomsesT LT mangE w1
i pyin Bspe  Targel ! Jomps JEAIFY [ 7 Foaniian (e 1 1™k [ 1Eaive
i Kol idasl Peciode - |[ 15m i ] Aveasaggi | | Takd Lasd Frmn W afue
Pofarisn s Indikadod Hingga | [ ) Masdimize i 1 Minimize
Eal et =
[ L | ¥
Pagiods Melaparasn Targat e
Jarian
Feanan
Iare 8 |
_hprl : [Hh et Tape! (i PEasasi (Ml T vy woas ) @
P | bemirrarkan Fissanab i i s piresan)
Jun
Juil" s U VIR, g () TR O G S e
sl s Aot aalsi sy Ingla Ll Bpelen ) feifau mouk Fo
AQuElE dalary Sesis daty vl
Bplamnber
[m
Fcvmmibar i
Nasnmber |
Contoh:

Era sebagai seorang vang ahli di hidang pembangunan
aplikasi mendapatkan penugasan tambahan di luar tusinya
dalam lingkup Instansi pada bulan Februan dengan target
100%. Kemudian Era diminta untuk bergabung dalam
Squad Team Paruh Wakiu di bulan Agustus dengan farget
vang diberikan sccara khusus oleh PPTM sebesar 100%,
Dalam penyelesaian tugasnya di tahun tersebut, Era juga
menciptakan inovasi untuk meningkatkan efektivitas
kinerja Unit Kerjanya dan masuk ke dalam basis data
Inovasi tahun 2022. Keseluruhan penugasan yang diberikan
kepada Era di tahun tersebut dapat disampaikan sebagai
berilcut:
&
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Nama HKT Target | Realisasi | Bobot hdck:{;ﬁrpam
'HKT A [Penugasan 100% | 100% 4 | =(100%/100%) x 4
| Lain - Instansi) =44
HKT B (Squad Team | 100% 110% 3 =[{110%/100%} x 3
Paruh Waltu - =H3
| PPTM)
HKT C (Inovasi — 1 00%6 1 (0% 4 =(100%/ 100%) x 4
Unit Kerja) =&,

Milai HKT = Indeks Capaian HKT A + Indcks Capauan HKT B +

Nilai HET = E Indeks Capaian HKT

Indelks

Capaian HKT C
=4 0+33+40

=112

Indeks Capaian dari setiap IKl pada HKT dikonversi menjadi
Umpan Balik Berkclanjutan dengan ketentuan sebagai berikut:

1L

iii.

Apabila Indeks Capaian tiap IKI bernilai =1 (diatas
ekspektasi), diberikan Umpan Balik dengan klausa seperti
*Wow Luar Biasa. Terima kasih atas kinerjamu.”

Apabila Indeks Capaian tap IKI bernilai 0,9 < x < 1,00
(sesuai ekspektasi), diberikan Umpan Balik dengan Klausa
seperti “Targel lelah terpenuhi. Terus ditingkatkan lagi
Kinerjamu, ya."

Apabila Indeks Capaian tiap IKI bernilai <0,9 [dibawah
elkspektasi), diberikan Umpan Balik dengan klausa seperti
*Yuk, kita diskusikan lagi rencana kedepan. Jangan
menyerah, Saya tahu kamu bisa.”

(6) Penghitungan Nilai Hasil Kerja (NHE)/ Capaian Kinerja Pegawai

I7)

(CKP)

Formula penghitungan NHEK/CKP sebagai berikut:

NHE/CKP = [Nilai HKU x K3) + Nilai HKT

Ceontoh:

Misal Nilai K3 Pegawai sebesar 1,1,
maka NHK Pegawai :

NHE/CKP = (Nilai HKU x K3) + Nilai HKT
NHEK/CKP = (97.5x 1,1) 4+ 2,84
NHK/CKP = 107,25 + 2,84 = 110,09

Nilai Hasil Kerja apabila pegawai melakukan perubahan manual
Indikator Kinerja

Dalam hal terdapat perubahan manual Indikator Kinerja,

maka penghitungan NHE mengacu pada manual Indikator

A
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Kinerja sesuai hasil perubahan dan digunakan untuk
penghitungan NHK setelah periode perubahan manual Indikator
Kinerja ditctapkan. Evaluasi NHK sebelum perubahan manual
Indikator Kinerja tidak periu dilakukan evaluasi ulang.
(A) Nilai Hasil Kerja apabila terdapat SKP Adendum
Ketentuan penghitungan NHK apabila terdapat SKP Adendum
vaitu:
(a) NHEK Periodik sebelum adendum

Penghitungan NHEK  Periodik  dilakukan berdasarkan

seluruh IKI Hasil Kerja pada SKF awal sebelum adendum
yvang mempunyai indeks capalan Hasil Kerja.

(b) NHK Periodik sesudah adendum

Penghitungan NHEK Periodik dilalkukan berdasarkan
seluruh IKI Hasil Kerja pada SKP sesudah adendum vang
mempunyai indeks capaian IKI Hasil Kerja.

c] Formula penghitungan CKP NHEK Tahunan sebagai beriloat:

NHK /CKP Tahunan

N nl
= (HI':I] 1] HEL 1 x K3 8KP1 x m}

i (mlaj IKI HKU 2 x K3.5KPZ 2 +...+Nilal HKT

n
(nl + ??2])

Nilai IKI HKU 1 = Nilai IKI HKU sebelum addendum

Nilai IKI HKU 2 = Nilai IKI HKU sesudah addendum

Nilai HKT 1 = Nilai HET dalam setahun

nl = kurun waktu pelaksanaan SKP scbelum adendum

n2 = kurun waktu pelaksanaan SKP setelah adendum sampai
dengan periode evaluasi

K3, 5KP1 = Nilai K3 sebelum adendum

K3 8KP2 = Nilai K3 sesudah adendum

Cantoh:

Seorang pecgawal menandatangani Dokumen Perencanaan
Kinerja pada tanggal 25 Januari dengan rincian targel IKI
sebagai berikut:

1K1 Jenis Tahunan
Konsolidasi ———
Periode 01 | Q2 | Sm.1 | Q3 | Q4 | ¥
IKIA |sum 10 | 20 | 40 | 30 | 30 | 100
IKIE |average 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
IKIC | average 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100




%

e

-117-
Pada tanggal 5 April, ditetapkan SKP Adendum berupa
penghapusan IKI B dan penambahan TKI D.
IKI Jenis Tahunan
Komsalidasi
Perinde Q1 | Q2 | Sml | Q3 | Q4| ¥
IKIA |sum 10 | 30 40 30 | 30 | 100
| IKIC |average 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
IKID |TLKV 30 | 70 | 100 | 100

Seluruh 1KI pegawai tersebut diasumsikan merupakan [KI
cascading (C) dan non-cascading (N) dengan bobot yang sama,
vaitu 9, serta nilai K3 SKFP 1 scbesar 1 dan nilai K3 SKP 2 sebesar

1,1.

Penghitungan Nilai [KI Q2 pegawal yang bersangkutan sebagai
berikut:

Realisasi dan Nilai IKI pada SKP 1 sebagai berikut:

[KI Jenis - Q1 Indeks
Konsolidasi Tarpget Realisasi
Periode
IKT A sum 10 10 100
| IKI B AVETAREE 100 ag an
Tkl AVEraEs 100 1040 100
L Milai IKI 96,67
Realisasi dan Milai IKI pada SKP 2 sebagai berilaat:
K1 Jenis ' Q2 Indeks
Konsolidasi | Target Realisasi
Periode —
IKI A sum 30 33 110
IKIC |average 100 100 100
IKI D TLE A i Gl
' Nilai KT 100

Apabila pegawsai tersebut belum memiliki kinerja tambahan
sampai dengan periode Q2, maka:

NHK Periodik Q2 = [Nilai IKI SKP2 x K3 8KP2) + Nilaw  HKT
=(100x1,1)+0
w 110+0
=110
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Kemudian, penghitungan Nilai IKI Q4 /Tahunan pegawai yang
bersangkutan sebagai berikut:
Realisasi dan Nilai IKI pada NHK SKPZ:

[KI Jenis Target Realisasi | Indeks
Konsolidasi | Q3 24
Periode
[KIA | sum 30 30 60 100
Kl C | average 100 1O 105 105
[KID | TLE 70 | 100 05 05
Nilai TKT 100

Apabila pegawai tersebut memiliki kinerja tambahan dengan
Nilai HKT sebesar 2, malka:
NHEK tahunan = [Nilai IKI SKP1 x K3 SKP1 x (n/(nl+n2})} + {Nilai
IKI SKP2 x K3 SKP2 % (n/[nl+n2))} + Nilai HKT
= 106,67 x 1 x(3/12)) + {100 % 1,1 x (9/12)) + 2
- 24,17+ 82,55+ 2
= 108,67
(d) Apabila adendum hanya mengubah {frajeciory target
dan/atau target tahunan, maka penghitungan NHK
tahunan menggunakan IKI dan target IKI pada akhir tahun
sesual SKP adendum tersebut

Contoh:

Seorang pegawal menandatangani Dokumen Perencanaan
Kinerja pada tanggal 25 Januari dengan rincian target IKI

sebagai berikut:
Target
L y e [ Tahun
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun |.Jul [ Ags | Spt | Okt | Nov | Des !
| mIA 3 : 10 | 10| 10| 10|10 10| 10| 10 | 10 | 100 | 100
K1 B = - |wo| - . | 1l e | = | BB e - | 100 | 100
10 100
KT C 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ' | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
D = 2 | - N R o | - : 10 W

A
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Pada tanggal 30 Juni ditetaplkan perubahan target tahunan

IKI D dengan perubahan frajectory target trivulan [II dan IV
sebagai berikut

Target
Kl 5 [Feb | Mar | Apr |Mei |Jun |Jul|Ags | Spt | Okt |Nov | Des | Tahun
IKra | - - | 10| 10 | 10 | 10 |10| 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100
IKIB | - - [1o0] - - (o] - - [1w0] - - 100 ] 100
IKIC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
i 0
IKI D - 10 - - 10 . 15 = £ 13 20
Maka, penghitungan Nilai IKI untuk perhitungan NHK
tahunan menggunakan target yang baru:
1K1 | Konsolidasi Target Realisasi | Indcks
| Periode Tahunan s.d. Des
IKTA | SUM 100 90 a0
IKIB | AVE 100 102 102
IKIC | AVE 100 100 100
IKI D TLKV 50 48 96
Nilai TKT 97
Jika, nilai HKT pegawai tersebut 3 dan Nilai K3 sebesar 1,1 R
maka:
CKP tahunan = {Nilai IKI x K3} + Nilai HKT
=197 x 1,1) + 3
= 106,7 + 3
= 109.7

(9) Nilai Hasil Kerja apabila terdapat SKP Komplemen

(a] Penghitungan NHK periodik dengan ketentuan sebagai
berikut:

1.  Penghitungan SKP apabila terdapat SKP Komplemen

pada suatu trivulan dilakukan berdasarkan integrasi

NHK sebelum dan sesudah dilakukannya SKP

komplemen ditetapkan dengan menggunakan proporsi
bobot han kalender.

ii. Pada triwulan scbelum SKP komplemen ditetapkan,
penentuan predikat kinerja perindik  berdasarkan
dokumen evaluasi kinerja sebelum SKP komplemen
ditctapkan.

é
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iii. Pada triwulan setelah SKP komplemen ditetapkan,

(i)

penentuan predikat kinerja periodik berdasarkan
dokumen evaluasi kinerja setelah SKP komplemen
ditctapkan.
Penghitunpan NHK Tahunan dilakukan berdasarkan
konsolidasi seluruh NHK dari 8KP yang telah ditandatangani
dengan memperhatikan periode pelaksanaan masing-masing
SKP

Ketentuan terkail penghitungan SKP komplemen, yaitu:

i, NHK diakumulasi secara proporsional berdasarkan
bobot bulan sesuai periode pelaksanaan masing-masing
SKP.

ii, Pegawai dan atasan langsung pada jabatan awal
menycpakati  hasil evaluasi SKP  sebelum SKP
komplemen disusun dan ditetapkan sebagai NHK SKP
awal.

iii. Tormula penghitungan NHK apabila terdapat SKP
Komplemen sebagai berikut:

)+ (HHH’EJ L]

nl
HHH=(HHE1:m s

NHK | = NHK dari SKP 1
NHK 2 = NHK dari SKP 2
nl = kurun waktu pelaksanaan NHK 1

n2 = kurun waktu pelaksanasn NHK 2 dari saat
penetapan NHK sampai dengan periode evaluasi

Contoh:

Bapak Budi bekerja di kantor A sejak 1 Januari 2021 dan
telah menctapkan SKP dengan fragjecfory target vang
beragam. Rincian SKP selama Januari sampai dengan Jum
sebagai berikat:

[ 1Kl | Konsolidasi Target
Periede Jan | Feb | Mar | Apr | Mei Jun | s.d Trajectory
| Jun
[
AVE 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 103 | Bulanan
tlﬂﬂ TLRV 1 - | - | - | - [10D |00 | Semesteran
KIC | SUM = - | B | = - | 30 |50 | Triwulanan

l[[C[C

£
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Beliau dimutasi tanggal 30 Juni 2021 ke kantor B, maka
realisasi IK1 pada SKP ([sejak 1 Januar sd 30 Juni)
diperhitungkan sebagai NHEK Bapak Budi pada kantor A
Berdasarkan kesepakatan dengan atasan langsung pada
SKP di Kantoer A dengan memperhatikan peran/periode yang
telah dilaksanakan, Bapak Budi dihitung kinerjanya
berdasarkan kinerja sampai dengan semester L.

Jika NHK SKP1 Bapak Budi scbesar 102 [sudah termasuk
HET pada jabatan di kantor A) dan NHK SKP2 sebesar 104
sudah termasuk HKT pada jabatan di kantor B), maka NHK
tahunan Bapak Buda:

n
} + (NHHE X —-:]

NHK = (NHE'II L
— {nl 4 n2) (nl + n)

wHK = (102 [ﬁim)Jr (104 {5.+5}J

NHK = 51 + 52
NHK = 103
Nilai NHK pegawai akan menghasilkan Rating Hasil Kerja Pegawai

dengan ketentuan:

(1) Diatas Ekspektasi, apabila NHK = 100

(2) Scsuai Ekspektasi, apabila NHE 90=x=100
(3} Dibawah Ekspektasi, apahila NHK < 90.
MNilai Perilaku Kerja (NPK)

Nilai Perilaku Kerja diperoleh dari hasil pengamatan terhadap

perilaku kerja positif pegawai yang dibandingkan dengan standar
perilaku  kerja serta terdapat ruang untuk memberikan evaluasi
terhadap perilalu kerja negatif (bila muncul pada ervaluee) dengan
ketentuan sebagai berilout:

a)

Penetapan evaluator dan evaluee dilaksanakan dengan ketentuan:

(1) Evaluator merupakan pegawai yang ditugaskan dan ditetapkan
sebagal penilai perilaku kerja bagi pegawai lain.

(2) Evalies merupakan pegawal yang dinilai perilaku kerjanya.

(3) Evaluee wajib mengajukan calon Evaluator kepada atasan
langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja yang selanjutnya wajib
ditetapkan oleh atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinenja.

{4) Pegawai vyang telah ditetapkan sebagai Evaluator wajib
melakukan evaluasi perilaku kerja.

(5) ldentitas dan hasil evaluasi dari setiap Evaluator bersifat rahasia,
dan hanya dapat diakses oleh Selretariat Komite Manajemen
Kinerja dalam rangka monitoring dan evaluasi atau kebutuhan

organisasi lainnya. ﬁ,
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(6] Dalam melakukan evaluasi, Evaluator dapat meminta masulkan
dari pegawai lainnya.

Evaluasi perilaku kerja dilakukan melalui pengisian instrumen (fools)

penilaian perilaku kerja yang meliputi evaluasi dari atasan langsung

sebagai Pejabat Penilai Kinerja, rekan kerja (peers), dan anggota,

Instrumen evaluasi perilaku kerja disusun berdasarkan 5 Aspek
perilaku kerja, yaitu Orientasi Pelayanan, Komitmen, Inigiatil Kerja,
Kerja Bama dan Kepemimpinan.,

aspek perilaku kerja terwujud dalam core values ASN BerAKHLAK
[Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmomis, Loyal,
Adaptif, dan Kolaboratif) yang selaras dengan nilai-nilai Kementerian
Keuangan;

Evaluator perilaku kerja terdiri atas:

(1) Atasan, vailu pegawai vang melakukan supervisi secara langsung
terhadap pekerjaan Evaluee dan secara hierarki berada 1 (satu)
tingkat di atas Ewvaluee, Untuk pejabat fungsional, ketentuan
Evaluator Atasan sebagai berikut:

(a) Apabila tidak dapat dibedakan level tanggung jawab dan tidak
ada fungsi supervisi antar pejabat fungsional, maka evaluator
Atasan mcrupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pcjabat
Pimpinan Tinpggi Pratama atau pejabat adminisirator yang
membina sesuai level jabatan masing-masing pejabat
fungsional berdasarkan rekomendasi dari ketua kelompok
kerja yang dikoordinasikan oleh Koordinator Kinerja Pegawai
berdasarkan jenjangnya.

Contoh: Widyaiswara pada BPPK dan Assessor3DM Aparatur.

(b} Apabila jabatan [ungsional memiliki kewenangan dan
tanggung jawab supervisi secara berjenjang antar pejabat
fungsional, maka evaluator atasan merupakan pejabat
fungsional yang level kedudukannya lebih tingg:

Contoh: Auditor pada Itjen.

c] Apabila pejabat fungsional memimpin suatu unit kerja, maka
yvang bersangkutan dapat menjadi evaluator atasan bagi
pejabat/ pegawal pada unit kerja tersebut.

(d) apabila pejabat fungsional merupakan anggota tim jabalan
fungsional, maka atasan langsung dari setiap tim jabatan
fungsional wvang diikuti dapat memberikan rekomendasi
evaluas perilalku kerja kepada evaluator atasan pejabat
fungsional dimaksud.

Apabila Evaluee tidak memiliki Pejabat Penilai Kinerja,
mala:

(a) Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) Atasan
yvang bersangkutan melalkukan evaluasi sebagai Pejabat
Penilai Kinerja darn evahiee;
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(b) Dalam hal tidak terdapat Evaluator sebagaimana huruf (a),
maka atasan dari Pejabat Penilai Kinerja dapat mernjadi
Evaluator.

(2] Rekan Kerja (Peers), vaitu pegawal vang saat ini sedang danjatan
pernah berinteraksi terkait pelierjaan dan memiliki jabatan setara
dengan Evaluee, dengan ketentuan:

{a) Peers untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya merupakan
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lainnya dan/atau Pimpinan
Unit Organisasi non Eselon vang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan,

() Peers untuk Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri
Keuangan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

o) Peers untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada kantor
pusat merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan
Pejabat Fungsional yang setara lainnya pada kantor pusat di
lingkungan unit eselon [ masing- masing;

(d) Peers untuk Pejabat Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Keuangan melalui Pimpinan Tinggi Madya merupakan Pejabat
Pimpinan Tingg: Pratama pada Unit Pimpinan Tinggi Madya
YaLg Sama;

(e} Peersuntuk Pejabat Pimpinan Unit Organisasi 1 (satu) tingkat
di bawah Unit Organisasi Non Eselon yang berada di hawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan
merupakan PNS vang sctara di lingkungan Unit Organisasi
Non Eselon tersebut;

(f) Pimpinan unit Esclon II pada kantor vertikal tidak memiliki
Evaluator peers;

(g) Peers untuk pecjabat administrator pada kantor pusat
merupakan pejabat  administrator lainnya dan  pejabat
fungsional yang setara dalam Unit Eselon I yang sama;

(h} Peers untuk pejabat Administrator pada kantor wilayah
merupsakan:
i, Pejabat administrator lainnya dan pejabat fungsional yang
setara dalam Unit Esclon Il yang sama; dan/atau

ii. Pimpinan Unit Kerja Mandiri setingkat Eselon III/IV dalam
Unit Eselon Il yang sama dengan Evaluee;

(i} Peers untuk pejabat pengawas merupakan pejabat pengawas
lainnya di lingkungan unit eselon T masing-masing;

(i} Pimpinan Unit Kerja Mandiri setingkat Eselon II/1V memiliki
Evaluator peers, yaitu;
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i. Pimpinan Unit Kerja Mandiri setingkat Eselon III/IV
lainnya yang berada di wilayah yang sama dengan Unil
Kerja Mandiri Evaluee berada; atau

ii. Pejabat administrator/pengawas pada kantor vertikal Unit
Eselon 11/ Pimpinan Unit Kerja Mandiri setingkat Eselon
IM1 dari Unit Kerja Mandiri Evaluee.

(k) Peers untuk pelaksana merupakan pelaksana lainnya dan
pejabat fungsional yang setara di lingkungan unit eselon IV
masing-masing; dan

(I} Untuk pejabat fungsional:

i. Apabila tidak dapat dibedakan level tangeung jawab serta
tdak ada fungsi supervisi secara berjenjang, maka
Evaluator peers merupakan pejabat fungsional sejenis
dalam eselon II atau eselon Il yang sama; atau

ii. Apabila jabatan fungsional memiliki kewenangan dan
tanggung jawab supervisi secara berjenjang, maka
Evaluator peers merupakan pejabat fungsional yang level
kedudukannya sama.

(3) Bawahan, yaitu pegawal yang menerima tugas secara langsung
dari Evaluee dan secara hierarki level jabatan berada | (satu)
tingkat di bawah Evaluee. Bagi pejabat fungsional berlaku:

(@) Apabila tidak dapat dibedakan level tanggung jawab serta
tidak ada fungsi supervisi sccara berjenjang maka pejabat
fungsional tidak memiliki bawahan.

(b) Apabila jabatan Mungsional memiliki kewenangan dan
tanggung jawab supervisi secara berjenjang, maka bawahan
merupakan pejabat fungsional yang level kedudukannya lebih
rendah,

Jumlah evaluator:
i1) Pejabat Struktural /Pelaksana:

(a) Pejabat struktural dievaluasi oleh 5 (lima) orang evaluator,
yaitu | (satu) atasan, 2 (dua) peers, dan 2 [dua) bawahan.

(b) Pelaksana dievaluasi oleh 5 (lima) orang evaluator, ¥aitu ]
{satu) atasan dan 4 (empat) peers.

(c) Apabila pegawai memiliki peers kurang dari ketentuan jumlah
Evaluator, maka jumlah Evaluator disesuaikan dengan jumlah
pegawai yang tersedia, dengan ketentuan:

1. Apabila hanya terdapat 1 (satu] peer, maka Evaluator yang
ditetapkan vakni 1{satu) orang peer terscbut,

ii. Apabila terjadi kekosongan atau tidak memiliki peers,
maka Evaluee tidak memiliki Evaluator peers.
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iii. Khusus bagi pejabat pengawas, apabila peers kurang dari
2 [dua), maka atasan langsung dapat menunjuk peers lain
yang berada pada UPK yang sama scbagai Evaluator,

iv. Khusus bagi pelaltsana, apabila peers kurang dan 4
(empat), maka atasan langsung dapat menunjuk peers lain
vang berada pada unit Eselon III yang sama scbagai
Evaluator.

(d) Apabila pegawai memiliki bawahan kurang dari ketentuan
jumlah Evaluator, maka jumiah Evaluator disesuaikan dengan
jumlah pegawai vang tersedia, dengan ketentuan sebagai
berikut:

i. Apabila hanya terdapat 1 (satu) bawahan, maka
Evaluator vang ditetapkan yakni 1 (saru) orang bawahan
tersebut.

i, Apabila terjadi kekosongan bawahan atau Udak memiliki
bawahan, maka Evaluee tidak memiliki Ewvaluator
bawahan.

(2) Pejabat Fungsional

la) Pejabat fungsional yang memiliki fungsi supervisi secara
berjenjang dievaluasi cleh 5 (lima) orang Evaluator, yaitu 1
(satu) atasan langsung, 2 (dua) peers dan 2 (dua) bawahan.

(b) Pejabat fungsional yang tidak memiliki fungsi supervis: secara
berjenjang dicvaluasi oleh 5 (lima) orang Evaluator, yaitu 1
[satu) atasan langsung dan 4 (empat) peers. Koordinator
Pejabat Fungsional dan/atau struktural dapat memberikan
rekomendasi kepada Evalualor atasan langsung sebagai
komponen dari evaluasi atasan langsung,.

(¢) Khusus hagi pejabat [ungsional yang memiliki jumlah
Evaluator peers dan/fatau bawahaan yang tidak memenuhi
ketentuan di atas, maka Evaluator:

1. dapat ditunjuk dari pejabat struktural atau pelaksana
vang setara dengsn Evaluator yang digantikan serta
berada pada unit esclon I atau eselon [l yang sama; atau

ii. menyesuaikan dengan jumlah pejabat fungsional vang
tersedia.

g] Mekanisme evaluasi Perilaku Kerja

(1) Evaiuee mengusulkan calon Evaluator kepada atasan langsung
untuk ditetapkan sebagai Evaluator;

(2) Atasan langsung Evaluese menetapkan Evaluator dengan
ketentuan minimal 50% Evaluator yang ditetapkan berasal dar
usulan Evalues; dan

{3) Dalam melakukan evaluasi, Evaluator dapat meminta masukan
dari pegawai lainnya.
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h) Ketentuan Penalfi

1

k]

(1] Evaluator yang tidak menjalankan kewajiban evaluasi, dikenakan
penalld berupa pengurangan nilal Perilaku Kerja akhir Evaluator
schesar 2 poin untuk setiap Erahiee yang tidak dinilai dengan nila:
maksimal pengurangan nilai Perilaku Kerja akhir sebesar 10 poin.

2] Atasan langsung secbagai Pejabat Penilal Kinerja yvang tidak
menetapkan Evaluator bagi  masing-masing bawahannya
dikenakan penalti berupa pengurangan nilai Perilalnm Kerja akhir
sebesar 2 poin untuk sctiap bawahan dengan nilai maksimal
pengurangan nilai Perilaku Kerja akhir sebesar 10 poin,
sclanjutnya terhadap pegawal vang telah diusulkan akan secara
otomatis menjadi Evaluator.

{3) Evaluee yang tidak mengajukan usulan Evaluator kepada atasan
langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerjanya dikenakan penalti
herupa pengurangan NPK akhir sehesar 5 poin, selanjutnyva atasan
langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja Evaluee dapat melalkukan
penunjukan Evaluator bagi Evaluee yang bersangkutan.

{¢) Penalti sebagaimana dimaksud pada angka (1), (2), dan (3)
mengurangt NPK pada komponen NKP.

i5) Dalam hal sebagian jenis Evaluator tidak melakukan evaluasi
terhadap Evaluee, maka dilakukan pembobotan ulang terhadap

jenis Evaluator yang menilai sebagaimana diatur dalam ketentuan
pembobotan evaluator.

{5) Dalam hal Evaluee tidak dinilai oleh semua Ewvaluatornya, maka
Evaluee dapat mengajukan keberatan atas Nilai Perilaku Kerja.

Nilai Perilaku Kerja Pegawai Tugas Belajar

Pegawai yang sedang tugas belajar hanya dinilai Perilaku
Kerjanva oleh Pejabat Penilai Kinerja dengan mckanisme:

(1) Pejabat Penilai Kinerja memberikan evaluasi Perilaku Kerja
dengan mempertimbangkan masukan dari
dosen /pengajar/kepala perwakilan di perguruan
tinggi / sekolah [ kantor perwakilan RI,

(2] Evaluasi Perilaku Kerja dilakukan melalui tools Evaluasi Perilaku
Kerja sesuai kriteria penilaian atas aspek Evaluasi Perilaku Kerja,

Nilai Perilaku Kerja Anggota Squad Team
Dalam squad team, evaluasi Perilaku Kerja anggotanya

dilakukan oleh stasan langsung berdasarkan rckomendas: dari
ketua tim dan/atau pejabat pemilik kinerja.

Nilai Perilaku Kerja PNS Kementerian Keuangan yang ditugaskan
pada Instansi Pemcrintah Lainnya maupun di luar Instansi
Pemerintah
(1) Bagi PNS Kementerian Keuangan yang ditugaskan pada Instansi
Pemerintah, penilaian Perilaku Kerja dilakukan dan ditetapkan
pada unit dimana pegawai dimaksud ditugaskan; dan
£
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Bagi PNS Kementerian Keuangan yang ditugaskan di luar
Instansi Pemerintah, penilaian Penlaku Kerja dilakukan
berdasarkan rekomendasi dari alasan langsung dan/atau peers
pada wunit dimana pegawal dimaksud ditugaskan untuk
kemudian ditetapkan cleh pimpinan di ingkungan Kementerian
Keuangan.

Pembobotan Evaluator

Pembobotan pada kondisi umum dilakukan jika seluruh jenis

Evaluator lengkap (Atasan langsung, peers, dan Bawahan). Bila
terdapat Evaluator yang tidak melakukan penilaian namun masih
memenuhi semua jenis Evaluator, maka pembobotan Evaluator

ma

sih menggunakan pembobotan pada kondisi umum. Apahila

schagian jenis Evaluator tidak melakukan pemlaian terhadap
Evaluee, maka dilakukan pembobetan ulang sesual yang tercantum
pada tabel bobot evaluator sebagai berikut;

Tabel Bobot Evaluator

Bobot Evaluator
No. Kondisi Pejabat
Penilai | Peers | Anggota
Kinerja
A | Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional yang Memiliki
Fungsi Supervisi
1 | Umum B 15% 250
2 | Tidak ada nila dari Atasan - | 40% |  60%
3 | Tidak adanilai darl peers TOM% - 30%
4 | Tidak ada nilai dari bawahan 80% 20% :
5 | Tidak ada nilal dari atasan
dan peers - - 100¢
6 | Tidak ada nila: dari atasan
dan bawahan - 100% -
¥ | Tidak ada nilai dari peers dan -
bawahan 1 00% - -
B | Pe¢jabat Fungsional Tanpa Fungsi Supervisi atau
Pelaksana
I | Umum 60% | 40% -
2 | Tidak ada nilai dari Atasan - | 100% -
3 | Tidak ada nilal dan peers 100% s -
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m| Formula perhitungan Indeks Capaian NPK.

Indeks Capaian NPK =

{NPK sragan = hobot) + (NPKpgeps % bobot) + (NPKpgwanan ¥ bobot)
100%,

a}

Rl

Reterangan:
NPKAtacan =

NPE yang berasal dari Evaluator Atasan unit kerja definitif yang
dapal didukung dengan rekomendasi nilai dari  Ewvaluator
Ketua/ Koordinator dalam sguad team atau kelompok kerja Pejabat
Fungsional.

NPKpeers =

Rata-rata NPK vang berasal dari seluruh Evaluator Peers unit kerja
definitil dan Evaluator Peers dalam squad team.
NPKEWM -

Rata-rata NPK yvang berasal dari seluruh Evaluator Bawahan,
Bobot =

Disesuaikan dengan pembobotan berdasarkan Tabel Bobot
Evaluator.

Nilai Perilaku Kerja Periodik diperolch dari rata-rata Indecks Capaian
NFPK tiap Core Value

2 Indeks Capaian NPK;

NPRparingix = =
Keterangan:
Indeks Capaian NPKi= Indcks Capaian NPK pada suatu Core Value.
i = Jumlah Core Value.

Nilai Perilaku Kerja Akhir/Tahunan diperoleh dari rata-rata Nilai
Perilaku Kerja Periodik

L NPKparicae
L

NPK+rahunan =

Keterangan:

NPKperinge: = Nilai Perilaku Kerja pada suatu periode tertentu,
n =.Jumlah periode yang dinilai dalam zatu tahun.

Umpan Balik Perilaku Kerja

Nilai Perilaku Kerja atas setiap [ndikator Core Value ASN
dikonversikan ke dalam klausa evaluasi yang menjadi Umpan Balik
Berkelanjutan pada tiap Indikator Core Value ASN dengan ketentuan
sehagai berikut: F
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{1) Apabila Indeks Capaian NPK bernilai =100 [diatas ekspeklasi],
diberikan dengan Umpan Balik dengan klausa seperti: *Terima
kasil. Ajak yvang lain agar bisa seperti kamu."”

{2) Apabila Indeks Capaian NPK bernilai 90z x =100 (sesuai
ckepektasi), diberikan dengan Umpan Balik dengan klausa
seperti: “Sudah baik, tapi ini masih bisa dioptimalkan lag.”

{3) Apahila Indeks Capaian NPK bernilai <40 (dibawah elkspektasi],
diberikan dengan Umpan Balik dengan klausa seperti: “Lebih
diperhatikan lagi standar perilaku kerja di Kemenken.”

Lebih lanjut, Ewvaluator dapat memberikan Umpan Balik

Perilaku Kerja berdasarkan pengamatan Penilaku Kerja Evaluee.

g} Rating Perilaku Kerja Pegawai

NFK akan menghasilkan Rafing Perilaku Kerja Pegawai dengan
ketentuart:

(1) Diatas Ekspektasi, apabila NPK Periodik/Tahunan bernilai =
100 dan tidak ada indeks capaian NPK per aspek/ core vaiue ASN
vang bernilai < 90 (di bawah ckspektasi);

(2] Sesuai Ekspektas:, apabila NFK Periodik/Tahunan bernilai 90
dan jumlah indeks capaian NPK per aspel/ Core Value ASN yang
dibawah ekspektasi maksimal 3; atau

(3] Dibawah Ekspektasi, apabila jumlah indeks capaian NPK per
aspek/ Core Value ASN vang dibawah ekspektasi minimal 4.

b. Predikat Kinerja

Predikat kinerja merupakan hasil reviu dari hasil kerja dan Perilaku Kerja
pegawai berdasarkan kuadran kinerja pegawai.

1) Menetapkan Predikat Kinerja Periodik Pegawai

a) Predikat kinerja periodik pegawai diperoleh dari kuadran kinerja pegawai
yvang terdiri dard rating hasil kerja pada sumbu y dan rating Perilaku Kerja
pada sumbu x, sebagai berikut:

g
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KUADRAN KINER.JA PEGAWAI]

HASIL KERJA
KURANG/ SANGAT
DIATAS ; ATIS
BAIK BATK
EKSPEKTASI CONDUCT
KURANG/
SESUAI MIS
BAIK BATK
EKSFEKTASI CONDUCT
DIBAWAH SANGAT BUTUH BUTUH
AR KURANG | PERBAIKAN | PERBAIKAN
PERILAKU
.
DIBAWAH SESUAL DIATAS KERJA
EKSPEKTASI EKSPEKTASI EKSPEKTASI
b) Penjelasan Kuadran Kinerja Pegawai
Predikat Kinerja | Penjelasan
Pegawai - .
Sangat Baik Hasil kerja dan Perilaku Kera pegawai diatas |
ekspelkiasi
Baik 1. Hasil kerja pegawai diatas ekspektasi dan |

2

3.

Perilaku Kerja pegawai sesuai ekspelktasi

Hasil kerja dan Perilaku Kerje pegawal sesuai
ekspektasi

Hasil kerja pegawal scsum ckspelitasi dan
Perilaku Kerja pegawai diatas ckspcktasi

| Butuh Perbaikan

. Hasil kerja pegawai dibawah ekspektasi dan
Perilaku Kerja pepawal diatas ckspektasi

. Hasil kerja pegawai dibawah ekspektasi dan
Perilalon Keria pepawai sesuai elkspelctas:

Ku rang/
- Misconduct

Sangat Kurang

L.

2.

Hasil kerja pegawai diatas ekspektasi dan |
Perilaku Kerja pegawai dibawah ekspekiasi

Hasil kerja pegawai sesual ckspektasi dan |
Perilaku Kerja pegawal dibawah ekspektasi ;

Hasil kerja dan Perilaku Kerja pegawai dibawah |
ckspektasi

c) Bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan tidak dapat
menyelesaikan studinya (tidak lulas/drop ouf), Pejabat Penilai Kinerja
menetapkan predikat kinerja pegawai dimalisud kategori Kurang atau
Sangat Kurang berdasarkan Perilaku Kerja Pegawai.

¢
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2] Menetapkan Predikat Kinerja Tahunan Pegawai

a] Predikat kinerja periodik pegawai diperoleh dari kuadran kinerja pegawai
yang lerdiri dari rating hasil kerja pada sumbu y dan rating Perilaku Kerja
pada sumbu x, sebagai berilout:

KUADRAN KINEERJA PEGAWAL

HASIL KERJA
T KURANG/ SANGAT

DIATAS MIS BAIK HAIK
EKSPEKTASI CONDUCT
SESUAL KURANG /
EKSPEKTASI MIS BAIK BAIK

CONDUCT
DIBAWAH

SANGAT BUTLH BUTUH
ERSPRETASL KURANG PERBAIKAN | PERBAIKAN

DIBAWAH SESUAI DIATAS
EKSPEKTASI EKSPERTAS] EKSFEKTAS]

b} Penjelasan Kuadran Kinerja Pegawai

Predikat Kinerja Penjelasan
~ Pegawai —
Sangat Baik Hasil kerja dan Perilaku Kerja pegawai diatas
ekspektasi
Baik 1. Hasil kerja pegawai diatas ekspekiasi dan

Perilaku Kerja pegawai sesuai ckspektasi
2. Hasil kerja dan Perilaku Kerja pegawai
segual ekspektas:
3., Hasil kerja pegawai scsual ckspekiasi dan
| Perilaku Kerja pegawai diatas ekspekiasi
Butuh Perbaikan | 1. Hasil kerja pegawal dibawah ekspektasi
dan Perilaku Kerja pegawal diatas
elkspekitas]
2. Hasil kerja pegawan dibawah ekspeltasi
dan Perilaku Kerja pegawal sesual

_ ekspekiasi
Kurang/ 1. Hasil kera pegawai diatas ekspektasi dan |
Misconduct Perilaku Kerja  pegawai dibawah |
ckspelktas;

2. Hasil kerja pegawai scsuai ckspektasi dan

Perilaku Kerja  pegawai  dibawah
ekspeklasi
Sangat Kurang | Hasil kerja dan Perilaku Kerja pegawai
dibawah ekspektasi

1
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Bagi pegawai yvang melaksanakan tugas belajar dan tidak dapat
menyelesaikan studinya (bdak lulus/drop oul), Pejabat Penilai Kinerja
menclapkan predikat kinerja pegawal dimaksud kategori Kurang atau
Sangat Kurang berdasarkan Perilaku Kerja Pegawai,

4. Pelaporan dan Pemanfaatan Kinerja

a. Pelaporan Kinerja Organisasi

Hasil evaliasi kincrja organisas: perlu dilaperkan guna memenuhi

ketentuan perundang-undangan danfatau ketentuan yang berlaku di
lingkungan Kementernian Keuangan. Pelaporan kinerja meliputi sebagai
berikut:

1

2)

3

Penetapan NKO dan NKO K3
Penetapan NKO dan NKO K3 dilaksanakan oleh UPK sebagri berikoat:

a)] Menteri Keuangan menetapkan NKO dan NKO K3 pada tingkat
Kementerian Keuangan dan Unit Eselon 1 atan Unit Organisasi Non

Eselon vang berada di bawah dan bertangpung jawab kepada Menteri
Reuangan;

b} Pimpinan UPK-One menetapkan NKO dan NKO K3 tingkat Unit Eselon
I, Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri Keuangan melalul Pimpinan Unit Eselon [ di
Kementerian Keuangan, Unit Pelaksana Tekms Eselon Il dibawahnya

dan Unit Pelaksana Teknis Eselon 11l yang bertanggung jawab secara
langsung kepada Pimpinan Unit Eselon I; dan

c] Pimpmman UPK-Twe instansi vertikal menetapkan NKO dan NEKO K3
pada tingkat Unit Eselon Il instansi vertikal dan unit pelaksana teknis
eselon 11T di bawahnya.

Mekanisme pelaporan NKO dan NKO K3 meliputi sebagai berikut:
a) AKD UPK-Three menghitung NKO dan NKO K3 unit terscbut.

b) AKO UPK-Three menyampaikan NKO dan NKO K3 unit tersebut
kepada AKO UPK-Two di atasnya unluk ditetapian.

c) AKO UPK-Two dan One melakukan prosedur wyang serapa
sebapaimana butir 1) dan 2) di atas sesuai level unit yang dileelola.

d) AKO UPK-One menyvampaikan NKO dan NKO K3 kepada AKOP paling
lambat tanggal 14 April/Juli/Oktober/Januan tahun benkutnya.

¢} AKOP menyampaikan NKO dan NKO K3 Kemenkeu- Wide dan UPK-Cne
kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN)
merupakan ikhtisar yang menjclaskan sccara ringkas dan lengkap
tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang
vang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. Penvusunan LAKIN dilakukan oleh seluruh UPK secara
berjenjang berdasarkan atas kinerja organisasi UPE.

£
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4] Daolcumen manajemen kinerja organisasi

a) Dokumen manajemen kinerja orgamsasi paling sedikit mencakup
antara lain:

a) Perjanjian Kinerja (FK);
bl Laporan kinera
¢) Hasil Evaluasi Kinerja Organisasi.
b) Semua dokumen manajemen kinerja beserta dokumen pendukungnya
;ﬂ]?ﬂ:fmpm dan dipelihara oleh pengelola Kinerja organisasi sesual

¢ Penvimpanan dan pemeliharaan dokumen manajemen kinerja

organisasi dilakukan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Apabila
sudah memasuki tahun keempat, maka dokumen tersebut dapat

diklasifikasikan sebagai dokumen retensi inaktif.
b. Pelaporan Kinerja Pegawai
1} Keberatan

Keberatan merupakan pernyataan tidak menerima hasil penetapan
Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dan Predikat Kinerja Pegawal yang tertuang
dalam Surat Keputusan Penilaian Kinerja Pegawai dan Dokumen Evaluasi
Kinerja PNS, Keberatan tersebut meliputi baik nilai dari CKP/NHK dan
NPK. Ketentuan tata cara pengajuan keberatan atas hasil evaluasi kinerja
diatur sebagal benkut:

a) Pegawal dapat melakukan keberatan atas evaluasi hasil kerja dan
perilaku kerja periodik dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Hasil kerja
= o+
Kewiatns Pihak Janghka Waktu
5 hari kalender scjak
et | Sclurubpegawai | f2ngew | bulan
10 hari kalender
Ld 1 - e mqktmggal 1 bulan
L = Al e e berikutnya
Pengajuan F"t:gawai- vang
keberatan, mengajukan 7 har kalender sejak
penetapan keberatan, atasan | berakhirnya periode
keberatan, dan langsung, dan validasi realisasi
menginput ulang | atasan dar
realisasi atasan langsung
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(2] Perilaku Kerja

7 hari kalender sejak

tanggal 1 pada bulan

Pengajuan evaliasi dilakulan
Evaluee

Evaluator e (Maret, Juni,

September, Desember)

14 hari kalender scjak
tanggal 1 pada bulan
Penetapan Pejabat  Penilai | evaluasi dilalculcan
Evaluator Kinerja (Maret, Jumni,
September, Desember)

21 hari kalender seojak
tanggal 1 pada bulan

Evaluasi Perilaku evaluasi dilakukan

Kerja Bl (Maret, Juni,
Seplember, Desember)

Pengajuan, Evaluee, 7 hari kalender scjak

Penetapan Exaluator, berakhirnya periode

Keberatan serta Atasan  Pejabal | evaluasi perilalou keerja
Evaluasi ulang Penilai Kinerja

b) Pengajuan keberatan hanya dapat dilekukan 1 [salu) kali di selap
periode penilaian. Pegawai dapat mengajukan keberatan di periode
berikutnva atas evaluasi periode sebelumnya selama pegawal yang
bersangkutan belum pernah  mengajukan keberatan atas nilai
dimakesud atau atas pengajuan keberatan di periode sebelumnya yang
belum final;

¢) Dalam hal keberatan diterima, dapat dilakukan perubahan atas nilai
CKP/NHEK, atau nilai perilaku kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Apabila terkait nilai CKP/NHE, maka dilakukan penghitungan
ulang nilai NHK.

(2) Apabila terkait dengan NPK, selain alabat kesalahan administratif,
dapat dilakukan evaluasi ulang atas perilaku secara 360 derajal.

2
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2] Mekanisme Penetapan Predikat Kinerja

a) Pelaporan kinerja Pegawai dilakukan dalam bentuk dokumen evaluasi
kinerja pegawai vang dilampiri dengan:

(1) SKF, dengan contoh formal sebagai berikuat:
(g} Contoh Format SKP Pimpinan UPK

SASARAN KINERJA PEGAWALI
BAG] PIMPINAN UPK

PERIODE PENILAIAN: ..... JANUARI

PRARGA NI SD ... DESEMBER TAHUN ....
NO | PEGAWAI YANG DINILAL | NO [ PEJABAT PENILAI KINERJA
1 | NAMA 1 [ NAMA
2 | NP _| 2 [NIP
3 | PANGKAT/ OOL. 3 | PANGHEAT/ GOL.
RUANG RUANG
4 | JABATAN 4 | JABATAN
5 | UNIT KERJA S | UNIT KERJA {
HASIL KERJA
INDIKATOR
NO | RENCANA HASIL KERJA | KINERJA | TARCET | PERSPEKTIF
INDIVIDL
(1) (2) (3} (4 (5]
A, UTAMA 3
1 | Rencana Hagil Kerja KT 1.1 Target (Diisi dengan
Utama 1 i 1.1 Penerima
- (Dasi . Layanon
{Chizi dengan Sasaran dengan {Diisi Dlrses Binmied
Strategis disertal dengan | Nama [K]) dengan | pa. quatan
Jabatan Pimpinan yang Target Internal/
memberikon penugasan) IKT) Anggaran)
[KI 1.2 Target {Dit=t dengan
e 1.2 Penerima
{Dhisi o Layanan/
dengan {Diisi Poses Biarisd
Newrma 1K) clengon Penguatan
Target Internal/
i Anggaran)
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HASIL KERETA
INDIEATOR
NO | RENCANA HASIL KERJA KINERJA TARGET | PERSPEETIF
| INDIVIDL
1| (2} (3) (4] 5]
B. TAMBAHAN :
| | Rencana Hasil Kerja IKI 1 Target 1 | [Diisi dengan
Tambahan 1 = = Penerimo
_ [Diist [LHisi Leyanan/
Sasaran Strategis dengarn dengan Prews Binris
disertal dengan Jabatan | Nama IKI} Target Penguatan
mepfﬂﬁ!‘: yang IKD) Internal/
memberikon penugasan Anggaran)

PERILAKL KERJA*

1 Berorientasi pelayanan g
- Memahami dan memenahi Ekspektasi Khusus
kebutuhan masyarakat Pimpinan:
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat | (sl dengan Ekspekiast
diandallkan khusus, apabila acdcy)
- Melakukan perbaikan tiada henti
2 | Aluntabel )
Melaksanakan tugas dengan jujur, Ekspektasi Khusus
bertanggung jawab, cermat, disiplin, | Pimpinan:
dan berintegritas tingg (it dengan Ekspekiast
- Menggunakan kekayaan dan barang | khusus, apabila adal
milik negara sccara bertanggang
jawab, efekif, dan efisien.
- Tidak menyalahgunalsan
kewenangan jabatan )
3 | hompeten -
- Meningkatkan kompetens: diri untuk | Ekspektasi Khusus
menjawab tantangan vang selalu Pimpinan:
herubah {Dnist dengan Ekspekiast
- Membanta orang lain belajar khusus, apabila ada)
- Melaksanakan tugas dengan kualitas
terbail
4 Harmonis =
-Menghargai setiap orang apapun Ekspektasi Khusus
latar belakangnya Pimpinan:
- Suka menolong orang lain (st dengan Ekspekiasi
- Membangun linglkungan kerja yang khusus, apabila ada)
i kondusi{
5 | Loval

-Memegang teguh ideologi Pancasila,
Undang-UIndang Dasar Megara
EBepublik Indenesia Tahun 1945,
setia pada Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta pemerintahan yang
=sah

Ekspektasi Khusus
Fimpinan:

{Dhisi dengon Ekspekfas:
khusus, apabila ada)
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“PERILAKU KERJA*
-Menjaga nama baik sesama ASN,
Fimpinan, Instansi, dan Negara

-Menjaga rahasia jabatan dan negara i

6 | Adaptl
- Cepat menyesuaikan diri Ekspelitasi Khusus
menghadapi perubahan Pimpinan:
-Terus berinovasi dan (Diisi dengan Ekspektasi
mengembangkan kreativitas khusus, apabila ada)
: - Bertindalk proaltif
7 | Kolaboratif
-Memberi kesempatan kepada Ekspelkiasi Khusus

berbagai pihak untuk berkontribusi | Pimpinan:
-Terbuka dalam bekerja sama untuk | (Diisi dengen Ekspektasi
menghasilkan nilai tambah khusus, apabila ada)
-Mengperakkan pemanfaatan berbagai
sumberdaya untuk fujuan bersama

{tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Pegawai yang Dinilad Pejabat Penilai Kinerja
|Nama]
(Nama]
(NIF) {NIF)

* Bimpinan dapal memberikan Ekspekiasi khusus terhadap salu alau
lehih aspek perilaku kerja Pegaar,

.
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{b) Contoh Format SKF Non Pimpinan UPK

SASARAN KINERJA PEGAWAIL
BAGI PEJABAT/PEGAWAT NON PIMPINAN UPK

PERIODE PENILAIAN: ..... JANUARI 5D

b bk, .. DESEMBER TAHUN ...
NO PEGAWA] YANG DINILAL NG PEJAEBAT PENILAI KINERJA
I | NAMA I | NAMA
2 | NP 4 | NIP
3 | PANGEAT/ GOL. 3 | PANGEAT/ GOL.
RUANG RUANG
4 | JABATAN 1 4 | JABATAN
5 | UNIT KER.JA 5 | UNIT KERJA
HASIL KER.JA
RENCANA HASIL
[MNDIKATOR
NO. KEERJA PIMPINAN [RENCANA HASIL ASPEK FINERJA | TARGET
YANG KER.JA NDIVIDU
MINTERVENSI
(i 2) 3) (3] ) i)
A, UTAMA
| 1. | Rencana Hasil Rencona Has:l | [Diiai TKI 1.1 Target
Eerja Pimpinan Eerja Utarsa 1 | dengan - L1
vang diinterversi i Kuantitas; | (DHsi dengan iy
(Diisi dengan | palitasy | neme KD {LHesi
{Chist dengan rericana hasil | Wk dengan
rencana hasi kerja sesual Binya) tergei
kerig dart atasan) | peran, tugas, K]
don fungsi)
Rencane Hasil | (IHisd IET 2.1 Targel
Kerja Utama 2 | de &1
= m‘[m (Dhisi clergon
{Ditsi dengan | gyalitas, narmic KT} [Dhiisi
rencang hasil | wropn dergan |
kel BEsUal Biaya) terge
peran, tugas, e
dan_fmgsi]
B. TAMBAHAN
1. Rencana Hasil | (Lisi KL 1 Target 1
Kerja den
Tambahan 1 | Kuanttasy | (Disidengan | (i
[diisi dengan | Kualitas/ nama iy | asngan
rencana hasi | Waktus terget
keria sesuai | Biaya) K3
perar, [gas,
_ dan fungsil
PERILAKU KER.JA**
1 | Berorientasi pelayanan
|~ Memahami dan memenuhi kebutuhan Ekspektasi Khusus
magyarakat Fimpinan:
- Ramah, cekatan, solulif, dan dapat [Drisi dengan Ehspekiasi
diandallcan kisus, apabila adal
- Melakukan perbaikan tiada henti
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PERILAKL KERJA** =
2 Akuntabel .
- Melaksanakan tugas dengan jujir, Ekspekiasi Khusus
hertangzung jawab, cermat, disiplin, dan Fimpinan:
berintegrtas tingg (Diist dengan Ekspeflasi
- Menppunakan kekayaan dan barang milik | khusus, apabila adal
nepara secAara bertangrung jawab, efekiif,
dan efisien.
- Tidak menyvalahpunakan kewenangan
— el a—r']_IEhElaII ]
3 | Kompeten
- Meningkatkan kompetensi diri untuk Ekspektasi Khusus
menjawah tantangan vang selalu berubah Pimpinan;
- Membantu orang lain belajar fDiisi dengan Ekspeldamn
- Melaksanakan tupgas dengan kualitas khusus, apaiala ada)
terbaik
4 Harmaonis . T—
Menghargai setiap orang apapun latar Ekspektasi Khusus
belakangnya Fimpinan:
- Suka menolong orang laln Dzt dengan Ekspehios
-Membangun lingkungan kerja vang khusus, apaldla adal
kordusil
5 | Loyal s
- Memegang teguh deologl Pancasila, Ekspektasi Khusus
Undang-Undang Dasar Negara Eepublik Fimpinan:
Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI {Chest dengan Ekspekiast
serie pemerintahan yang sah khusus, apabila adal
- Menjapa nama haik sesama ASN, Fimpinan,
Instansi, dan Negara
-Menjaga rahasia jabatan dan negara
6 | Adaptif
- Cepat menyvesuaikan dir menghadapi Ekspektasi Khusus
perubahan Fimpinan:
-Terus berinovasi dan mengembangkan (Disi dengan Ekspektasi
kreativitas khusus, apabilo adal
-Bertindak proaktif
T | Kolaboratil
-Memben kesempatan kepada berbega Ekzpektasi Khusus
pihal untuk berkontribuasi Pimpinan:
-Terbuka dalam bekerja sama uniuk (Diisi dengan Ekspektas
menghasilkan nilai tambah khusus, apobilo ada)
-Menggerakkan pemanfaatan berbagal
sumberdaya untuk tujuan bersama .

[tempat], (tanggal, bulan, tahun)

Pegawal vang Dinilai Peiabat Penilai Kinerja
[Wama) (Mama|
(NIF) {NIF}

** Pimpinan dapat memberkan Ekspekiasi khusus terhadap safu atau lebth aspek
perilafu bena Pegatiat
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{c) Contoh Format Lampiran SKP

PERIODE PENILAIAN:

1NHM|PI. INSTANSI) ... JANUARI 8D ...
DESEMBER TAHUN ...

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1. | (diisi sumber daya yang dibutuhkarn)

2. | {diisi sumber daya yang dibubuhkan)

SKEMA FERTANGGUNGJAWADBAN

L. | (disi skema pertanggungrevabian|

KONSEKUENEIL

1. | rdiist konsekuensi mencapai target dan/ atau tidak mencpai target)

2. | fdiisi konsekuensi mencapai iarget dan/ atou tidak mencapal target)

(tempat), (fanggal, bulan, tahun)

Pegawai yang Dinilai Pejabat Penilai Kinerja
(Nama) {Namal)
|WIF) N1P)
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(2) Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai
{a) Contoh Format Hasil Evaluasi Kinerja Bagi Pimpinan UPK
EVALUASI KINERIA PEGAWALI

BAGI PFIMPINAN UPK

PERIODE: TRIWULAN 1,/1T,/111/ IV~ *

[NAMA INSTANSI| PERIODE PENILAIAN: ..., JANUARI 5D ... DESEMBER TAHUN ...,
NO PEGAWAL YANG DINILAI NO PEJABAT PENILAI KINERJA

1 | NAMA 1 | NAMA |

2 | NIP . 2 | NIP (*opsional)

3 | PANGKAT/GOL RUANG 3 | PANGKAT/GOL RUANG

4 | JABATAN : 4 | JABATAN o

5 | UNIT KERJA 5 | INSTANSI

CAPAIAN KINERJA ORGANISAST"
{clffsi herdasarkon Predivat Kinere Crganisasi) ISTIMEWA / BAIE/ BUTUH PERBAIKAN/ KURANG /) SANGAT KURANCG

POLA DISTRIBUSI:
felii=l dengan gambar pola distribusi)
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| HASIL KEREJA
NO, RENEE?EI'{RH‘J?EIL [NDIKATOR KEINERJA INDIVIDU | TARGET | PERSPEKTIF REﬁuﬁsﬁﬁgﬁﬁﬁgﬂlﬁﬂ | glgggm E;%%%ti”;ﬁ
(1) (2] 31 (<) (5) (6) (7) [
A, UTAMA
1
B. TAMBAHAMN
2
RATING HASIL KERJA*

DIATAS EKSPERTAS]/ SESUAI EKSPEKTAS]S DIBAWAH EKSPEKTAS*

PERILAEU KER.JA

UMPAN BALIK BERKELANJUTAN
BERDASARKAN BUKTI DUKUNG

1

Berorientiasi pelayvanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, celatan, solutif, dan dapat diandalkan

- Melakukan perbaikan tiada henti

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Aluntabel

- Mclaksanakan tugas dengan jujur, bertanggpung jawab, certmat,

disiplin, dan berintegritas tinggi

- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara

bertanggung jawab, efektif, dan efisien,
Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

|
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PERILAKU KERJA

| UMPAN BALIK BERKELANJUTAN
| BERDASARKAN BUKTI DUKUNG

3

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan vang
selalu berubah

- Membantu crang lain belajar

- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbalk

Ekspektasi Khusus Fimpinan;

Harmonis

-Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
-Buka menoclong erang lain
-Membangun lingkungan kerja vang kondusif

Ekspelktas] Khusus Pimipinan:

Loyal

-Memegang teguh ideoclogi Pancasila, Undang-Undang Dasar | Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKEI serta
pemerintahan yang sah

-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, [nstansi, dan
Negara

-Menjaga rahasia jabatan dan negara

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak proalctif

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Kol a‘b_n ratl

-Memberi  kesempatan  kepada berbagal  pihak untuk
berkontribu si

Ekspcktasi Khusus Pimpinan:
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PERILAKU KERJA UMPAN BALIK BERKELANJUTAN

BERDASARKAN BUKTI DUKUNG

“Terhuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
-Menggeraklkan pemanfaatan berbagal sumberdaya untuk tujuan
bersama

RATING PERILAKU EERJA*
DIATAS EKSPEKTASI SESUAI EKSPEKTASI/ DIBAWAH EKSPERTASI

PREDIKAT KINERJA PEGAWAI*
SANGAT BATK/ BAIK/ CUKUP/ KURANG/ SANGAT KURANG |

[tempat], (tanggal, bulan, tahunj
Pejabat Penilai Kinerja
(Namay)

(NIF)
* pilih salah satu
“+ rating hasil dan rating perilaku kerja Pegawai ditetapkan dengan mempertimbangkan pola distribusi predikat Kinerja Pegawal berdasarkan capaian
kinerja crganisasi (predikat kineria organisasi) serta kentribusi Pegmual terhadap Kinerja Orgarisasi
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(b) Contoh Format Hasil Evaluasi Kinerja Bagi Pejabat/ Pegawai Non Pimpinan UPK
EVALUASI KINERJA PEGAWALI

BAGI PEJABAT /PEGAWAI NON PIMPINAN UPK
PERIODE: TRIWULAN 1/ II/II1/TV-AKHIR*

(NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN: ..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ...,
NO [. PEGAWAI YANG DINILAI NO PEJABAT PENILAI KINERJA

I | NAMA 1 | NaMa

2 | NIP 2 | NIP -

3 | FANGKAT,/GOL RUANG 3 | PANGEAT/QOL RUANG

4 | JABATAN 4 [ JABATAN

5 | UNIT KERJA 5 | UNIT KERJA a

.

CAPATAN EINERJA ORGANISAST*
(ditsi berdasarkan Predikal Kinerjo Organisasi [ISTIMEWA BAIK/ BUTUH PERBAIRAN/ KURANG [ SANGAT KURANCG

POLA DISTRIBUSI

jdiisi dengan gambar pola distribusi)
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HASIL KERJA
RENCANA HASIL RENCANA REALISASI ¥ BERKELAN.JUTAN
NO | KERJA PIMPINAN aspEr | NPT oA | TARGET BERDASARKAN gg;ﬂﬂ;‘;m AR
YANG DIINTERVENS!| HASIL KERJA BUKTI DUKUNG
(1) i2] (3] (4 [5) ] {7) (8]
A, UTAMA
1 Kuantitas/
Kualitas/
Waktu/
Biaya
B. TAMBAHAN
2 Farantitas
Kualitas)/
Walin /
Biaya
RATING HASIL EERJA" '

DIATAS EKSPERTAS]/ SESUAI ERSPEKTASI/ DIBAWAH ERSPEKTAS™

FERILAKU KER.JA

UMPAN BALIK BERKELAN.JUTAN
BERDASAREAN BUKTI DUEKUNG

1 Berorientasi pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebuiuhan masyarakat

| Ekspektasi Khusus Pimpinan:
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| FERILAKU KER.JA UMPAN BALIK BERKELANJUTAN
| BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
- Ramah, eeleatan, solutif, dan dapat diandallkan
- Melakulkan perbaikan tiada henti
2 Akuntabel -
. Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab, cermat, disiplin, | Ekspektasi Khusus Fimpinan:
dan berintegritas tingg
Menggunakan kekayasn dan barang milik negara secara bertanggung
jawab cfelctif dan efimien
- Tidak menyalahpunakan kewenangan jabatan
3 | Kompeten
- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu | Ekspektasi Khusus Pimpinan:
berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanalkan tugas dengan kualitas terbaik
4 | Harmenis . WP = —
-Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya Ekspektasi Khusus Pimpinan:
| -Buka menolong orang lain
-Membangun lingkungan kerja yvang kondusil
5 Loyal

-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang
sah

-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara

- Menjaga rahasia jabatan dan negara

Ekspektasi Khusus Pimpinan:
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PERILAKU KERJA

& Adaptal

UMPAN BALIK BERKELANJUTAN
BERDASARKAN BUKTI DUKUNG

-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
-Terus berinovasi dan mengembanglkan kreativitas
- Bertindalk proaktifl

Ekspektas Khusus Pim pi'.t'mn'.

7 | Kolahoratif

-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
Terbulta dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah

| -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

| Ekspektasi Khusus Pimpinan:

RATING PERILAKU KERJA*
DIATAS EKSPEKTAS]/ SESUAI EKSPEKTASI] DIBAWAH EXSPEKTASI®

PREDIEAT KINERJA PEGAWAI*
SANGAT BAIK/ BAIE/ CURUP/ KUBANG/ SANGAT EURANG

* pilih salah satu

(tempat), {tangzgal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja

** pating hasil dan rating perilaku kerja Pegaiwai ditetapkan dengan mempertimbanghkan pola distribusi predikat Kinerjo Pegawwal berdasarkan capaian kinerja
organisas! (predikat kinerja erganisasi) serta kontribust Pegarval terhadap Kinerja Organisasi

¢
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b) Dokumen evaluasi kinerja Pegawai (periodik dan tahunan| paling

kurang memuat:
(1) predikat kinerja Pegawai; dan

(2) catatan dan/atau rekomendasi Pejabat Penilai Kinerja.

Contoh Format Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai sebagai berikut:

DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PERICDE: TRIWULAN L/11/1I1/IV-AKHIR*

(NAMA INSTANSI)

PERIODE PENILAIAN:

JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ...,

L.

FEGAWAI YANG DINILAI

NAMA

NIP

"PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN

UNIT EERJA

PEJABAT PENILAL KINER.JA

MAMA

NIP

PANGEKAT/GOL RUANG

JABATAN

UNIT KERJA

ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA
MAMA ;

NIP

PANGKAT,/GOL RUANG

JABATAN

P

EVALUAS] KINERJA

CAPAIAN KINERJA
ORGANISAST:

PREDIKAT KINERJA PEGAWAI

CATATAN/REKOMENDASI

(tempat), [tanggal, bulan, tahun|
7. Pegawai vang Dinilai

(Nama)
{NIF)

* miih salah satu
** diisi predifoat kinerja organisasi, dikecualikan bagt Pegawal yang melaksanakan
tugas belajar

(tempat), [tanggal, bulan, tahux|
6. Pejabat Penilai Kinerja

{Mamsza)
(NIP)

Y,
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Dolkumen evaluasi kinerja pegawai ditetapkan oleh Pejabat Penilai
Kinerja pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

Dalam hal Pejabat Penilai Kinerja tidak melakukan evaluasi kinerja
pegawal dan/fatau tidak menandatangani dolkumen evaluasi kinerja
pegawal hingga tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya, malka
dokumen evaluasi kinerja ditandatangani oleh atasan Pejabat Penilai
Kinerja paling lambat minggu pertama bulan Februari.

Penctapan dan Pelaporan Hasil Evaluasi Kinerja

a)

b

2l

hj

Validasi NHE (Nilai Hasil Kerja) vang merupakan keluaran dari aplikasi
dilakukan dalam dialog kinerja dengan pimpinan masing-masing,

AKP UPK-Three menyusun konsep penctapan hasil evaluasi kinerja
geluruh pegawal pada unit masing-masing vang ditetapkan oleh
pimpinan UPK-Thrae.

AKP UPK-Tweo menyusun konsep penetapan hasil evaluasi kinerja
seluruh pegawai selain pegawai yang sudah ditetapkan pada level
UPK-Three yang ditetapkan eleh pimpinan UPK-Two.

AKP UPK-One menvusun konsep penctapan hasil evaluasi kinerja
geluruh pegawai selain pegawai yang sudah ditetapkan pada level
UPK- Three yang ditetapkan oleh pejabat pada 1 (satu) tingkat di bawah
pimpinan UPK-One vang membidangi kepegawaian untuk dan atas
nama pimpinan UPK-Cne.

AKPP menyusun konsep penetapan hasil evaluasi kinerja Kemenleu-

Wide dan Kemenkeu-One untuk kemudian ditetapkan oleh Sekretaris
Jenderal untuk dan atas nama Menten Keuangan.

Penetapan hasil evaluasi kinerja periodik dilakukan paling lambat
ranggal 20 bulan berikutnya, serta penetapan hasil evaluasi kinerja
tahunan dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan Februari tahun
berikutnya.

Pegawai vang ditetapkan meliputi pegawal yvang bekerja pada unit
kerja tersebut pada saat surat keputusan ditetapkan, termasuk
pegawal yang pensiun pada tahun berjalan.

Konsep penetapan hasil evaluasi kinerja sckurang-kurangnya terdiri
dari komponen Nilai Hasil Kerja/Capaian Kinerja Pegawai (NHK/CKF}),
Milai Perilaku Kerja (NPK), Nilai Kinerja Pegawai (NKP), Rating Hasil
Kerja, Rating Perilaku Kerja, dan Predikat Kinerja, dengan contoh
schagai berikut:
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KEPUTUSAN ... [Pimpnan UPK]
NOMOR

TENTANG

PENMETAPAN HASIL FENILAIAN KINERJA PEGAW AL
DI LINGKUNGAN ..., (Nama UPK)
TAHUN 2033

a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan MNomor
e EMEDLS ... tentang  Manajemen Kinerga M Lingkungan
Kementerian Keuangan, periu menstapkan Keputusan ..... [Fimpinar
UPE]} tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerps Orpanisssi dan Pegawnd
Di Linghkungan ... {Nama LIFK);

1. Peraturan Menter Keuvangan Nomor ... tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kegangan;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... entang Manajemen Kinerja
Di Lingkungan Kementerian Keuangar,
3. EKeputusan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tunjangan Kinerja
Pegawsi;
MEMUTUSEAN:
KEPUTUSAN .... (Pimpinan UPK] TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN
RINERJA PEGAWAI DI LINGEUNGAN ... [WNomo DPR) TAHUN 20304,

Menetaplkan Nilai Kinerja Pegawai di lingkungan ... (Mama UPK) sehagaimana
tercantum datam Lampiran yvang menjadi bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ... |[Fimpinan LPK] ini.

HNilai Kimerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PEETAMA
digunakan sebagai salah satu unsur untuk menetapkan kebijpkan penataan
pegawal dan/atau pemberian penghargaan.

Apahila di kemudian hari ternyata terdapat keleliruan dalam Keputusan ...
[Prmpinan UPK), alkan diadalian perbailan sebagaimana mestinga.,

Keputusan ... |Fimpinan UPE] ini berlaku

surut sejak tanggal 1 Januari tahun ... (tahun penctapan Kepuhisan)

Salinan Keputusan Menter ini disampaikan kepada.

I. Eepala Biro Perencanaan dan Keuangan;

2.  EKepala Bire Sumber Dava Manusia;

3. Bekretaris Ditjen/Badan /Itjien c.q. Begian Kepegawaian, Bagian
Eruangan dan Bagian Urmiam,

Matetapkan i Jakarta
pada tanggal

(Sabatan Pimpinan LIPE)

{Nama)
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PENILAIAN KINERJA PECGAWAL
D1 LINGKUNGAN ..... (Nama UPK]
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 20XX

o 1073... |IV/a /19 Nama jabatan
1. Eselon 11

e 1976 | OI/d /16 Nama jabatan
- 7 Eselon 111

.../19B0._. | OIjb /13 Nama jabatan
= Eselon IV

waeiiaafd 1988... | I/d /8 Nama jabatan
4. pelaksana

Pimpinan Unit
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4] Penyimpanan Dokumen Manajemen Kinerja

a)

b

c)

Dokumen evaluasi kinerja PNS disimpan dan dipelihara oleh pejabat
vang menjalankan fungsi kepegawaian. Mekanisme penyampaian dan
penvimpanan dokumen evaluasi kinerja PNS dilakukan sesuai
ketentuan sebagaimana diatur dalam perasturan pemerintah yang
mengatlur mengenai  evaluasi  kinerja PNS  beserta  aturan

pelaksanaannya.

Dokumen manajemen kinerja paling sedikit mencakup antara lain:
(1) Perjanjian Kinerja (PK];

(2} Sasaran Kinerja Pegawai [SKP);

(3) Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai; dan

(¢} Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai.

Semua dokumen manajemen kinerja beserta dokumen pendukungnya
wajib disimpan dan dipelihara olch pegawai yang bersangkutan
bersama pengelola kinerja sesuai levelnya.

c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi Kinerja

Penghargaan
Penghargaan atas hasil evaluasi kinerja Pegawai dapat berupa:

1)

4

a)

bj
)

prieritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana
s1lksesi;

prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan

penghargaan lain scsual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sanks:

Pemberian sanksi atas hasil evaluasi kinerja Pegawal dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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PELAKSANAAN PEMANTALAN DAN EVALUASI SISTEM MANAJEMEN KINER.JA

Continuous improvement merupakan salah satu prinsip dalam manajemen
kinerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi atas
implementasi sistern manajemen kinerja yang diterapkan di lingkungan Kementerian
Keuangan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dimaksud dapat dilalkulean oleh:

1. Imternal Kementerian

Bentuk pemantauvan dan evaluasi atas implementasi sistermn manajemen

kinerja yang dilakukan internal Kementerian dapat berupa:

a. Reviu manajemen kinerja

Reviu manajemen kinerja merupakan kegiatan pemantauan dan

evaluasi/penelaahan terhadap keseluruhan rangkaian manajemen kinerja.
Reviu ini bertujuan untuk:

1
2)

3
4]

1}
2
3)

perbailean budaya kinerja;

meningkatkan awareness unit eselon 1 dalam rangka tertib administrasi
dokumen pengelolaan kinerja;

mendapatkan feedback untuk perbaikan pengelolaan kinerja, dan

menjadi bahan pendukung penyusunan, monitoring dan evaluasi Laporan
Kinerja (LAKIN).

Metode pelaksanasn reviu dapat berupa:
Penilaian atas dokumen manajemen kinerja;
Pengpalian informasi dari pengelola kinerja; dan
Survel pemahaman manajemen kinerja.

Reviu manajemen kinerja dilakukan secara sampling pada setiap level

implementasi manajemen kinerja, mulai dari Kemenkeu-One sampai dengan
Kemenkeu-Five, baik pada kantor pusat maupun pada kantor vertikal di
daerah. Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang oleh pengelola kinerja pada
level di atasnva dan dapat bekerja sama dengan unit lain yang terkait.

1)

2)

3)

4

&

Komponen reviu manajemen kinerja dapat mencakup komponen berikut:

perencanaan strategi, vaitu reviu terhadap proses penyusunan dan
evaluasi dokumen perencanaan strategis seperti Renstra dan Renja.

eksekusi strategi, vaitu reviu terhadap proses penyusunan dan Kualitas
Komitmen Kinerja, proses cascading dan alignment, dan penyelarasan
manajemen kinerja dan manajemen risiko.

perencanaan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian strategi,
yaitu reviu atas IS yang ditetapkan

monitoring dan evaluasi, vaitu reviu terhadap kegiatan pelaporan kinerja
dan evaluasi kinerja.

perbaikan berkesmambungan, yaitu reviu terhadap upaya peningkatan
kualitas manajemen kinerja.
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b. Evaluasi AKIP mandiri

Evaluasi AKIP mandiri dilakukan oleh Inspelktorat Jenderal Kementerian
Keuangan.

2. Eksternal Kementerian

Berituk pemantauan dan evaluasi atas implementasi sistem manajemen
kinerja yang dilakukan eksternal Kementerian antara lain:

a. Evaluasi AKIP aleh KemenPAN-RB; dan
b. Evaluasi vang dilakukan pihak independen lainnya.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u. b,
Kepala Bagian Administrasi Kementenan

MAS SOEHARTO o
NIP 196909221990011001

T ——
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KETUTUSAN MENTEER] KELIANCAN REFUBLIK INTONESIA
@ NOMOR 300 JEMEG1 20
LY TENTANG
% X MANAJEMERN KINEFMN DI HROKUNGAN EEMENTERELY
v e ] KELAREAN

SISTEM INFORMAS] MANAJEMEN KINER.JA

Sigtern informasi manajemen kinerja dikembangkan untuk mendukung
penerapan manajermnen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sistem
informasi kinerja merupakan sarana untuk merencanaken, mengumpulkan,
mengolah, menganalisis, menyajikan serta mendokumentasikan proses
manajemen kinerja. Sistem informasi manajemen kinerja terdiri dar 2 {dua)
aplikasi vang saling terintegrasi yaitu aplikasi manajemen kinerja organisasi dan
aplikasi manajemen kinerja pegawai.

A. APLIKASI MANAJEMEN KINERJA ORGANISASI

Aplikasi manajemen kinerja organisasi merupakan sarana khusus
untuk mengelola data kinerja organisasi mulai dari percncanaan sampeai
dengan cvaluasi sistem manajemen kinerja organisasi. Aplikasi inl menjadi
hulu bagi aplikasi manajemen kinerja pegawai dan terintegrasi dengan
manajemen risileo, Aplikasi manajemen kinerja organisasi merupakan aplikasi
vang disiapkan dan dikelola olch Sckretariat Jenderal.

1. Pengguna aplikasi manajemen kinerja organisasi antara lain:
a. Komite Manajemen Kinerja;
b. Pimpinan UPK;

¢. Koordinator Kinerja Organisasi dan Administrator Kinerja Organisasi
pada UPK; dan

d. Koordinater Risike Organisasi dan Administrator Kisiko Organisasi
pada UPR.

2. Dalam implementasi manajemen kinerja organisasi, aplikasi manajemen
kinerja digunakan antara lain untuk keperluan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja
1) Penyusunan PK:
a) Peta Strategi (Perspektif dan 55);
b) Indikator Kinerja Utama; dan
c] Tnisiatl Strategis.
2| Penyusunan Katalog Indikator Kinerja Utama; dan
3] Penyusunan Matriks Cascading.
b. Pelaksanaan Kinerja:
1) Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi;
2] Dialog Kinerja Organisasi; dan
3 Penyusunan perubahan PK.
¢. Evaluasi Kinerja:
1) Reviu PK dan K3 organisasi;
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2} Penilaian NKO; dan
3) Penilaian NKO K3.
Pelaporan Kinerja:

1) Penetapan NKO; dan
2] Penctapan NKO K3,

3. Output yvang dihasilkan aplikasi manajemen kinerja organisasi, yaitu:

P oop o

PK;

NEO;

Laporan kinerja organisasi,

Predikat kinerja organisasi; dan

Surat Keputusan Penetapan Nilai Kinerja Organisasi.

Teknis penggunaan aplikasi dituangkan dalam Panduan Aplikasi

Manajemen Organisasi.

APLIKASI MANAJEMEN KINERJA PEGAWAIL

Aplikasi manajemen kinerja pegawai merupakan sarana untuk

mengelola data kinerja pegawai mulai dari perencanaan sampai dengan
evaluasi kinerja pegawai yang diselaraskan dengan kinerja organisasi. Aplikasi
manajemen kinerja pegawai merupakan aplikasi yang disiapkan dan dikelola
oleh Sekretariat Jenderal,

1. Pengguna aplikasi manajemen kinerja pegawai yaitu:

a.
b.
e
d.

.

Pimpiman UPK;

Sekretariat Kormite;

Koordinator Kinerja Orpanisasi dan Administrator Kinerja Organisasi;
Koordinator Kinerja Pegawai dan Administrator Kinerja Pegawai; dan

seluruh pegawai.

2. Dalam implementasi manajemen kinerja pegawai, aplikasi manajemen
kinerja pegawai digunakan antara lain untuk keperluan sebagai berikut:

H.

popo

=

Perivusunan SKP;

Penyusunan perubahan SKF;
Perryvusunan Laporan Hasil Kerja Pegawai;
Penilaian Perilalku Kerja;

Pengajuan Keberatan; dan

Dialog Kinerja Individu.



MENTERI KEUANGAN
REFPUBLIK INDORESIA

e

3. Output yang dihasilkan aplikasi manajemen kinerja pegawai, yaitu:
a. SKP Pegawan;

Nilai Hasil Kerja Pegawai,

Milai Perilaku Kerja;

Nilai Kinerja Pegawai;

Predikat Kinerja Pegawai;

Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai; dan

Surat Keputusan Penetapan Nilai Kinerja Pegawai.

Teknis penggunaan aplikasi dituangkan dalam Panduan Aplikasi
Mangjemen Kinerja Pegawai.

m ™8 a8 g

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
td.
SRI MULYANI INDRAWAT]

Salinan sesual dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
wb. :
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

{‘( J’L_.-"_

MAS SOEHARTO @4
NIP 19690922199001 1001




